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ABSTRAK

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa
hal, sdah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebaga konsekuensi
usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan
yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji
adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan seria (poligami),
mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta
kekayaan antaraistri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebaga peraturan
pel aksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur Iebih lanjut
tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur.
Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu
dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah,
(Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama
dadam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Maang No:
2198/2012/PA.Mlg. (1I) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA .Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan
metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian
ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan
(Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama
Malang. Dalam menganadisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun
menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mgelis Hakim yang memberi izin
suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi
Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat
dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan
hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir
tiga asas hukum yang ideal dengan mengutumakan asas kepastian, asas keadilan
dan asas kemanfaatan.
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Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyasu skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#@gdan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

05936/U/1987.

. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomts8/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

N Ba’ b be

= Ta t te

= Sa’ § es (dengan titik diatas)
c Jim j je

< Ha' h ha (dengan titik di bawah) ka
< Kha kh dan ha

’ Dal d de

. Zal 7 zet (dengan titik di atas)
’ Ra’ r er

J Zai z zet

< Sin S es

o Syin sy es dan ye
e Sad s es (dengan titik di bawah)

Xi



wa Dad d de (dengan titik di bawah)

b Ta' t te (dengan titik di bawah)

b za’ z zet (dengan titik di bawah)

d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain g ge

o Fa’ f ef

& Qaf q qi

4 Kaf k ka

J Lam I ‘el

a Mim m ‘em

O Nan n ‘en

3 Waw w w

o Ha’ h ha

s Hamzah ¢ apostrof

T Ya Y ye

1. Konsonan Rangkap Karena Syaddahditulisrangkap
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A.

BAB |

PENDAHUL UAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki keegadgan hidup
bermasyarakat zoon politicion.! Hal ini menandakan bahwa manusia
merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berglam berkumpul dengan
manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga @ikgt berpasang-pasangan,
memiliki kecenderungan berkeluarga dan membenttkiwean, dari generasi
ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yamglagerpisah
dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yand g@n bermitrd. Dengan
kata lain perkawinan merupakan suatu proses unteknbentuk sebuah
keluarga antara seorang laki-laki dengan seoramgnpmian yang didasari
rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurysi@lagaimana disebutkan
Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang na¢alghn pergaulan dan
membatasi hak dan kewajiban serta tolong menoloteya seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang bukan mahrarh8galangkan UU No 1 Tahun
1974 mendefiinisikan perkawinan dengan ikatan l&fatin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri afeigijuan membentuk

29.

! Soerjono Sukantd?engantar Penelitian HukunfJakarta: Balai Pustaka, 1989), him.

2 Khoiruddin Nasution, MA,Hukum Perkawinan 1(Yogyakarta: ACAdeMIA +

TAZZAFA, 2004), him.17

% H. Soelaiman RasyidFigh Islam,(Jakarta: Attahiriyah, 1997), him.374

1



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekabbarklan Ketuhanan Yang
Maha Esd.

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang metjagin
perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya belbehal, salah satu di
antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materiakTihpat dipungkiri
bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah hedttierpenting dalam
terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hasetert, suami istri
melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianyal 8&daU No 1 Tahun
1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawabg mulia dalam
kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istiandakehidupan
bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untukako&bn perbuatan
hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meledaksuami sebagai
kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatand&lehidupan rumah
tangga

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rtangha,
suami istri akan memiliki penghasilan bersama ydisgbut dengan harta
bersama atau harta syarikat antara keduanya. Meketentuan pasal 1 huruf
(f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkattatdharta yang diperoleh
baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selaadam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar ataa siampa pufi.

* Undang-Undang No 1 Tahun 1974

® Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-NisalyartLaki-laki bertanggung atas
wanita.

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)



Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rincntéeg definisi
maupun aturan tentang harta bersama, akan tetzgiasglobal kemungkinan

terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaiyang berbunyi ;

T ST & s Ll VpniST 2 s Jol

Dalam kitab-kitab figh karangan ulama klasik, tidaktemukan
pembahasan tentang lembaga harta bersama. Haloleh hadi karena
kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada sesal yang
menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalastilah sosiologis
masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”’. Dalam yamakat patriarkhi laki-
laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tanggecaf etimologi
patriakhi berkaitan dengan sistem sosial diman& ggag menguasai rumah
tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumimebesu ekonomi. Oleh
karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedadukvanita (istri) dalam
masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tefalsi, termasuk
perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik Kika tarik ke
dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di madanesia memiliki corak
sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia lagrbagai corak dalam

hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan dnésth berlaku sistem

" An-Nisa’ (4): 32



kekerabatan parental, di mana garis laki-laki darempuan memiliki peran
yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah t&ngga
Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaandugrjan harta

bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari puHustisan pengadilan
agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangsryauilan agama
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48rT2009, sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesian§ean kewenangan
secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 U Nahun 1989 jo UU
no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengaditema bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanarperti tingkat
pertama antara orang-orang yang beragam Islamddingi Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadadg Ekonomi Syari’ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adgt@nlindungan harta
bersama dalam perkawinan serial (poligami), merajirtalam perkawinan
poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekagagara istri pertama
dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undaong1NTahun 1974
Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagaupangpelaksanaannya,
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatebih lanjut tentang
perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan puligBari latar belakang
yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin ménédintang putusan

pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan denganorN perkara

® Di Indonesia, ada beberapa daerah yang mengastaimsikekerabatan matrilinial,
seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti gatidlipal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak,
akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sikekmrabatan parental. Lihat buku Khoiruddin
Nasution,Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesiogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010
him. 83-85



2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukawligami dengan
menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusdrakyam mengabulkan
seorang suami melakukan poligami dan menetapkata Heersama. Oleh
karena itu, penyusun tertarik mengangkat juiEDUDUKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS

PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)

. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atgsatiaiketahui bahwa
tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentaaga bersama dalam
praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinaesds bisa terjadi
bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawp@igami, hal ini
sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tewsepenulis mencoba
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalametmpkan harta
bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadigama Malang
Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positifiagap putusan

hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.MIg?



C. Tujuan Pendlitian dan kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitiangyhendak
dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersdaftam
poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pdsiti

b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkakubh Islam dan
Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranyaladdaebagai
berikut:

a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalamani hersama bagi
suami yang ber-istri lebih.

b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pahgan dalam
memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapdig&ososial
yang dinamis.

c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam ramgkavujudkan

penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Literatur yang membahas mengenai pembagian harsarba banyak
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para.aRkmun sejauh ini

pembahasan mengenai penetapan harta bersama adigamp masih sangat



jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membdiasa bersama: Skripsi
Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studiigoklarta Bersama
dalam UU No. 1 Tahun 1974)". Skripsi tersebut mehnalsa tentang
letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undangaecaiologis, filosofis,
dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap peisisi harta bersama
dalam undang-undang, dan relevansi posisi hartaaber dalam undang-
undang dengan dinamisasi Hukum Isfam.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adaldhnya posisi harta
bersama dalam undang-undang merupakan sebagal Saeagatuan yang
materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarak#fiagai suatu lembaga
hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuatukuimenegakkan
keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukuntardadukum Islam, posisi
harta bersama yang diatur dalam undang-undangtabuh 1974 merupakan
suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang taehgeta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuritiarta Bersama
Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam K¥ISkripsi tersebut
membahas tentang harta bersama dan nafkah dengaggumakan teori
holistik dan equal partner.Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan

menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

° Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harerdama dalam UU No. 1 Tahun
1974)" Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunanlifaga Yogyakarta (1997).

10 Alamsyah,* Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewaj®aami Memberi
Nafkah dalam Kompilasi Hukum IslamSkripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2005).



Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonataind keluarga
sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan Keamapersama antara
suami istri yang mana diantara keduanya harus gs&omunikasi tentang
harta bersama dan kewajiban seorang suami dalanbenigan nafkah. Oleh
karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna mmeuhi unsur
keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitggung jawab suami
dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suamidatam perkawinan, dan
kompromi antara harta bersama dengan kewajiban iso@mberi nafkah
berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai femta yang dapat
digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putug®ngadilan
Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembdmgieta bersama karena
perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang epropenyelesaian
pembagian harta bersama dan pertimbangan hukumnoégdlis hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimt@amglakim dalam
Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Btudsan Pengadilan
Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripmisebut menjelaskan
tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhgapmbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagitmbersama?

1 Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agaiogyakarta tahun 1998-1999
tentang Pembagian Harta Bersama karena Percer8immpsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)



Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan ®ajehkim
terhadap menyelesaikan pembagian harta bersaman datakara verstek
dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugandaioses persidangan
dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidaldratirsebut dipandang
telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat ddakiimempedulikan hak-
haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan pi&ae ini, penyusun
menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusudatam bukunya
yang berjuduHukum Perkawinan Adatang menjelaskan bahwa setiap harta
yang diperoleh oleh suami maupun istri selama daleatan perkawinan
kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, mueslsiang istri tidak
bekerja (ibu rumah tangg®.

M. Yahya Harahap yang berjudierlawanan Terhadap Eksekusi
Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan StandamuhiukEksekusibeliau
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta b&radalah harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu behap& bergerak maupun

tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis mleajadi hak suami isttf.

2 Barokah Indah Sari, “Perimbangan Hakim dalam Rartugerstek atas pembagian
Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama BBkas619/Pdt.G/2006/PA.Bks)Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kada Yogyakarta (2009).

13 Hilman Hadikusumatiukum Perkawinan AdafJakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

4 yahya HarahappPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusamaditan
Agama dan Standar Hukum Eksek(#akarta: Citra Aditya, 1999).
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E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-samangesal
perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa’ (4yaa 3 memberikan
kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikabihledari seorang,
manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalamleimentasinya, nabi
Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkavpokgami. Sudah
barang tentu, praktik poligami yang dilakukan ndéin para sahabat didasari
oleh i'tikad baik dan tujuan yang tull.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yaerdaku di
Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat sesealapaf beristri lebih dari
seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam gasght (1) dan pasal 4
ayat (2)*° Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukian kiz
pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan malssan yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. itassebut yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyaagabisteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yidag tapat disembuhkan.
3. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undangagnd

pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terkdiulu memeriksa

syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undgaidy :

!5 praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sah&anyak dimotivasi oleh rasa
sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabigavéni para istri-istrinya, kebanyakan
janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuarambela Islam.

'8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepeHaperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texpasteri-isteri dan
anak-anak merekd.

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2)ulliselngan syarat
alternatif, karena untuk mengajukan permohonan lemgadilan tidak
mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disabutkhdang-undang,
dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah bednhak kepada suami
untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedamngjla@at kedua yang
ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat &tiivkdrena untuk dapat
diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhayarat tersebut harus
terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligaran decara
normatif memungkinkan adanya harta bersama daldmwpean poligami?
akan tetapi dalam beberapa kitab figh klasik tidedapatkan pembahasan
harta bersama. Hal ini karena kuatnya strukturasosiasyarakat Timur
Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak bempeluang bagi
perempuarin casu istriuntuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang membagakuan

secara tegas bahwa suami-istri masing-masing prhakiiliki kecakapan

" Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

18 Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adadmma bersama baik dalam
perkawinan monogami maupun poligami, karena ayaebeit menjelaskan setiap laki-laki dan
perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yakeyjarakan (pertasi yang dilakukan).
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berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandaegagai subyek hukum yang
sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan tenkattia pada lembaga
perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang semapsuami maupun
istri dapat melakukan perbuatan hukum atas hamg yaenjadi kekuasaan
masing-masing, seperti harta yang diperoleh dasiakisan, hibah dan lain-
lain. Sedangkan terhadap harta bersama suamiistaglalam melakukan
perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (sataniistri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan didiagaeberikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidalkdiepemisahan
harta bersama, kecuali apabila ditentuan dalanamien perkawnan’

2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari ngagmnsing istri
berdiri secara terpisdfi.

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagatuim yang
tertulis dalam peraturan perundang-undandaw (in booB. Sebagiamana
yang menjadi pandangan mazhab sosiological yudsoce, positivasi
hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku kistinggalan zaman
sejak hukum tersebut dinyatakan berldktntuk itu, hukum membutuhkan
pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika b#apan dengan suatu kasus.
Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkanusant nilai agar

hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuals kase layy dalam

!9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29
2 Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

%! pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 20@firig kekuasaan kehakiman.
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bentuklaw in action Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hagkim
dalam putusan pengadilan (yurisprudeffsi).

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu lesadilan, asas
kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas terSsbwlis gunakan
sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pelagaddgama Malang
Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan tecselet karena teori
tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hulglam. Asas keadilan
dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dgaran hukum Islam adalah
keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastiakuhy juga menjadi asas

dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan ol€juakn.

23 s . .
bl agde okt Von) Ll 3 Gy 3> ) Ellge EL, O Ly

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkakuman pada suatu
bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum meR&sulNya. Untuk lebih
jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tufjugtum yang
paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanarradefisafat hukum. Asas
keadilan juga merupakan asas yang digunakan dald&mmnh Islam, seperti

dijelaskan dalam al-Qur’an:

22 Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, sepettide interpretasi dan
metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakulakum Universitas Padjajaran dalam
blogny http://regafelix.wordpress.com/2012/06/0&bode-penemuan-hukum/  diakses pada
tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

23 Al-Qasas : 59.
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Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga $tgra hukum dan
kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah rkbseigan antara yang
patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungaaupun berupa
kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapattikhn sebagai
memberikan hak yang setara dengan kapasitas segeata@u pemberlakuan
kepada tiap orang secara proporsional, tetapi lpgg berarti memberi sama
banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jedabegdasarkan prinsip
keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah adayarsama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum manpaarapan
bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenamgdwge dari aparat
penegak hukum yang terkadang arogansi dalam mekgladugasnya sebagai
penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukasgarakat akan
tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut huKiampa ada kepastian
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harusridipt, tidak
mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilar@mugtiaak dilarang oleh
hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melpkmoramaan yang baik
dan jelas dalam suatu undang-undang dan akarpelals penerapanya

Asas kemanfaatan : Kemamfaatan hukum perlu dipkdmatkarena

semua orang mengharapkan adanya manfaat dalansaedan penegakan

24 An-Nahl: 90.
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hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melkarbikkeresahan
masyrakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bateadilan memang salah
satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang laim- seperti kemanfaatan
(utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalamemegakan hukum,
perbandingan antara manfaat dengan pengorbanars hmoporsionaf’®

Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukuiainseberazas
kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfahal ini disebutkan

dalam al-Qur’an:

26...‘*@5“ cddall wiy gy s & Js

F. Metode Penelitian
Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada dat&usder yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dataeprohari penelitian lapangan
yang mendukung data sekunder, sehingga permasatakak yang diteliti
dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapatralgie penyusun
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusupskni adalah
penelitian kepustakaatilrary research). Penelitian kepustakaahbgary
research vyaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkam

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catataapun laporan hasil

“http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubunganj@an-hukum-kepastian-
hukum.html diakses pada hari sabtu tanggal 28 desze2013

%6 Al-Maidah: 119.
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penelitian dari penelitian terdahuiliPenelitian ini dilaksanakan dengan
melakukan analisis terhadap produk badan Perafflatusan Pengadilan)
berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadigama Malang. Data
tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengara daing diperoleh
melalui penelitian lapanganfi€ld research berupa hasilinterview
Penelitian lapangarfi¢ld research digunakan untuk mengetahui sejauh
mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dignnpada kasus
penetapan harta bersama dalam perkara poligamemfjaeilan Agama
Malang.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunatpskini
adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengeara menetapkan
metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yaiggirdikan sebagai
dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan mabkalaéh bersama
dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitigiupayakan
memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagaddeneyang
berhubungan erat dengan harta bersama dalam pagligeemudian
dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaatunaeraperundang-
undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkéen atau
informasi mengenai penetapan harta bersama dalagampo serta akibat

hukum yang ditimbulkan.

2" M. Igbal HasanPokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Apfikeya (Jakarta::
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11.
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3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelakigan
menjadi dua, yaitu:
a. Data primer
Data primer berupa dokumen putusan dari Pengaditema
Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mig.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dasil ha
interview dengan hakim. Dilakukan dengan carderview bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan erbph
pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagaiompad, tetapi
dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yalgesuaikan
dengan situasi pada saaterviewdilakukan?®
Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui ldailm
tentang pokok permasalahan, yaitu tentang hart@aber dalam
poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama umteiara harta
bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
Selain dari wawancara, data sekunder juga dipeddehbuku-
buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahasatentharta

bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukudgngan

%8 Ronni Hanitijo SoemitroMetode Penyusunan Hukur@Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him. 73.
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peraturan perundang-undangan yang mengatur tehgmg bersama
dalam perkawinan poligami.
4. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdatetode
normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendakayang didasarkan
pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yufldgal analisig
yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukam peératuran
perundang-undangan yang berlaku.
5. Metode Analisis Data
Untuk menganalisa data dipergunakan metode deflaiplitis™
yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-datay ydiperoleh

sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat tér@gevegan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitiammetka dalam
penelitian ini akan disusun dalam lima bab yangnak@enjabarkan satu
persatu permasalahan secara mendalam dan sisteemting permasalahan
penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelini dapat disusun
sebagai berikut:

Bab pertamapendahuluan, bagian ini merupakan bagian yanggalin
umum pembahasannya karena hanya memuat dasartelatsarg penelitian.

Materi pada bagian ini meliputi latar belakang ntesgpokok masalah, tujuan

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukun@Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.223.
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dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkatikk, dan metode
penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan tdagetahui secara
global tentang penelitian ini, baik tentang masajah teori apa yang
digunakan maupun metode serta pendekatannya, gehiagph jalannya
penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua,Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta
bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal ustthhaersama, kedudukan
dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggwab harta
bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yantjpuatie pengertian
poligami, poligami dalam lintasan sejarah, sertaadehukum dan syarat-
syarat poligami.

Bab ketigaharta bersama dalam poligami, di dalam bab ini psay
akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agamand/dkxlebinh
dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kamgan Pengadilan
terhadap penetapan harta bersama dalam perkagamaliSelain itu di dalam
bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum mtimbangan hakim
terhadap penetapan harta bersama dalam poligangadeRerkara Nomor:
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empatAnalisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalakarf@er
Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang argalidasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan HartaaBarslalam Perkara

Poligami.
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Bab kelima,penutupan merupakan bab terakhir, pada bab insiberi

tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saraarsa



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan
sebagal berikut:

1. Pertimbangan Mgelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin
suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami
serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal
35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilas Hukum
Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan
poligami antara istri peratama, kedua, ketiga dan keempat dapat
diantisipas dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini
dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

2. Bak hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui
keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan
hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam
perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang
putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum
yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal

ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:
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KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri

terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas
lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dadam masyarakat kita
Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi
pembicaraan bilaterjadi suatu perceraian atau sengketa.

2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai aasan-alasan
hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan
atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk
memperoleh kebenarannya.

3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota
Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiagp permohonan
poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung
fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenar-

benarnya sehinggatidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.
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TERJEMAHAN

Bab

Hlm

Ftn

Terjemahan

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan.

13

23

Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-
negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu
kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat
kami kepada mereka.

14

24

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan
kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan)
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.

15

26

Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar
memperoleh manfaat dari kebenarannya™
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Hal : Penerimaan Judul Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. : Helmy Ziaul Fuad

NIM.  :10350020

Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu alaikum wr.wb.

Dengan ini dibetitahukan bahwa kami dapat menerima Judul Skripsi yang saudara ajukan, yaitu:
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)
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1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
2.

untuk penyusunan proposalnya.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu alaikum wr.we.

Tembusan :
1. Penasehat Akademik
2 .Ka.Jur.AS
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@ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA/
2.

Assalamu‘alaikum wr.wb. !

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :

Narna : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Jurusan . Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Semester : VI

Judul

PANDANGAN - HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Maka Ketua Jurusan menetapkan saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi di maksud.

Jika saudara keberatan, harap memberitahukan kepada kami dalam waktu tiga hari terhitung sejak
tanggal surat ini.

Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu’alaikum wr,wb.

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. KaJur.AS
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membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas
arsip dari tempat arsip ;
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Hal . Permohonan izin Penelitian
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di Surabaya

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No ] N4 ma \ NIM \ JURUSAN / PRODI \
! |
' Al-Ahwal Asy-
1 Helmy Ziaul Fuad \ 10350020 \ Syakhsiyyah (AS) \
L

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ lbu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah ( Skripsi) yang berjudul
“ KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ( STUDI KASUS
PERKARA NO. 2198/12PA. MALANG) ”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu’alaikum wr.wb.

A, Dekan,
P - “Wakil Dek ang Akademik,

Y L1
. f:}: ;;i»,lD’(-::Hf’jKarﬁsi, MA.
- NIP219570207 198703 1003 §

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
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SURAT KETERANGAN
Nomor: W.13-A2/2811 /TL.01/V/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama
di bawah ini: '

Nama : HELMY ZIAUL FUAD
NiM 110350020

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Telah melaksanakan penelitian (recearch) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang

berjudul ” Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor :

1289/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014,
di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. A. INIRON AR, SH
108{7 198903 1002 /
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TERJEMAHAN

Bab

Him

Ftn

Terjemahan

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mar
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada ba
dari apa yang mereka usahakan.

ek
gian

13

23

Dan tuhanmu tidak akan membinasakan ne

geri-

negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu

kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-
kami kepada mereka.

ayat

14

24

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) ber
adil dan berbuat kebijakan, memberi bant
kepada kerabat, dan dia melarang (melaku
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.
memberi pengajaran kepadamu agar kamu d
mengambil pelajaran.

aku
Jan
Kan)
Dia
apat

15

26

Allah berfirman, “inilah saat orang yangnbe
memperoleh manfaat dari kebenarannya”




PUTUSAN
Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

‘f e ’\N’ :“ o e
e s S N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan memgaelikara perdata
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkangam dalam perkara permohonan

izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawamstaywa
bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26 RT.02 R®.Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malargngydalam hal
ini dikuasakan kepada BARLIAN GANESI, SH., SUPRAPRTGH.
Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.nlk&aus Il Nomor
2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusushtggé 10 Desember

2012, yang selanjutnya diseliRemohon
MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26.0R RW.02
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Ktdkang, yang
dalam hal ini dikuasakan kepada H, MARIADI, SH. MAdvokad &
Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya padahaga Bantuan
Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono K@a Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Deseftii2, yang
selanjutnya disebutermohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;

- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara sd&si-saksinya di
persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonatamanggal 10

Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniterdangadilan Agama Malang di
bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud rapri@n permohonan izin
poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dadihg telah dilakukan perubahan

permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada&pgésebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padgalal7 September 1979
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorsédituAgama kecamatan
Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipkia Nikah Nomor
54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan TMermioertempat tinggal di
rumah bersama di JI. Madyopuro Nomor 26. RT.02 /.G/\VKelurahan Madyopuro
Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PemohonTdanohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun Sadgraggan sekarang belum
dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011oRem telah berkenalan
dengan seorang perempuan dan perkenalan itu serakiab dan bisa dibilang
sangat dekat serta timbul rasa sayang dan salingashi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon etemptian dimaksud,
Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusfad@angan Termohon dan
keluarganya dan pihak Termohon maupun keluargadsi keberatan, bahkan saat
ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah serimggivel dengan Termohon;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon jukaggoermohonan izin
poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaiEwVI YULIANI binti ABD.
SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah ganglamat Jalan
Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahdadyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya seb@g#on Isteri pemohon,dimana
pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dieatatfi hadapan Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamakadungkandang Kota
Malang;
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Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuldap isteri-isteri
Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinyan&@emohon bekerja sebagai
karyawan swasta dan mempunyai penghasilan ratasettap bulannya sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-Pemohon tersebut (surat

pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupuoncéteri Pemohon masing-

masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pearya¢alampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikgiasaaat ini memperoleh

harta sebagai berikut :

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

- Sebidang tanah vyang terletak di Kelurahan Madygpukecamatan
Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya t@letak di kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradandihr Pemohon dan
Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemoldak ada halangan untuk

melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam poauperaturan perundang-

undangan yang berlaku yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukadasa dan bukan
sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan sttorkedua Pemohon;

b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus jantiamdasia 38 tahun dan
tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Parpalon isteri kedua
Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahuamagdslam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RW/1 kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang3daga menikahkan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon istmghon menyatakan rela

atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah deradan isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar l@agatiynbul dalam perkara

ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atashBe mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakyjang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini berkenan memieispn sebagai berikut:
Primer :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ueklutubnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posith 8tas adalah harta
bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénilagi (poligami)
dengan calon isteri kedua Pemohon berndaVI YULIANI binti ABD.

SOMAD;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;
Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang tetetagkan, Pemohon dan
Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua IMafelah diupayakan agar
Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poliggmikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dikak mediasi, untuk hal
ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama BRFAH ZUHRIAH, M.H.,
untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam dapga tertanggal 26
Desember 2012, mediator telah melaksanakan madgisk mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi upaya mediator terseblak tberhasil, maka pemeriksaan
terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacaleat Permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebatmohon
memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut
A. EKSEPSI :

. EROR IN PERSONAL SUBYECT (SALAH SUBYEK ATAS

PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Eror in Subydzapseermohonan

yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohdnlah

Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohajwanpoligami
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1.2.

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya, siapi beda
identitas.

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohawjukan ke
Termohon adalah salah subyek (eror in personal estiby Sebab
Termohon adalah seseorang wanita yang ber-idergéhagai berikut :
Hj. SIAMI, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 19601{&Run,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit&endidikan SD klas 2 Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Targggalamat dan
bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RN/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malar@dangkan
Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligai dalam
perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial tau bernama :
HJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahunAgama Islam, jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal. dRajja Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang,
Kota Malang. atawBoleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam
Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita agg
bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI B inti
TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960t8Bun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dyta@puro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau Qatétj. SIAMI
alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TAS ELIM.
Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960¢&2un, Agama Islam,
jenis kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertamggal di JI. Raya
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang at&lYAMI alias SIAMI alias Hj.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanitaar§d Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
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di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dytapuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dadabarkan akta
nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 19%t8yydikeluarkan
KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-lanepir) dan
demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) sigami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga  Nomor
3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dandd tangani
sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) tatadmpunyai satu
anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2nbgir). Dan atau
ada Hj. Siami — Hj. Siami alias Hj. Siyami — Hj. Syami lainnya,
sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siamur 52 tahun, agama
Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, KotdaiMj yang
tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dateb®at tinggal di
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kiaiang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oletnm®hon dalam
perkara inibukanlah Termohon, karena Termohon bukan orang yang
identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohopatigami pemohon,
dengan demikian maka permohonan pemohon adalak jedas atau
kabur, karena permohonan poligami pemohon tidasjdan kabur maka
permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelasufkaatau tidak
dapat diterima;

1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemokepada
Termohon telah salah subye&rdr in persona subyect) dan atau tidak
jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siap&nagilya yang
dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poliganmny®leh sebab
itu, karenapermohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon

harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditdak;
[I. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengasr&egan calon isteri

kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan kgtarasebagai berikut:
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2.1.

2.2.

Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permaidemohon mengenai ijin
untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyeknmronan ijin berpoligami
Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yalah) harus ditolak
karena salah sasaran.

Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yaag berpoligami dan yang mau
dipoligami serta siapa yang mengijinkan untuk begami, hal ini juga kabur

maka harus ditolak;

lll. ABSCURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

3.1.

3.2.

3.3.

Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidas jdan obyeknya juga tidak
jelas maka permohonan ijin Pelogami harus ditolateika subyek dan obyek
dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamabalseseharusnya yang
dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SWAalias SIAMI alias
HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/101iJa960/52 tahun,
Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SRrg& Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertertipggal di Jl.
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang;

Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyaas &hlami alias Hj. Siyami
Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/Ehgal 17 September
1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkand&uktj bertanda T-1)
dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasidw®) siyami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomdr.78031009/21124/0341
sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias $imag telah mempunyai
satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukérmatT-2);

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Peanddtitujukan ke Termohon
adalah salah subyek (eror in personal subyect)absebermohon adalah
seseorang wanita yang ber-identitas sebagai beriktt].SIAMI Binti
TASELIM, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin WaniemdRrlikan
SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IbudRuTangga, beralamat
dan bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26RRY 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota MalaBgdangkan yang

dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Peshon boleh jadi
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adalah seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIMI alias Hij.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/fumur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Waniemdilikan SD, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan lIbu Rumah Tangga, dpeatl dan bertempat
tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 KelurahaWadyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai damabarkan akta nikah
Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yahgludirkan KUA
Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 teriigndpn demikian pula
pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami ali@srbalias Hj. Siyami) ini
sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/08ddagaimana yang
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohonirfi@salias H. Lasimo)
telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyot®rébukti bertanda T-
2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah ekubyang dimaksud oleh
Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleen&apermohonan
pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, makengieman pemohon
haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas sitlak;

3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalesepsi ini maka jelas
Termohon tidak ada hubungan hokum dengan PemoleirabSpermohonan
Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidaks,jebleh karena itu
permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan rditoisk dan atau

permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima kar&abur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalasei$ tersebut di atas mohon
dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkaradalah mengajukan
permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yangimsal dan bernama :
HJ. SIAMI Binti TASELIM umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah
Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Régdyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandgota Malang;
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3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah ersubgect (salah subyek),
sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dirdaigin pemohon dalam
perkara ini, karena Termohon adalah seorang yangaivan Hj. SIAMI yang
MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT — namaH;.
SIAMI Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960#Run, Agama
Islam, Jenis kelamin WanitBendidikan SD klas 2 Tempat/Tanggal lahir/umur
: Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, J&elamin Wanita, Pendidikan
SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumalggeanberalamat dan
bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02Ke&lurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikelah jelas dan
terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salbyek hukumnya
jika ditujukan kepada Termohorsebab yang dimaksud Pemohon adalah
wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias
SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Warit@ndidikan SMA,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tanbgaalamat dan
bertempat tinggal dil. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02Kelurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang;

Dari identitas tersebut telah Nampak jelas damang perbedaan antara
TermohonHj. SIAMI seorang wanita yang berpendidikan SD hany sampai
klas 2 dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Ko&laMy. Sedangkan
yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penkiay@ang sebenarnya
adalah seorangvanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias
SIYAMI alias SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaandu Rumah Tangga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau
boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dmm demikian maka
permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyeiumnya, karena tidak
jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadirkalet karena itu harus
dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);

4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohanadiekabur, hal ini

disebabkanboleh jadi seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

Hal 9 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



sehingga adadj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI
lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohomlalam perkara ini
adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorangvanita yang
bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti T ASELIM,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkanddota Malang, sesuai
dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tdnfjgaSeptember 1979
yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bub#rtanda T-1
terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alaslLasimo) dan siyami
alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan beatlgan Kartu Keluarga Nomor
35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuatddamdatangani sendiri
oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempusgtu anak kandung
bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlgpapin atauHj. SIAMI ,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandsoty Malang;

Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemalateam perkara ini
adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak je@s kabur tentang Siapakah
yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligamiassid@pa yang dimintai ijin
poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabukan@ermohonan pemohon
harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapatidiger

. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohogadetidak ada masalah
apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konfhkagga, bahkan selalu rukun
dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih rsehah dengan Suami
Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon uogugoligami haruslah
ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salahraas

Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termoherkenalan dengan
seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMA YANG
JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atawb@ntu bernama
DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tiak akan pernah
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10.

11.

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami demgBEWI YULIANI
ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipgami, kecuali
dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawatiea Oleh karena itu
bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami olehqgiem;

Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkaakamPemohon
mendalilkan  mempunyai  penghasilan  perbulannya hdalsebesar
Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hahi adalah tidak
benar, oleh karena itu dalil yang demikian hartslak;

Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalati-nyh
“iiviivnntermohon mau dimadu,.............. " dan point 11 petmonan
mendalilkan “......... Keluarga Pemohon dan Termohon daaloi© istri
Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apaighikah dengan calon
istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dwmus ditolak karena
Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaingang dimaksud
Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat pernyataan apapun
tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudava Yuliani, maka
dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah dipla

Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satbyuriayang lalu karena
bekerja dirumah Pemohon dan Termohon dengan tugasbaemtu jualan dan
menjaga took alat-alat listrik di Jalan raya Madyapdan setelah ada gelagat
antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmaitear®ewi Yuliani oleh
Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekarja@mi keutuhan rumah
tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedataDgwi Yuliani
dirumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantibukes pekerjaan
dirumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalamaketonisan rumah tangga
Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;

Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonanoRen haruslah ditolak,
karena tidak benar dan atau setidak-tidaknya kaPenaohonan pemohon tidak
jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatala@ndapat diterima;
Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah denganohen, Pemohon dan
Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemqhseperti 5 Unit mobil
angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumahpsdhot rumah tangga, hal

ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan digimnobil yang mana ? tanah
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dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?......yang benar

adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selgmeanikahan sampai saat

ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah nanlil mengangkat seorang
anak laki-laki dan juga telah memiliki :

11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomaogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,1€6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan morangka
MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangk
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di lblamn Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namas$imbo;

11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jusaretena H.Lasimo di
bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. lasidisini Suami
Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau BjJAMI yang
berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI a8 SIYAMI yang
berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN HjlY8MI Doktor
atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon addkhjelas dan
kabur maka permohonan dalam perkara ini harus tikga tidak jelas
atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dabur maka

permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapaindé dan ditolak;
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C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Pergag dalam Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam guglatnpensi ini;

2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpeesgan Tergugat
Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalaék tishempunyai
hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan yadaugatan ini
Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpesrsisa dirugikan;

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat DalakoRpensi /Termohon
dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulabmdéhon dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanyanoBRenan ijin
Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalamoRednsi, Penggugat
Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan éndhggung Rasa malu
atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensigdg@at dalam
Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang serit@l750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikislggejiwaan) dan sakit
pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorakgldgsdan dokter yang
membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dues lima puluh juta
rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konstitakum Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugiamg diderita oleh
Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpedaiah sebesar
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima pyjutdn rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggdgkm Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama maengtau
meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang badtgérak maupun tak
bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi #f&m dalam Konpensi
tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :

4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan noraogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangashama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,16&6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
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4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583&6) nomor
rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan aronangka
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomargka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di le&lam Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namasimbo;

4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jut rema H.Lasimo
di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalRekonpensi /
Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalaskoripensi
/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayangu paksa
(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rumathari keterlambatan.
Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara,

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tewmobdalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, makachemn dalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepadgadilan Agama
Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk makss, mengadili dan
selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untukdetya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihahti@ds subyek dan
permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelds kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakarr/eaisaurlibel dan atau
tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah wdiak glan kabur maka
Permohonan Pemohon ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak déipeima,;
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2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang diddaatPemohon tentang ijin
Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohonatiam surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergeoatht 11.1, 11.2, 11.3,
11.4,11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termpho

4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau atelkdn niat
poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kemkalTermohon;

5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam ngeksi/ Termohon
dalam Konpensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon daanpensi untuk
membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-( satamh#eratus lima puluh juta
rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Termd&lam Konpensi secara

tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukuap.tdika perlu dengan
bantuan alat Kepolisian negara;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalampdhsi untuk
membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (s&tu rypiah) kepada
Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensradoaai dan kontan
pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak pmtbgrkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadgplobengketa point 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 45, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatanoRaénsi Penggugat dalam
Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi oleh Pengaditmma Malang adalah
sah dan berharga;

5. Menghukum Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalarkorfpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkayra in

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebutol@n telah
menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 2tei2013 selanjutnya atas replik
tersebut Termohon telah menyampaikan duplik setatalis tertanggal 28 Maret
2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam beaita persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan cabiari i kedua

Pemohon, dan di dalam persidangan telah membekitanangan sebagai berikut :
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Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tadeimgt jasmani dan rohani;
Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akarkah dengan Pemohon;
dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dalsarsama suka, bukan atas
paksaan orang lain;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam statusjdad tidak terikat perkawinan
dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak adartgan untuk menikah dengan
Pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, b&emaohon telah beristerikan
Termohon dan Termohon telah menyetujui rencanaapenan Pemohon dengan
calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon perrahimta kepada calon isteri
kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akaedia hidup rukun dengan
Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji talah mengganggu gugat harta
bersama Pemohon dan Termohon.

Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemditek ada hubungan

keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yangkdiajoleh Termohon,

berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan padaahdggpril 2013 Majelis Hakim

telah menolak permohonan sita tersebut sebagairtexhzang dalam berita acara

persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyan®emohon telah

mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggblocp2mber 2012 (P.1)

Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Noper20&2 (P.2)

Surat pernyataan tidak keberatan menjadi IsterlIKnggal 12 Nopember 2012
(P.3)

Surat keterangan penghasilan,Nomor : 474/2/69/3537B009/2012 tanggal 12
Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluradadyopuro ,Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang (P.4)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, taad) 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&woga Malang (P.5)
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6. Foto Copy Sertipikat N0.2788 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)

7. Foto Copy Sertipikat N0.2787 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)

8. Foto Copy Sertipikat N0.2932 atas nama Haji Lasiyang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hakabhhgdgoktober 2009 (P.8)

9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES1I3U658225; (Bukti
bertanda P-9)

10.Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasthama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damono rangka
LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)

11.Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, p¢d 0526 CG, Merk
Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Me@08RK77 tahun 2005 (P.11)

12.Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (P.12)

13.Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkan
LSCAA10D61A023875; (P.13)

14.Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY EI5L4109J602675;
(P.14)

15.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. LaBiomor 3573031707590003
dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nogtt3035007600007 serta
Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nom8573035307740002
yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandaricp}

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohmmyatakan keberatannya
dengan alasan tidak merasa menandatangani surayafean bersedia dimadu,
selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berofmakiopi Kartu Tanda Penduduk
milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda &ngdermohon yang berbeda,
selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tdadgan yang tertera dalam Surat
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Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda paeatds perbedaan tersebut kuasa
Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda taregamohon memang berbeda-
beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengmr&egan dua orang saksi.
masing-masing bernama :

1. NURSIDI bin ASMAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjamtpat
tinggal di JI. Kedungkandang Gg.VlIl RT.06 RW.03litahan Kedungkandang,
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawahpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohom&kaaksi adalah adik
Pemohon.

* Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangyang menikah pada
tahun 1979;

* Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadg@ama, yaitu untuk
mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempbamama DEWI
YULIANI;

* Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah &arermohon tidak dapat
memberikan keturunan namun saksi pernah tahu Kaemohon pernah hamil
namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon kegagiau tidak;

« Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawamoRen, sehingga
Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan nangebelumnya
dengan calon isteri Pemohon tersebut;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksigwna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;

« Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi Tako sehingga

Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.

2. SUNYOTO bin TARI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swastgyaem
tinggal di JI. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Maplyro, Kecamatan
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Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpahbeagkan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

» Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karésa adalah tetangga
Pemohon;

* Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adelat steri yang sah;

 Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadigma, yaitu untuk
mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWLIANI;

« Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Temmdidak dapat
memberikan keturunan dan saksi tidak pernah meliaahohon hamil;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksidna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kgdya

« Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawamoRen sehingga
Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteioliren tersebut;

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.

 Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyakpuonyai toko dan
2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.

 Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal rembah dan sampai

sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi terqgbhak Pemohon dan
Termohon menyatakan kebenarannya,;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengayudukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tga$ 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&oga Malang (T.1)

2. Kartu Keluarga N0.35.73031009/21124/0341, yang ldé&&an oleh Camat
Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875; (T-3).
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4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasiama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, m@amor rangka
LSCAA10D51A024550; (T-4)

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (T-5)

6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675; (T.6)

7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersémmohon menyatakan

kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan aikiak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama aanPamohon dan
Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaatempat, yang hasilnya
sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damnono rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomanghka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangksy &SL4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES13U658225 tahun
2003;
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Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui olehgk Pemohon dan Termohon bahwa

barang tersebut ada namun sedang beroperasi kariad kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukur&h M3, bangunan rumah dan
Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertiNika787 dan No. 2788, dengan
batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank ESEM/ojajar (empat puluh
juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, taburigesebut dipegang oleh H;.
SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yangdadklamnya, berdasarkan
keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan hasaabaTermohon, sehingga
tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan ketam@mecara tertulis
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingmpoligami, sedangkan
Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yadg pakoknya tetap keberatan
dimadu;

Hal 21 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaanrdalam putusan ini,
ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dddarita acara pemeriksaan perkara

ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan olf@m adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangangdtliian Agama
Malang, dan telah diajukan sesuai dendatentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka secara formil daperdia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mmagiean Pemohon dan
Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengeadiator ditunjuk Majelis,
ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak jugg@rhasil, maka perintah
pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimde (Peraturan MARI Nomor 1
Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dpdtikaranya, Termohon
telah mengajukan eksepsi mengemlaor Inpersona Subyect (salah subyek atas
permohonan terhadap Termohon) dimana menurut TenmoRemohon telah salah
subyek karena identitas Termohon yang benar addjalSIAMI Tempat/Tanggal
lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agaméarts jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SD klas 2 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Ruraafga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Raya Madymmi26 RT/RW 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malangjasgkan Wanita yang
dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalakanpeini adalah seorang
wanita yang ber-insial atau bernam&lJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertdinggal di JI. Raya Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang, Kota Malang;

Hal 22 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona TBammohon tersebut
Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Remsama sekali tidak salah
dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertusna Termohon HJ.
SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 bpa foto copy Kutipan Akta
Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM)P.15 (tertulis nama
Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama TermohorA®Il);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakara akentik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-deksebut Pemohon dan Termohon
tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersetmagjelis berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang beri§ntalAMI binti TASELIM-
Pendidikan SD klas 2)adalah aliasHJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA)
aliasSIYAMI, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebus datalak

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari TermdbatangEror In
Obyek dimana menurut Termohon karena eror in subyek nodk@k permohonan
Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini kpifiarmohon yang
dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dls jsebagaimana
pertimbangan majelis tersebut di atas, maka olebnkamya eksepsi a quo Termohon
dalam hal Eror In Obyek juga harus di tglak

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemda¥bscurlibel
(Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyelen&aberdasarkan Kartu
Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniarasgp anak bernama Setyo
Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah téwoanseorang anak
bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIM&D &IAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohaelat (halaman 4)
yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan deraygabgn Termohon pada point
B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telgladiekontradiksi pernyataan
Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsim®hon membantah dengan

menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemalam Termohon telah
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dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, tekajpi dalam pokok perkara angka
11 Termohon menyatakassama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak
kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan aiémtik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap buktieliats Termohon sendiri
meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yangdsedan saling bertentangan,
oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam halulliizel (Permohonan Pemohon

Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan aktamihomor : 54A/62/1979,
tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kdé8amatan Kedungkandang
Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara ¢tem dan Termohon terikat
dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dyskrkaranya pada
pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dgainkan untuk menikah
lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWIIAXI binti ABD.
SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perk@widengan Termohon
ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Temnu@mgan alasan sebagaimana
terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yangnm, yakni
permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimgleain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utamaRen mengajukan izin
poligami adalah karena antara Pemohon dan Termbélum dikaruniai keturunan di
mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebutpfion dalam jawabannya
point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sangadiisi antara Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi tetemgangkat seorang anak laki-
laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyanPemohon telah
mengajukan dua orang saksi di persidangan sedanbiamohon menyatakan tidak
akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah neekén kesempatan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohonketemangan dua
orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara PemdaornTermohon memang belum
dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a PeraReamerintah No. 9 Tahun
1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompildskum Islam bahwa di antara
alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat manjan kewajibannya sebagai isteri,
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dhpambuhkan dan tidak dapat
melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohonktidapat melahirkan
keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakapatl dimasukkan ke dalam
ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. @Ma875 jo pasal 57 huruf ¢ dan
58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahweenstidak dapat melahirkan
keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adimdlah memenuhi alasan
berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukthwlba permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruérattPan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilagktin Islam, bahwa suami yang
akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapajamé kehidupan isteri-isteri dan
anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tdrseternyata Pemohon
berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enaaljota ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Re&tpbukti bahwa permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruérdti?an Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukunarisl bahwa suami harus mampu
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anakny

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon mekga keberatannya
karena tidak merasa menandatangani surat pernytatidnkeberatan dimadu, yang
selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 beropadopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mesidan dengan tanda tangan
Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termofamgy ternyata tanda tangan
Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbéglsabut Kuasa Termohon telah
mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang bebeedasedangkan Termohon

tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannyu, maka berdasarkan
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pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwadadangan yang tertera di dalam
bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yam@rtb Termohon telah
memberikan persetujuannya kepada Pemohon untukkunkela poligami dan untuk itu
maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permaindPemohon telah memenuhi
ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintahdy 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetojutari isteri baik secara tertulis
maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para taksikti bahwa calon
isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yamgemehi persyaratan untuk kawin
dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawleh Pemohon sebagai isteri
kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavami atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon te¢éathenuhi ketentuan pasal 41
huruf a, b dan ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 TaBih jo pasal 55 ayat (2) pasal 57
dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuté fxetentuan pasal 8 huruf e
Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinaraiify antara dua orang yang
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan dari isteri, dalam
hal seorang suami beristeri lebih dari seorangh @erena itu permohonan Pemohon
tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yadgak yaitu agar
harta yang diperoleh selama menikah antara Pemdlogan Termohon ditetapkan
sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpuk®camatan

Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg t@letak di kelurahan

Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradangihr Pemohon dan

Termohon,;
Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersamabtartéajelis Hakim telah

melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 284§ hasilnya terdapat perbedaan

antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaet@mpat, dimana dalam
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permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unitakasmd Angkutan Penumpang
(Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon miehian bukti surat P.11 berupa
Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mdbaihatsu atas nama Lasimo,H,
dengan Nomor mesin KO03307, dan nomor rangka MHKEFR5K000985 tahun
2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempanhdhaersebut ada dilokasi (di
dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemotaupun Termohon
membenarkan tentang mobil tersebut sebagai hartarbe,;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikngupan rumah yang
terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedundkag, Kota Malang beserta
semua perabot rumah tangga yang berada di rumaebtgr berdasarkan hasil
pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakawabeumah tersebut beserta
isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihakdfeon mengakuinya, maka
berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumahsearuh perabotnya tidak
termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.phesertifikat N0.2788 dan
No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempupiar 3 bangunan berupa Garasi
Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangukaperasi Serba Usaha Tri
Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Rempotengakui sebagai harta
bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usdbtama, Pemohon menyatakan
bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasthets sehingga Pemohon hanya
mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan h@gu<operasi tersebut sebagai
harta bersama, sedangkan asset koperasi tidaladekndari bagian harta bersama
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohonptdrderta bersama
berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat putah atas nama H.Lasimo, dan
berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohonbenarkan tentang adanya
tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupaside di Bank BTN Sawojajar,
namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh TermdhprSiami sehingga pemohon
tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, aktapt pada sidang tanggal 16 Mei
2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut tetamdhon berikan kepada adik
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimiskipun Pemohon tidak

bisa melampirkan alat bukti berupa Dana TabunggpoBito di Bank BTN Sawojajar
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sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiahinun berdasarkan pengakuan
Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun paateriksaan setempat,
berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim m@hkata Dana Deposito tersebut
merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamarndi atas maka
Majelis Hakim menetapkan harta bersama PemohonTdéamohon adalah sebagai
berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasinama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damonorangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001,

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY &I5L4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES)3658225 tahun
2003;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V
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8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 130 kdngunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengatifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank EBEM/Ojajar (empat puluh

juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggRgkonpensi
sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoRaggajukan gugatan
mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa yang dinilai uang sejumlah
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rtapjagangguan psikologis dan sakit
pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.2500000- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rpa®.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah), sehingga total kerugian yang dideoigh Penggugat Rekonpensi senilai
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima piutdn rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-UnNarg Tahun 1989
tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yhaglkan oleh Penggugat
Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan @Emgégama, oleh karena itu
harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlatukural-hak kebendaan
yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sarkali skdak terkait dengan
tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permahg@mrapoligami, dimana
di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan,uadapengenai Harta bersama
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi nikenuearta / benda milik kedua
belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, kégbna itu tuntutan dwangsom

Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan hardalgito
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Peng@redainpensi, Majelis
Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013htenenolak permohonan sita
tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbamglagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngadadang No. 7 tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 2006, biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon KonpensiigiatgRekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan pengadadangan yang

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam eksepsi

* Menolak eksepsi Termohpn

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk nikah lagi dengan
seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABIDISAD;

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohorhastddagai berikut :

a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaasitnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, wamor rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675 tahun 2009;
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e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuktaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mebkaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak
di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro c#matan
Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No22&3nhgan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengamank150 M2, bangunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengeifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BId&vojajar (empat

puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

* Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kenpeargugat Rekonpensi

sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Senyhilah satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamigygad 11 Juli 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadlan 1434 Hijrigtgh, kami Dra. Hj. SRIYANI,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. d&ra. Hj. RUSMULYANI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan marmeagkan pada hari itu juga
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dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu™#RITA EKA WIDYASARI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri olébhasa Pemohon dan Kuasa

Termohon.
Hakim Anggota Hakim Ketua
Drs. MUNASIK, M.H. Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI
Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000
2. Biaya Proses Rp.50.000
3. Biaya Panggilan Rp.525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat Rp75.000
5. Redaksi Rp. 5.000
6. Materai Rp. 6.000

Jumlah  Rp. 1.191.000,-
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini kami Drs. Munasik, M.H., menerangkan bahwa:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

Pekerjaan : Mahasiswa

NM : 10350020

Nama Sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Sekolah : J1. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut teiah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama
Malang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Februari 2014

Tertanda e

(Drs. Munasik, M.H.)
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ABSTRAK

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa
hal, sdah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebaga konsekuensi
usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan
yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji
adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan seria (poligami),
mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta
kekayaan antaraistri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebaga peraturan
pel aksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur Iebih lanjut
tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur.
Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu
dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah,
(Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama
dadam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Maang No:
2198/2012/PA.Mlg. (1I) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA .Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan
metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian
ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan
(Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama
Malang. Dalam menganadisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun
menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mgelis Hakim yang memberi izin
suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi
Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat
dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan
hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir
tiga asas hukum yang ideal dengan mengutumakan asas kepastian, asas keadilan
dan asas kemanfaatan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyasu skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#@gdan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

05936/U/1987.

. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomts8/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

N Ba’ b be

= Ta t te

= Sa’ § es (dengan titik diatas)
c Jim j je

< Ha' h ha (dengan titik di bawah) ka
< Kha kh dan ha

’ Dal d de

. Zal 7 zet (dengan titik di atas)
’ Ra’ r er

J Zai z zet

< Sin S es

o Syin sy es dan ye
e Sad s es (dengan titik di bawah)

Xi



wa Dad d de (dengan titik di bawah)

b Ta' t te (dengan titik di bawah)

b za’ z zet (dengan titik di bawah)

d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain g ge

o Fa’ f ef

& Qaf q qi

4 Kaf k ka

J Lam I ‘el

a Mim m ‘em

O Nan n ‘en

3 Waw w w

o Ha’ h ha

s Hamzah ¢ apostrof

T Ya Y ye

1. Konsonan Rangkap Karena Syaddahditulisrangkap

Badaia ditulis Muta’addidah
Bl ditulis ‘iddah

Ta’'marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h
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4asa ditulis Hikmah

LEBEY ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Ayaimg sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat taga@ya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaadua itu terpisah,

maka ditulish

sl ¥idal < ditulis Karamah al-auliy?’

c. Bila ta’'marhitah hidup atau dengan harakath&dt, kasrah dadammah

ditulis tatau h

hdlisls ditulis Zakah al-fitri

V. Vokal Pendek

& fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
Rl dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif lals ditulis a : jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (s ditulis a :tansi
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3 || Kasrah + ya’ mati mS ditulis 7 > karim
4 | Dammah + wawu mati u=5_% ditulis i : furad
VI. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
A ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
Jss ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
A ditulis a’antum
< e ditulis u'iddat
Al S il ditulis la’'in syakartum

VIIl.Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti hurufQomariyyahlitulis dengan menggunakan

O1Al ditulis Al-Qur’an
Al ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hlifgf)nya.
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¢ Lol ditulis as-Samr’

) ditulis asy-Syams
IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
wag Al (s 93 ditulis Zawi al-furid
aaud dai ditulis Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesiatelalapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'adish mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sddatinkan oleh
penerbit, seperti judul bukal-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tegsdbatari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish &hilAhmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan ka#d, Anisalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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A.

BAB |

PENDAHUL UAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki keegadgan hidup
bermasyarakat zoon politicion.! Hal ini menandakan bahwa manusia
merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berglam berkumpul dengan
manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga @ikgt berpasang-pasangan,
memiliki kecenderungan berkeluarga dan membenttkiwean, dari generasi
ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yamglagerpisah
dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yand g@n bermitrd. Dengan
kata lain perkawinan merupakan suatu proses unteknbentuk sebuah
keluarga antara seorang laki-laki dengan seoramgnpmian yang didasari
rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurysi@lagaimana disebutkan
Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang na¢alghn pergaulan dan
membatasi hak dan kewajiban serta tolong menoloteya seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang bukan mahrarh8galangkan UU No 1 Tahun
1974 mendefiinisikan perkawinan dengan ikatan l&fatin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri afeigijuan membentuk

29.

! Soerjono Sukantd?engantar Penelitian HukunfJakarta: Balai Pustaka, 1989), him.

2 Khoiruddin Nasution, MA,Hukum Perkawinan 1(Yogyakarta: ACAdeMIA +

TAZZAFA, 2004), him.17

% H. Soelaiman RasyidFigh Islam,(Jakarta: Attahiriyah, 1997), him.374
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekabbarklan Ketuhanan Yang
Maha Esd.

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang metjagin
perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya belbehal, salah satu di
antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materiakTihpat dipungkiri
bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah hedttierpenting dalam
terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hasetert, suami istri
melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianyal 8&daU No 1 Tahun
1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawabg mulia dalam
kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istiandakehidupan
bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untukako&bn perbuatan
hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meledaksuami sebagai
kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatand&lehidupan rumah
tangga

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rtangha,
suami istri akan memiliki penghasilan bersama ydisgbut dengan harta
bersama atau harta syarikat antara keduanya. Meketentuan pasal 1 huruf
(f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkattatdharta yang diperoleh
baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selaadam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar ataa siampa pufi.

* Undang-Undang No 1 Tahun 1974

® Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-NisalyartLaki-laki bertanggung atas
wanita.

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)



Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rincntéeg definisi
maupun aturan tentang harta bersama, akan tetzgiasglobal kemungkinan

terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaiyang berbunyi ;

T ST & s Ll VpniST 2 s Jol

Dalam kitab-kitab figh karangan ulama klasik, tidaktemukan
pembahasan tentang lembaga harta bersama. Haloleh hadi karena
kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada sesal yang
menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalastilah sosiologis
masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”’. Dalam yamakat patriarkhi laki-
laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tanggecaf etimologi
patriakhi berkaitan dengan sistem sosial diman& ggag menguasai rumah
tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumimebesu ekonomi. Oleh
karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedadukvanita (istri) dalam
masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tefalsi, termasuk
perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik Kika tarik ke
dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di madanesia memiliki corak
sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia lagrbagai corak dalam

hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan dnésth berlaku sistem

" An-Nisa’ (4): 32



kekerabatan parental, di mana garis laki-laki darempuan memiliki peran
yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah t&ngga
Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaandugrjan harta

bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari puHustisan pengadilan
agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangsryauilan agama
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48rT2009, sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesian§ean kewenangan
secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 U Nahun 1989 jo UU
no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengaditema bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanarperti tingkat
pertama antara orang-orang yang beragam Islamddingi Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadadg Ekonomi Syari’ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adgt@nlindungan harta
bersama dalam perkawinan serial (poligami), merajirtalam perkawinan
poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekagagara istri pertama
dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undaong1NTahun 1974
Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagaupangpelaksanaannya,
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatebih lanjut tentang
perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan puligBari latar belakang
yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin ménédintang putusan

pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan denganorN perkara

® Di Indonesia, ada beberapa daerah yang mengastaimsikekerabatan matrilinial,
seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti gatidlipal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak,
akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sikekmrabatan parental. Lihat buku Khoiruddin
Nasution,Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesiogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010
him. 83-85



2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukawligami dengan
menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusdrakyam mengabulkan
seorang suami melakukan poligami dan menetapkata Heersama. Oleh
karena itu, penyusun tertarik mengangkat juiEDUDUKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS

PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)

. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atgsatiaiketahui bahwa
tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentaaga bersama dalam
praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinaesds bisa terjadi
bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawp@igami, hal ini
sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tewsepenulis mencoba
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalametmpkan harta
bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadigama Malang
Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positifiagap putusan

hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.MIg?



C. Tujuan Pendlitian dan kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitiangyhendak
dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersdaftam
poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pdsiti

b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkakubh Islam dan
Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranyaladdaebagai
berikut:

a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalamani hersama bagi
suami yang ber-istri lebih.

b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pahgan dalam
memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapdig&ososial
yang dinamis.

c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam ramgkavujudkan

penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Literatur yang membahas mengenai pembagian harsarba banyak
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para.aRkmun sejauh ini

pembahasan mengenai penetapan harta bersama adigamp masih sangat



jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membdiasa bersama: Skripsi
Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studiigoklarta Bersama
dalam UU No. 1 Tahun 1974)". Skripsi tersebut mehnalsa tentang
letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undangaecaiologis, filosofis,
dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap peisisi harta bersama
dalam undang-undang, dan relevansi posisi hartaaber dalam undang-
undang dengan dinamisasi Hukum Isfam.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adaldhnya posisi harta
bersama dalam undang-undang merupakan sebagal Saeagatuan yang
materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarak#fiagai suatu lembaga
hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuatukuimenegakkan
keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukuntardadukum Islam, posisi
harta bersama yang diatur dalam undang-undangtabuh 1974 merupakan
suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang taehgeta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuritiarta Bersama
Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam K¥ISkripsi tersebut
membahas tentang harta bersama dan nafkah dengaggumakan teori
holistik dan equal partner.Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan

menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

° Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harerdama dalam UU No. 1 Tahun
1974)" Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunanlifaga Yogyakarta (1997).

10 Alamsyah,* Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewaj®aami Memberi
Nafkah dalam Kompilasi Hukum IslamSkripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2005).



Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonataind keluarga
sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan Keamapersama antara
suami istri yang mana diantara keduanya harus gs&omunikasi tentang
harta bersama dan kewajiban seorang suami dalanbenigan nafkah. Oleh
karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna mmeuhi unsur
keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitggung jawab suami
dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suamidatam perkawinan, dan
kompromi antara harta bersama dengan kewajiban iso@mberi nafkah
berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai femta yang dapat
digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putug®ngadilan
Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembdmgieta bersama karena
perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang epropenyelesaian
pembagian harta bersama dan pertimbangan hukumnoégdlis hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimt@amglakim dalam
Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Btudsan Pengadilan
Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripmisebut menjelaskan
tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhgapmbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagitmbersama?

1 Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agaiogyakarta tahun 1998-1999
tentang Pembagian Harta Bersama karena Percer8immpsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)



Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan ®ajehkim
terhadap menyelesaikan pembagian harta bersaman datakara verstek
dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugandaioses persidangan
dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidaldratirsebut dipandang
telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat ddakiimempedulikan hak-
haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan pi&ae ini, penyusun
menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusudatam bukunya
yang berjuduHukum Perkawinan Adatang menjelaskan bahwa setiap harta
yang diperoleh oleh suami maupun istri selama daleatan perkawinan
kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, mueslsiang istri tidak
bekerja (ibu rumah tangg®.

M. Yahya Harahap yang berjudierlawanan Terhadap Eksekusi
Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan StandamuhiukEksekusibeliau
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta b&radalah harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu behap& bergerak maupun

tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis mleajadi hak suami isttf.

2 Barokah Indah Sari, “Perimbangan Hakim dalam Rartugerstek atas pembagian
Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama BBkas619/Pdt.G/2006/PA.Bks)Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kada Yogyakarta (2009).

13 Hilman Hadikusumatiukum Perkawinan AdafJakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

4 yahya HarahappPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusamaditan
Agama dan Standar Hukum Eksek(#akarta: Citra Aditya, 1999).
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E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-samangesal
perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa’ (4yaa 3 memberikan
kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikabihledari seorang,
manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalamleimentasinya, nabi
Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkavpokgami. Sudah
barang tentu, praktik poligami yang dilakukan ndéin para sahabat didasari
oleh i'tikad baik dan tujuan yang tull.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yaerdaku di
Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat sesealapaf beristri lebih dari
seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam gasght (1) dan pasal 4
ayat (2)*° Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukian kiz
pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan malssan yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. itassebut yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyaagabisteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yidag tapat disembuhkan.
3. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undangagnd

pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terkdiulu memeriksa

syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undgaidy :

!5 praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sah&anyak dimotivasi oleh rasa
sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabigavéni para istri-istrinya, kebanyakan
janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuarambela Islam.

'8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepeHaperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texpasteri-isteri dan
anak-anak merekd.

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2)ulliselngan syarat
alternatif, karena untuk mengajukan permohonan lemgadilan tidak
mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disabutkhdang-undang,
dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah bednhak kepada suami
untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedamngjla@at kedua yang
ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat &tiivkdrena untuk dapat
diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhayarat tersebut harus
terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligaran decara
normatif memungkinkan adanya harta bersama daldmwpean poligami?
akan tetapi dalam beberapa kitab figh klasik tidedapatkan pembahasan
harta bersama. Hal ini karena kuatnya strukturasosiasyarakat Timur
Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak bempeluang bagi
perempuarin casu istriuntuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang membagakuan

secara tegas bahwa suami-istri masing-masing prhakiiliki kecakapan

" Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

18 Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adadmma bersama baik dalam
perkawinan monogami maupun poligami, karena ayaebeit menjelaskan setiap laki-laki dan
perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yakeyjarakan (pertasi yang dilakukan).
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berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandaegagai subyek hukum yang
sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan tenkattia pada lembaga
perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang semapsuami maupun
istri dapat melakukan perbuatan hukum atas hamg yaenjadi kekuasaan
masing-masing, seperti harta yang diperoleh dasiakisan, hibah dan lain-
lain. Sedangkan terhadap harta bersama suamiistaglalam melakukan
perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (sataniistri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan didiagaeberikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidalkdiepemisahan
harta bersama, kecuali apabila ditentuan dalanamien perkawnan’

2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari ngagmnsing istri
berdiri secara terpisdfi.

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagatuim yang
tertulis dalam peraturan perundang-undandaw (in booB. Sebagiamana
yang menjadi pandangan mazhab sosiological yudsoce, positivasi
hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku kistinggalan zaman
sejak hukum tersebut dinyatakan berldktntuk itu, hukum membutuhkan
pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika b#apan dengan suatu kasus.
Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkanusant nilai agar

hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuals kase layy dalam

!9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29
2 Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

%! pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 20@firig kekuasaan kehakiman.
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bentuklaw in action Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hagkim
dalam putusan pengadilan (yurisprudeffsi).

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu lesadilan, asas
kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas terSsbwlis gunakan
sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pelagaddgama Malang
Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan tecselet karena teori
tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hulglam. Asas keadilan
dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dgaran hukum Islam adalah
keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastiakuhy juga menjadi asas

dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan ol€juakn.

23 s . .
bl agde okt Von) Ll 3 Gy 3> ) Ellge EL, O Ly

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkakuman pada suatu
bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum meR&sulNya. Untuk lebih
jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tufjugtum yang
paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanarradefisafat hukum. Asas
keadilan juga merupakan asas yang digunakan dald&mmnh Islam, seperti

dijelaskan dalam al-Qur’an:

22 Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, sepettide interpretasi dan
metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakulakum Universitas Padjajaran dalam
blogny http://regafelix.wordpress.com/2012/06/0&bode-penemuan-hukum/  diakses pada
tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

23 Al-Qasas : 59.
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Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga $tgra hukum dan
kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah rkbseigan antara yang
patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungaaupun berupa
kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapattikhn sebagai
memberikan hak yang setara dengan kapasitas segeata@u pemberlakuan
kepada tiap orang secara proporsional, tetapi lpgg berarti memberi sama
banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jedabegdasarkan prinsip
keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah adayarsama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum manpaarapan
bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenamgdwge dari aparat
penegak hukum yang terkadang arogansi dalam mekgladugasnya sebagai
penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukasgarakat akan
tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut huKiampa ada kepastian
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harusridipt, tidak
mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilar@mugtiaak dilarang oleh
hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melpkmoramaan yang baik
dan jelas dalam suatu undang-undang dan akarpelals penerapanya

Asas kemanfaatan : Kemamfaatan hukum perlu dipkdmatkarena

semua orang mengharapkan adanya manfaat dalansaedan penegakan

24 An-Nahl: 90.



15

hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melkarbikkeresahan
masyrakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bateadilan memang salah
satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang laim- seperti kemanfaatan
(utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalamemegakan hukum,
perbandingan antara manfaat dengan pengorbanars hmoporsionaf’®

Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukuiainseberazas
kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfahal ini disebutkan

dalam al-Qur’an:

26...‘*@5“ cddall wiy gy s & Js

F. Metode Penelitian
Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada dat&usder yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dataeprohari penelitian lapangan
yang mendukung data sekunder, sehingga permasatakak yang diteliti
dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapatralgie penyusun
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusupskni adalah
penelitian kepustakaatilrary research). Penelitian kepustakaahbgary
research vyaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkam

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catataapun laporan hasil

“http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubunganj@an-hukum-kepastian-
hukum.html diakses pada hari sabtu tanggal 28 desze2013

%6 Al-Maidah: 119.
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penelitian dari penelitian terdahuiliPenelitian ini dilaksanakan dengan
melakukan analisis terhadap produk badan Perafflatusan Pengadilan)
berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadigama Malang. Data
tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengara daing diperoleh
melalui penelitian lapanganfi€ld research berupa hasilinterview
Penelitian lapangarfi¢ld research digunakan untuk mengetahui sejauh
mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dignnpada kasus
penetapan harta bersama dalam perkara poligamemfjaeilan Agama
Malang.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunatpskini
adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengeara menetapkan
metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yaiggirdikan sebagai
dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan mabkalaéh bersama
dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitigiupayakan
memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagaddeneyang
berhubungan erat dengan harta bersama dalam pagligeemudian
dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaatunaeraperundang-
undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkéen atau
informasi mengenai penetapan harta bersama dalagampo serta akibat

hukum yang ditimbulkan.

2" M. Igbal HasanPokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Apfikeya (Jakarta::
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11.
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3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelakigan
menjadi dua, yaitu:
a. Data primer
Data primer berupa dokumen putusan dari Pengaditema
Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mig.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dasil ha
interview dengan hakim. Dilakukan dengan carderview bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan erbph
pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagaiompad, tetapi
dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yalgesuaikan
dengan situasi pada saaterviewdilakukan?®
Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui ldailm
tentang pokok permasalahan, yaitu tentang hart@aber dalam
poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama umteiara harta
bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
Selain dari wawancara, data sekunder juga dipeddehbuku-
buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahasatentharta

bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukudgngan

%8 Ronni Hanitijo SoemitroMetode Penyusunan Hukur@Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him. 73.
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peraturan perundang-undangan yang mengatur tehgmg bersama
dalam perkawinan poligami.
4. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdatetode
normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendakayang didasarkan
pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yufldgal analisig
yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukam peératuran
perundang-undangan yang berlaku.
5. Metode Analisis Data
Untuk menganalisa data dipergunakan metode deflaiplitis™
yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-datay ydiperoleh

sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat tér@gevegan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitiammetka dalam
penelitian ini akan disusun dalam lima bab yangnak@enjabarkan satu
persatu permasalahan secara mendalam dan sisteemting permasalahan
penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelini dapat disusun
sebagai berikut:

Bab pertamapendahuluan, bagian ini merupakan bagian yanggalin
umum pembahasannya karena hanya memuat dasartelatsarg penelitian.

Materi pada bagian ini meliputi latar belakang ntesgpokok masalah, tujuan

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukun@Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.223.
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dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkatikk, dan metode
penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan tdagetahui secara
global tentang penelitian ini, baik tentang masajah teori apa yang
digunakan maupun metode serta pendekatannya, gehiagph jalannya
penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua,Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta
bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal ustthhaersama, kedudukan
dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggwab harta
bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yantjpuatie pengertian
poligami, poligami dalam lintasan sejarah, sertaadehukum dan syarat-
syarat poligami.

Bab ketigaharta bersama dalam poligami, di dalam bab ini psay
akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agamand/dkxlebinh
dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kamgan Pengadilan
terhadap penetapan harta bersama dalam perkagamaliSelain itu di dalam
bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum mtimbangan hakim
terhadap penetapan harta bersama dalam poligangadeRerkara Nomor:
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empatAnalisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalakarf@er
Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang argalidasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan HartaaBarslalam Perkara

Poligami.



20

Bab kelima,penutupan merupakan bab terakhir, pada bab insiberi

tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saraarsa



BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Harta Bersama

Islam adalah agama yang mengandung aqgidah dan namga
peraturan atau undang-undang. Unsur dari padalagidalah meng-Esakan
Tuhan dan menyembah kepadanya. Sedangkan dasamatiai undang-
undang adalah untuk kebahagiaan dan menjamin seetgaga hak-hak
seseorang, dan menjaga agar tidak saling berteaniadglam kemaslahatan
umum?

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukueanta
merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokd&pén harta dalam
perkawinan mempunyai peran penting dan strategsenk dengan harta
tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhamuigs.

Banyak istilah untuk menyebut harta dalam perkamirgeperti harta
perkawinan, harta bersama maupun harta benda dadgkawinan. Harta
perkawinan merupakan sebutan yang berasal damntahjan huwelijks
vermogensHarta benda merupkan terjemahan tarvelijk goderedan harta
bersama diambil dari istilah hukum adat sepertirthdbawaan” (Lampung:

sesan,Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), “harta pencarian” (Minangkabau:

! Muhammad Mahmud BablyKedudukan Harta Menurut Pandangan Isl@mat-1
(Jakarta: Kalam Mulia),him. 5.

21
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harta suarang,Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesgkdan “harta
peninggalan” (hadiah,hibah,dan lain-1&in)

Jika dilihat dengan cara susunan kata, harta bersaemupakan kata
majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta densama. Dua kata ini
dalam tema yang dimaksud adalah merupakan sattukeskata yang tidak
dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelajadisatu katd.

Pengertian harta sendiri di dalam hukum perdatmistli istilahkan
denganmal, jamaknyaamwal Para fugaha’ menjelaskan pengertian harta

sebagai berikut:

4 iradn s o 4 p LY 4 lea (S US 1L

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dagiaebut harta kecuali
telah memenuhi dua hal, yaitu:
1. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
2. Kemudian dapat diambil manfaatnya menurut cara yarjasa

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai ganbdi manfaatnya
selama nyata dan positif dipandang sebagai hagperts benda-benda yang
kita miliki, baik berupa tanah perkarangan, sawaimah, uang, dan lain

sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikudsai belum dapat

Hilman adikususmaHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,uruladat
dan Hukum Agamd&et. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlr24

*Hasan ShadilyEnsiklopedi IndonesiéJakarta: Ichtiar Baru, 1982), him.1263.

4 Zahri HamidHarta dan Milik dalam Hukum IslarfYogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985),
him.1
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dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwuyjadpenguasaan dan
pemanfaatan benda-benda tersebut.

Menurut B. Tear Haar dalam arti umum harta bersadsdah barang-
barang yang diperoleh suami istri selama perkawirari beberapa definisi
dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah karng diperoleh suami
istri baik bersama-samamaupun pribadi selama dakatan perkawinan.
Kedudukan harta bersama masih tergantung padakbeetkawinan yang
terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyaadikd, apakah masih
kuat dalam mempertahankan garis keturunanpatrineetrilineal, atau
bilateral parental.

Konsep perkawinan dalam masyarakat patrilineal addallengan
mengambil calon istri dari luar clan itu sendiepsrti kawin jujur di daerah
gayo dan batak. Dalam perkawinan ini, pihak kelaaigiri menyerahkan
perempuan sebagaiagisrelegius sehingga istri terlepas dari pertalian darah
keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminyaasetan dan tidak ada
pemisahan harta. Harta yang diperoleh istri daangrtuanya menjadi hak
milik dan dikuasai oleh suaminya. Dalam masyarak@ng masih
mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanifgrkawinan yang
berlaku adalah perkawinan semeda (tanpa uang .j#pgbila sudah terjadi
perkawinan suami masuk dalan kekerabatan istri dtamduk dalam
penguasaan pihak istri (Minangkabau diseburang sumandp Pada

masyarakat matrilineal harta atau “pusakoh” adatdlk suatu keluarga, dan

°B. Tear HaarAsas-Asas dan Susunan Hukum Adlit, bahasa Soebekti Poesponoto
(Jakarta: Pradya Pramita, 1960), him.193.
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dalam penguasaan istri. Dalam masyarakat yang $emiden parental atau
“Keorangtuaan; maka perkawinan yang terjadi “Perkawinan
Bebas'atau'Perkawinan Mandiri” karena hanya terikat pada hubungan
keluarga serumah tangga dibawah pimpinan ayah ldandan tidak terikat
dengan hubungan kekerabatan yang luas. Seteladit@ggrkawinan maka
kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas modmen tempat
kediaman sendiri. Harta bersama dalam perkawinaengd di bawah
penguasaan suami dan istri.

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa hatésiaasuami
dan istri itu terpisah, jadi masing-masing mempuhgk untuk menggunakan
atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, deggnggu oleh pihak
lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya grasasing sebelum
terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperafetsing-masing pihak
dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usabkanie misalnya;
menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainy

Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalaank@winan itu
dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilja sebelum adanya
perkawinan, baik diperoleh karena mendapatkan amam@$au usaha-usaha
lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.

2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehrglarsa berada dalam

hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karaeaha mereka
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bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diglerolkarena
hibah,warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada daldoanigan perkawinan
atas usaha mereka berdua atau salah satu pihakeka, dalam hal ini
disebut dengan harta pencahafian.

Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tah@m4
diistilahkan dengan harta bersama. Kata harta idisgersangkakan adanya
hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukunra afiiakum
kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaanggehkeduanya dapat
dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Harta besmsagbagaimana dalam
undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 adalah kakayaan yang
diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari siapat ditarik kesimpulan
bahwa antara suami istri di dalam perkawinan teatgpersatuan harta
kekayaar(. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peraw maka
harta dilebur menjadi satu. Artinya, dengan adapgmkawinan, maka
terbentuk dengan sendirinya harta antara suamistiatryang berwujud harta
bersama. Dengan demikian harta besama antara staminipun tidak
mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa meoglkan atas nama

siapa yang terdaftdrJadi harta bersamanéde eigondojn menjadi harta

®Wasman dan Wardah Nuroniyatiukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Posistifyogyakarta:Teras, 2011), him.213-214

" Huzairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19Jdkarta: Tinta
Mas, 1976), him.23

8yahya HarahapHukum Perkawinan Nasionglyledan: Zahir, 1975), him. 116-117
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dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyantilk atas benda yang

sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama disini adafaisus, yaitu pemilikan

yang terkaif’

Jadi dalam undang-undang perkawinan berlaku suaberkamaan
yang tidak hanya berlandaskan lahir sajatetapi jogtn. Artinya dalam
perkawinan semuanya menjadi bersama, bersatu sdfk berupa harta
melainkan juga berupa keturunan, tanpa ada suatl sirkah lagt® Hal ini
berlandaskan pada pasal 35,36 dan 37 undang-upéakawinan.

Adapun landasan—landasan dan ruang lingkup hartg d#eroleh
selama perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan (YurisprodemdA Nomor
803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971)

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah percerageny yibiayai dari
harta bersama (Yurisprodensi MA Nomor 803/K/SIPL3&rtanggal 5
Agustus 1971)

3. Harta yang dapat dibuktikanyang diperoleh selankapgnan

4. Penghasilan harta bersama (Yurisprudensi MA Norb@r/K/SIP/1974)

5. Segala penghasilan pribadi suami-istri (YurisprademA Nomor

454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971).

*Ibid,him.118
1% sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidakarta: Ul pres, 1992), him. 41

! yahya HarahapKeduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Aga®et-1, (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1990), him.249.
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Sedangkan dalam Islam secara eksplisit al-Qur’daktimengatur
masalah harta bersama dalam perkawinan, yang aga hak milik pribadi
wanita dan mahar. Berarti dalam hukum Islam tidanemtukan atau tidak
pula melarang harta dalam perkawinan itu terpisah disatukar?

Ketentuan mengenai harta bersama dalam Islam semabih simpang
siur. Ada yang berpendapat bahwa harta bersamia sida kecuali melalui
syirkah. Syirkah ini mencerminkan bahwa suami-istenguasai dan berkuasa
penuh terhadap harta bersama, konsep ini melahdas bersama dalam
aturan Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan 87.

Pendapat ini melandaskan bahwa tidak ada hartaarbarsSelain
pembiayaan rumah tangga dan biaya pendidikan amealk-aeperti cincin,
giwang, mobil dan lain-lainnya yang diberikan sugmaida istrinya, maka
harta itu milik istri. Harta itu tidak boleh digamg gugat. Kekuasaan istri
terhadap harta tersebut adalah kokoh dan tetapmiSumlak boleh
mempergunakan harta tersebut dan bila suami mennpatgn harta tersebut
maka hal itu termasuka dalam perhitungan hutangrispada istrinya.

Dalam arti yang umum, harta bersama merupakan ¢pdrarang atau
kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan di maaaisstri itu hidup
berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hideparga. Dari
sinidapat disimpulkan bahwa harta bersama itu talsan baik oleh suami
dan ataupun istri selama perkawinan. Jadi hartengtupakan milik bersama

suami istri demi kesejahteraan perkawinan (kelyaygag mereka bangun.

113

Y2Abdurrauf, Al-Quran dan llmu Hukumget-l, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), him.
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Harta bersama selain yang berasal dari harta ygegoleh semasa
perkawinan, juga tidak menutup kemungkinan berakal harta pribadi
masing-masing suami istri. Harta pribadi suamii isit dapat berupa harta
bawaan, hibahan, warisan, sodagoh, dan lain‘feiarta bawaan masing-
masing suami istri merupakan harta yang dibawa oiaking-masing suami
istri pada permulaan perkawindhHarta yang dibawa oleh masing-masing
suami istri tersebut dengan kehendak masing-masiai istri diikutsertakan
dalam harta bersama. Jadi status harta yang semilika masing-masing
sauami istri berubah menjadi harta bersdma.

Demikian pula dengan harta hibah atau warisan.aHadrisan suami
atau istri dapat dijadikan harta bersama dalam gwérlan atas kehendak
masing-masing. Harta bersama jugadapat bersahdda pribadi yang berupa

hadiah, maupun shadaqah yang diberikan kepada sstami

B. Jenis-JenisHarta Bersama
Seperti dalam penjelasan sebelumnya, jika meletwesul harta yang
didapat dari suami istri maka sangat mungkin ad#etyia dari satu kelompok
harta. Dapat disimpulkan bahwa harta tersebut ddipatiakan dalam empat

sumber, yaitu:

13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kosigilakum Islam pasal 87.
4 yahya HarahapHukum Perkawinan NasionglMedan: Zahir, 1975), him.117

*Teer Haakzas-azas dan Susunan Hukum Adalh bahasa: soebekti Poesponoto),
(Jakarta: Pradnya Pramita, 1980), him.220.
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1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh ddehsseorang suami
atau istri

2. harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah

3. harta yang diperoleh pada saat perkawinan atam&grerkawinan

4. harta yang diperoleh selama perkawinan selain ldbah, khusus untuk
salah seorang dari suami istri dan selain darahasrisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam surnaea ini
dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu hataama yang dimiliki dan
dikuasai bersama dan harta masing-masing yangikiirddn dikuasai oleh
masing-masing suami istf.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dakataélan sebagai
harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagai dikamukakan pada
uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekordanidari segi hukum, yang
keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauaroekomenitik beratkan
pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukumtinéeratkan pada aturan
hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segkiim diatur dalm
undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan pasabagai berikut:
Pasal 35:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan miehgth benda
bersama

2) harat bawaan dari masing-masing suamidan istrhdaia benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waaidalah dibawah

¥|sma’il Muhammad SyahPencaharian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Suid
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hulglam, Disertasi dalam lImu Hukum
(Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984), him.148
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penguasaan masing-masing penerima para pihak titakentukan
lain
Pasal 36:
1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertirdak persetujuan
kedua belah pihak.
2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami danmstnpunyai

hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengeaga h
bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersdratur dalam
bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinaandglasal 85 s/d pasal
97.

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa “ adanya harta bersdatam
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanyaahanilik masing-
masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal @bpflasi Hukum
Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagai mana tersebut dalam paskht8S dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bendaktibergerak,

bergerak, dan surat-surat berharga.

Harta bersama yang tidak berwujud dapat beruparzakpun kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang janmoleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lain.

W

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, bahwey yhanggap
sebagai harta bersama adalah berupa benda mihk ssta yang mempunyai
nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu, mempunyaianikegunaan dan ada
aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupdableerwujud yang

meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, seddahbersama dapat
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berbentuk surat-surat berharga dan harta bersapeat tarupa benda tidak
berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan iddlah bahasa
belandaZzaak,barang adalah terjemahan dgmogdan hak adalah teriemahan
dari recht. Menurut pasal 499 KUHPerdata, pengertian bendgpuotebarang
dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkartaktdrwujud, pada
benda lekat suatu hak, setiap pemilik benda jugniligehak atas bendanya
itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yangirgkat dengan milik
sajal’

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-dépat berupa hak

dan kewajiban yang harus ditanggung suami istri.

C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama

Peraturan peraturan tentang harta bersama sepédaigasal 35 sampai
dengan pasal 37 undang-undang no 1 tahun 1974mnd&enpilasi Hukum
Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada gi&hiranyangkut mengenai
tanggung jawab masing-masing suami istri baik amaereka sendiri ataupun
pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperaédmsa perkawinan
dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian &eunya. Dengan adanya

lebih dari satu kelompok harta dalam satu kelutetzdn mengantarkan perihal

YAbd.Kadir Muhammadjukum Harta Kekayaar{Bandung: PT.Citra Aditya, 1994),
him.10
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tanggung jawab harta bersama dan harta pribaditerserhadap tagihan atau
tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, probelmatika tanggung jawab mbjika terdapat
lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluargltuk lebih
mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tunpiteak ketiga
terhadapa harta bersama atau yang biasa disebgardemutang dalam
perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahmlakna hutang dalam
kapasitas pribadi masing-masing suami istri atauputang selama dalam
perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang aetegelparan
yang dilakukan masing-masing suami atau istri atacara bersama-sama
untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama tettmasuk atas
pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikak dan lain-lairt®

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuaansuatau istri
semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribbading-masing suami
istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengelunarsehari-hari untuk
kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebundadmtuk hutang untuk
kepentinga keluarga maka beban hutang tersebut adiemjeban harta
bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini beaka dengan hutang-

hutang yang melekat pada milik pribadii.

¥wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di IndonesigBandung: Sumur, 1981),
him.121.

°Ali Afandi, Hukum Perkawinan Indonesiélakarta: Bina Askar, 1986), him 172.
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Dengan demikian prihal tanggung jawab hutang pgitamasing-
masing suami istri dapat timbul antara lain bahwadaihg-hutang yang
membebani diri masing-masing sebelum perkawinatanguhutang untuk
keperluam atau kebutuhan rumah tangga yang dibeat masing-masing
suami istri.

Ditribusi tanggung jawab prihal beban dalam hubungatara suami
istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi bettas harta bersama. Hal
ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat 2 Kompilagkitn Islam:

“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukamtuk
kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bea8am

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalamvpieda dan harta
pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguagagrenuh ditangan istri.
Demikian pula dalam prihal hutang istri tidak bethgauh dengan beban
pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan baik sebelum atau
semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentikgararga, juga
menjadi beban pribadi istri. Artinya bahwa hutasiyi iterhadap pihak ketiga,
ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sangdstrana hal itu terlepas dari
harta pribadi suami atau harta bersama.

Berpijak pada 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahgegala
pertanggungjawaban tentang istri dapat berupa hpetacaharian yang
diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya.

Disamping digunakan untuk kepentingan pribadi i, ikarta pribadi

istri dapat pula dipergunakan untuk menutup belsbab hutang yang
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ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi al#frselain harta bersama,
dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilwesgan harta pribadi istri.

Penggunaan harta istri dalam “turut” menutup kekgam atas beban
hutang bersama bersifat komplemen. Artinya bahveditg tanggungan atas
beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dara temtsama sendiri bahakan
oleh harta suami maka baru harta pribadi istri fbiné untuk menutup
tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang terselambil
mengingat kedudukan suami sebagai kepala keld@r@ebagai kepala
keluarga maka suami wajib melindungi istri dan menian segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga suami dengan kenmampa’" Artinya
bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nalkaya rumah
tangga dan lain-lainny3.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabilanashn beban
hutang bersama yang ditutup dengan harta bersaoma lbakup, diambil dari
harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata [aioritas utama untuk
menutup kekurangan hutang bersama diambil dar paitvadi suamf®

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasareggpakan

semua harta yang diperoleh selama perkawinan sdaahglukan suami istri

2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasayatl3
“bid, Pasal 34 ayatl
“bid, Pasal 80 ayat 4 (a dan b)

% Katentuan ini tidak bertentangan dengan pasayatlaUndang-Undang Perkawinan.



35

berimbang dalam suatu harta bersama suami istripueyai andil yang
sama”* Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditangaiadgersama
dan kalau tidak memadai dapat diambil dari haritaagi , berarti pihak ketiga
ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih bailkhkBa pasal 29 sub 4
undang-undang perkawinan menetapkan adanya perfjaduterhadap pihak

ketiga.

. Tinjauan Umum tentang Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengaruaiuj agar
terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-da wanita dibawah
naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubwamgdara mereka. Tidak
mungkin bagi seorang wanita untuk merasakan tidakhbkepada seorang
suami yang mendampinginya secara sah meskipun emiliki kedudukan
yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidakumgkin merasa tidak
membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggumentuknya
keluarga dan keluarga merupakan kompenen pertamaan d@embangunan
masyarakat dengan demikian, tujuan perkawinan bukebagai sarana
pelampiasan nafsu syahwat belaka, melainkan mentiljkan yang mulia.
Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayangesenangan, sarana

bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagasgebagi suami istri dari

K eputusan MA Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggald¥&mber 1974
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bahaya kekejia®> Dengan perkawinan itu lahirlah generasi yang akan
memperbanyak umat, memperkokoh kekuatan, serta ngieatkan
perekonomiannya. Dengan demikian, akan terjadipsikaling menolong
antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan depektingan hidup, suami
bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhdoatga dan istri
bertugas mengurusi rumah taangga serta mendidiaamek.

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejalaiadd yang lalu
sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam pargjuan untuk
dijadikan landasan dan modal utama guna membinailedn rumah tangga
yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Idealnyaarsgdaki-laki memang
hanya memiliki satu orang isfi. Namun selain asas monogami, dalam
perkawinan juga dikenal dengan apa yang dinamadgkgemi.

1. Pengertian Poligami

Kata poligami bersal dari bahasa Yunani, yaitu &atapoli yang
berarti banyak, dan katgamein yang berarti kawin. Secara bahasa
poligami berarti banyak kawin, yakni seorang laktlyang kawin dengan
beberapa orang wanita. Kata poligami digunakangssbdawan kata dari
poliandri, yang mempunyai arti seorang wanita yang kawingden
beberapa orang laki-laki.

Istilah lain di Indonesia untuk kata poligami adalpermaduan

atau madu, di Jawa dikenal dengan katdnyu,suami yang berpoligami

5 Rahmat HakimHukum Perkawinan IslanfBandung: Pustaka Setia,2000), him.15
*4bid, him.121
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disebut bermadu dan istri yang dipoligami disebatimataumaru dalam
bahasa jawa.

Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seornang kawin
dengan seorang wanita selayaknya monogami, kemudietelah
berkeluarga beberapa waktu , suami tersebut kaagndengan wanita
lain tanpa menceraikan istrinya, begitu seterusAyalai suami tersebut
kawin lagi, ia tidak menceraikan istri yang dimifiga. Seandainya salah
satu istri tersebut diceraikan, dan jumlah istmgadain masih lebih dari
satu, maka suami tersebut masih berpoligami, segitagdiceraikan
beberapa dan tinggal memiliki satu istri saja, makemi tersebut
dikatakan kembali monogami.

2. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan bedekalum
Islam datang. Dalam hal ini, seorang laki-laki dipgehkan menikah
dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti stdah berlaku sejak
dahulu pada masyarakat cina, india, mesir, arabigyeyahudi, sisilia,
rusia, jerman, dan lain-lainnya.

Dalam agama kristen tidak ada keterangan yang jeklarang
melakukan poligami dengan dua wanita atau lebihskipein merek
(orang-orang kristen) ingin agar poligami dibolemkeetapi para pemuka
agama kristen terdahulu memandang cukup dengan is@tudengan

alasan hal ini lebih dekat untuk menjaga aturanudgla dan

2" Musafir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi(Jakarta: Gema Insani
Press,1997), him.34.
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mempersatukannya, keaadan ini berkembang di kerajemnawi.

Penafsiran perkawinan tersebut diatas tidak meagbalmereka untuk
melakukan poligami sampai akhirnya perkawinan y&eigh dari satu
wanita menjadi terlarang seperti yang kita ketaetiarang®

Dikalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-lakhbk menikahi
sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maugyarat. Di dalam
Sunan Turmudzi disebutkan bahwa Ghailan bin SalaeshTsagafi
ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh istrigufal bin Mu’awiyah
memiliki lima orang istri , dan Tsabit bin Qais miékn delapan orang
istri sebelum masuk Islam.

Dari uraian tentang sejarah diatas, dapat ditagirkpulan, bahwa
ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa dijmia sebelum agama
Islam lahir, karena sejarah poligami sama tuanymale sejarah manusia.
Sejak zaman dahulu kala sampai diutusnya Nabi Muofean SAW,
hampir seluruh bangsa di duniamelakukanpoligamhingga dapat
dikatakan bahwa poligami adalah hal yang biasaaderjserta telah
menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik poligaamydk
terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dapelsdaban tinggi.
Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakatg/éerbelakang karena

mereka telah terbiasa memiliki seorang istrofiogam)i.*

% Ali Hasan,Masail Fighiyah Al-Hadisah(Jakarta: Rajawali Press,1996), him.20.

“Musafir Aj-Jahrani, Poligami dari berbagai persepsi(Jakarta: Gema Insani
Press,1997), him.37.
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Poligami adalah satu diantara sejumlah tradisi lighi yang
pertama diperangi oleh Islam secara berangsur-andgsahulu, pada
umumnya orang-orang arab suka sekali melakukamaouli tanpa batas
hal itu merupakan satuhal yang lumrah. Setelahmistiatang, maka
keadaan tersebut dihadapin dengan sebagai sudtasgang telah ada
dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang $ielstkai dengan rasa
keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketenketentuan yang
menghilangkan akibat buruk poligami.

Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemsaan.
Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh bérdmgan dengan wanita
lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih @anipat orang. Sedangkan
poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalahalsosielindungi
wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantaskarke posisi

seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormayan

E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama
Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligkam menjadi
persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapatkieatkan pada
kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilkko pembukuan yang rapi
dan akuntabel’ Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepaimminya

untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulerireg tidak

%0 Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Kalscet ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).him.149.
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diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersamadigsi oleh
kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah didaam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2)labaPasal tersebut
telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawpoligami harus
terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhmoydauk menghindari
terjadinya percampuran harta bersama yang dapakibat sengketa jika

terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan §tesia perceraian.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Pertimbangan atagonsideranssuatu putusan hakim adalah bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakinengambil suatu
keputusan tertentU’ln order that a trial should be fair, if it is ecessary,
notonly correct decision sholud be reached, bub @&t it should be seen to
be based on reason; and that only can be seereijutige himself states his
reasons” kata Sir Alfred Denning* Pasal-Pasal baik dari sumber hukum
tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkamlabn menghadapi suatu
perkara, hakim dianggap tahu akan semua hufusncuria novit).Jadi soal
menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukaradignhak para pihak

berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukurh Hzdgm ialah®?

%1 Sudikno Mertokusumo,Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak
1942 (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973), him.29

%2 Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata IndonesiéYogyakarta: Liberty,1982),
him.161.



41

perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, gautwdesa, yurisprudensi,
dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan meruppkaduk hukum
utamadalam sistem huku@ivil Law yang dikeluarkan oleh badan berwenang
di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesoeanat Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimaal Pds/at (1) “Hakim
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, daemahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyatakdenurut
Prof.DR.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Huth.

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandumgureunsur
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secapogional (radbruch,
1946:30). Suatu putusan hakim harus adil, tetapishpula bermanfaat bagi
yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, danmiarjekepastian
hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakarciptanya
keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Untukgusahakan adanya
keseimbangan antara tiga unsur secara proposiaiamdsuatu putusan

tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni attskendir®*

#3Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam RiakHukum Acara
diPeradilan Agama”,Makalah , (disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Aguhg R
tanggall0 s/d 14 oktober 2010, di Balikpapan, Kafitan Timur), him.4.

*sudikno MertokususmoTeori Hukum,(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011),
him.23.



BAB I11
DATA PERKARA POLIGAM| DAN HARTA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan leanbag
peradilan terdiri dari:
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Semula ada tiga macam nama untuk badan-badan RBaeradi
Agama, yaitu:
a. Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura
b. Kerapatan Qadhi untuk kalimantan Selatan
c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah untuk daetenr Dawa
Madura
Sedang tingkat banding ada Mahkamah Islam Ting§ulakarta.
Kemudian dengan keputusan Mentri Agama Nomor 6 ndf80 nama-

nama tersebut diseragamkan yaitu Pengadilan Agrbagae peradilan

! pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970.

42
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tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebbgdan peradilan
tingkat bandind.

Pada saat dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor hdnra970,
Pengadilan Agama belum dapat disejajarkan dengagapdan lainnya,
karena pelaksanaan putusan Pengadilan Agama masiheniakan
pengakuan dari Pengadilan Negeri. Baru setelah meyap Undang-
Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahu891%engadilan
Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain, yaiaktlagi memerlukan
pengakuan dari Pengadilan Negeri dan untuk melaksanputusan telah
tersedia juru sita.

Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama kota malang terletak di Jalan iRdeanji
Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecmatan BlinghiKota Malang,
dengan kedudukan antara 705’-802’ LS dan 126’-B7’ Batas wilayah
kota malang, adalah sebelah utara Kecamatan Smgima Kecamatan
Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan KecanTatapang, sebelah
selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatasdfiakban sebelah
barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama kota malang terletak ketinggiahsénpai 667
meter diatas permukaan laut, sehingga berhawarddag sejuk. Sebagai

aset negara Pengadilan Agama kota malang menergbatn seluas

him.124

2 Sudikno MertokusumoMengenal Hukum, cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991),

% |bid, him.128
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1.448m dengan luas bangunan 844m yang terbagi dakamgunan-
bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tymggag pendaftaran
perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama kota Malangilaim
pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pauoggal 25
September 1985 berteptan dengan tanggal 10 MuhatdG6 H, dan
selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan.bdian terkahir
dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamghng RI
Nomor: 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desenddaurt 2004 revisi |
Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. PengadiAgama kota
malang mendapatkan damahabilitasi gedung yang digunakan untuk
merehabilitas bangunan induk menjadi menjadi dua lantai yang
dipergunakan untuk ruang ketua, ruang hakim, rupagitera, ruang
panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraaniudangy keseketariatan.
. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Mentri Agama Nomor 73 Tah8@31
tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetdgava Pengadilan
Agama kota malang termasuk Pengadilan Agama kelasyditu kelas
dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilaggi Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas Baggadilan
Agama adalah:
a. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama

b. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditanganig@dag Agama



45

c. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilam&g

a. Kewenangan Absolut

Wewnang absolut atau dalam bahasa belanda diagtbttie
van rechtsmacht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian
kekuasaan anatar badan-badan Peradlilabengan kata lain,
kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyapgkubagian
kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini batsif
mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadkuasaan
yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kearggan mutlak
baginya untuk memeriksa dan memutus perkafBanpa bisa
diintervensi oleh lingkungan Pengadilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkagkatirpertama
anatara orang-oraag yang beragama Islam dibidangawiman,
kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, aball, dan ekonomi

syari'ah’

4 Retno wulan sutantio dan Iskandar oerip kartawsindiukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Cet.VIIl, (Bandung: Mandar Maju, 1997), him.11

> Mahkamah Agung RIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
buku ke-2, (edisi 2009), him, 81

® M.Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7
Tahun 1989, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him.102

" Mahkamah Agung RIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
buku ke-2, (edisi 2009), him.68.
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Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganupasasalitas
kelslamarf seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelakuudsaian
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragasiam
mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimakkaldm
Undang-Undang ini®. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara
harus sama-sama beragama Islam atau pada sadli tasfaungan
hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dakdnmi
Pengadilan Agama kota Malang mempunyai kewenanigsolt yang
sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, ystkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, aball, dan ekonomi
syari’‘ah. Dalam hal ini termasuk juga tentang péunem kewajiban
memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekiais atau
penentuan suatu kewajiban bagi bekas i8tg§ang mana masalah

tersebut juga masih dalam lingkup perkawinan.

8 Mahfud MD, Kompetensi dan Sruktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan
Agama Kompilas Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (yogyakarta:Ull Press, 1993),
him.40

° Lihat pasal 3 undang-undang No. 3 Tahun 2006 ngrp@rubahan undang-undang No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

19| jhat pasal 41 sub ¢ undang-undang No 1 Tahun 1974
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b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama kota malang membawahi 5 kecamatan,
yaitu:
1) Kecamatan Kedungkandang
2) Kecamatan Klojen
3) Kecamatan Blimbing
4) Kecamatan Lowokmaru
5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadigama
kota malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesti@angan keputusan
Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahdiakdn
Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) meggiun
wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kotatlB Sehingga,

Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kdtang.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.
1) Visi
Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan
bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum ungeramin
keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hufamg mampu

memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.
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2) Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala
hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayseraerminan
perkara secara cepat dan tepat sebagai bentulapalaprima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya
sehingga tercapai persidangan yang sederhana, dapabiaya
ringan.

Memutuskan perkara denga tepat dan benar sehingga
tercapai putusan/menetapan yang memenuhi rasaldwad@an
dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

. m SESUAI SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996
Bt oo sk 1T D M ASMS UL ‘, e L MRTAOLDSHL M
B 20w B s wsmorn s | :
3, H. SYAMSUL ARIFIN, SH. 5 brassssnnsnisssnnnnnnensn .:
4. Drs MUNASIG, WA, . |
= PAIIITEM/SEKRETARIS
0 SR R £ E HMRLHOASH
B 6.0 i RUSMULYAN [
HIANIDON i H MALAMA HSH SIS
(o] e oo ]
DATILATUR RACHMACH, SH. Ore. i, UMROH FATHAWATI WASDULLA SHMH. i fcg  ANDIRISANURAGUSTINLSH.
' T —T—
[T & LIRS Sk [0 L | L & L SIRIVNASE
2 2 2 2 ‘ 2 2
i i i 3 3 3
4 4 4 4 ‘ & 4
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
PANITERA PENGGANTI | JURUSITA PENGGANTI KETERANGAN :
&1 Dra SUADYA £ BYNTABAWDWSWLSK £ L ESYIODROMTLSH —— Garis Komando
£ 2MKHORIDI S 1 I . m
& LNRCUIGSHSH . Garis Koordinasi
[ & MUSTIVAH, S 8
£ SERHuONSH [}

M http://www.pa-malangkota.go.id diakses tangga03/2014
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B. Data Perkaraizin Poligami
Menurut dan hasil penelitian, perkara poligami yalifgutuskan pada
tahun 2011-2012 sejumlah 19 perkara. Tahun 20118gu#usan sedangkan
pada Tahun 2012 ada 11 putusan. Dalam penelitigpanyusun mengambil
10 sampel, 7 perkara tahun 2011 dan 3 perkaradntda012. Adapun sampel

perkara poligami pada tahun 2011 dan 2012 adalah:

Perkara Tahun 2011 Keterangan
0034/Pdt.G/2011 Dikabulkan
0407/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1636/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1729/Pdt.G/2011 Dicoret
1757/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1894/Pdt.G/2011 Dikabulkan
2012/Pdt.G/2011 Dikabulkan
Perkara Tahun 2012 Keterangan
0715/Pdt.G/2012 Dikabulkan
1048/Pdt.G/2012 Dicabut
2198/Pdt.G/2012 Dikabulkan

Dari sepuluh sampel perkara poligami, hanya adangmerkara yang
mencantumkan harta bersama, yaitu perkara Nomor:
1. 1636/Pdt.G/2011

2. 1757/Pdt.G/2011
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3. 1894/Pdt.G/2011
4. 2012/Pdt.G/2011
5. 0715/Pdt.G/2012
6. 2198/Pdt.G/2012

Sedangkan perkara poligami yang tidak mencanturhkata bersama

ada 2, yaitu perkara nomor:

1. 0034/Pdt.G/2011

2. 0407/Pdt.G/2011

. Deskripsi Kasus dalam Perkara Poligami No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yanggbeditangani oleh
Pengadilan Agama kota malang, yang terdaftar dengamor registrasi
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranyagabberikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadiblah
sebagai berikut yaitu: Dra.Hj. SRIYANI, MH sebagaakim ketua, dan
Drs.MUNASIK,M.H. sebagai hakim anggota I, serta BijdRUSMULYANI
sebagai hakim anggota Il.

1. Identitas
Perkara izin poligami ini terjadi antara sang sudan istri dengan
identitas sebagai berikut:
a. H. LASIMO bin ASWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan,
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. MadyopiNo.26 RT.02
RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandeota

Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BARLIBANESI,
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SH., SUPRAPTO, SH. Advokad & Konsultan Hukum yamrgatamat
di JI. Ikan Paus Ill Nomor 2 Kota Malang, berdasariSurat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selagjuitigebut
Pemohon
b. Hj. SIAMI binti TASELIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JI. Madyopiio.26 RT.02
RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandota
Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada H, NMR, SH.
MH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kanya pada
Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jlyjéma
Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasaiséh
tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya uliepmohon

2. Posita (Fakta Hukum)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padgakl7
September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Penciialh Mantor Urusan
Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengandapat
Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 3§ptember 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termo
bertempat tinggal di rumah bersama di JI. MadyofNoaor 26. RT.02 /
RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandakkgta

Malang;
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Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohoifietamohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istarmun sampai
dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011o0Remtelah
berkenalan dengan seorang perempuan dan perketnalemakin akrab
dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasangp dan saling
mengasihi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan
Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukaia seidah
bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganyailak jpermohon
maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saatalon isteri kedua
Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon jukaga
permohonan izin poligami atau menikah lagi dengeremppuan yaitu
DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madydpgre/ Nomor : 16,
RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kgitandang, Kota
Malang, selanjutnya sebag@elon Isteri pemohon, dimana pernikahan
tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di lead®ggawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedunglkenry Kota
Malang;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutudham

isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak seharinya, karena
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Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memppeyghasilan
rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.080& puluh lima juta
rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteris
Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), klaik Termohon
maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersddiadu oleh
Pemohon (surat pernyataan terlampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikapasa
saat ini memperoleh harta sebagai berikut :

a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkezamatan
Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg texletak di
kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, kaiang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradendhrPemohon
dan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemoldek fda
halangan untuk melakukan perkawinan baik menurudriay Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berl&ku ya
a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukadasa dan

bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon deatgamisteri kedua

Pemohon;
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b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus jantemdasia 38
tahun dan tidak terikat pertunangan dengan lakikk;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Pamelon isteri
kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur &b takgama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dinJdMadyopuro
RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungaagdKota
Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan caten isedua
Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon istemghon
menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemotemikah dengan
calon isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar laiagatiynbul

dalam perkara ini;

. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atashBa mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malanilaglis Hakim
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara erkéman member
putusan sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon uelutubnya;
b. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam podgiliaagas adalah

harta bersama Pemohon dan Termohon;
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c. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk nadnilagi
(poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bean@&EWI
YULIANI binti ABD. SOMAD,;

d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;

4. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Ramoh
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangggdlilan
Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengamtkete peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka secara fdapdlt diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mmiadean
Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melaluiiasiedengan
mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. maun usaha
itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 18R telah
dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MABMdF 1 Tahun

2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk
perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mangEror
Inpersona Subyect (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon)
dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah klkarena identitas

Termohon yang benar adaladtj. SIAMI Tempat/Tanggal lahir/lumur :
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Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenidaken Wanita,
Pendidikan SD klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal. dRal)a Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan ugggkandang,
Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemopada
Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah sgonramita yang ber-
insial atau bernama HJ.SIAMI Binti TASELIM, umur 52 tahun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralanmbeidempat tinggal
di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dyiapuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in personaTaamohon
tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahiak fPemohon
sama sekali tidak salah dalam menentukan subyekndaérmohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulsma
Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkanenban T.1
berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis naff@rmohon SIYAMI
binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj.A8MI), T.2 (tertulis
nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakara akentik
yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangehingga

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 16%), Hlan
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terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohtdak
membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersemaielis
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseoraggogenamaHj.
SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2) adalah alias HJ.
SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA) alias SIYAMI, oleh
karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut hatokki

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termtdrttang
Eror In Obyek dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka
obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligagai salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini kpiha
Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohaahsughta dan
jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebuata, maka oleh
karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Er@biyek juga harus di
tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan P&moh
Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena ssilddyek, karena
berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohlah tikaruniai
seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah téwoarseorang
anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari IMA&S dan

SIAMI;
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Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohoselat
(halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dih@amgdengan
jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkagkall (halaman
9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohomdsge pada satu point
(dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatéiedowa
berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohlah tikaruniai
seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetagindabkok perkara
angka 11 Termohon menyatakadama pernikahan sampai saat ini
belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat
seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan aktémtik
yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165, Hhamun
terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukadengan membuat
2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangeh, karenanya
eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Peoman Pemohon

Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan aktamikomor :
54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikedumaoleh KUA
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan EBrbukti bahwa

antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawiaag sah;



59

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk
perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepadalisvibfakim
agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengarrasep perempuan
bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar haryang
diperoleh selama perkawinan dengan Termohon dketegebagai harta
bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebhagaterurai
dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon vyang
pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hak
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utantaoRen
mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemalan Termohon
belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alap@mmohonan
Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya paiteélah mengakui
kebenarannya bahwa sampai saat ini antara PemoaionTdrmohon
belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengang&orang anak laki-
laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyann
Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di pegadasedangkan
Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan sakskipun Majelis

telah memberikan kesempatan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan
keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahtesa Pemohon dan
Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 @éjathuruf a
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan bégpoli adalah isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai jstegndapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan tatak dapat
melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohonktidapat
melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut ligaitakim dapat
dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Perat8smerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 57 huruf ¢ dan 58 ayat (1) fraukiompilasi Hukum
Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturun@leh karena itu
permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasgrolgami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukthwia
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pdsahuduf ¢
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasalya8 @) huruf b
Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan bégpaii harus
berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan-isteri dan anak-anak
mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, tErnyBemohon
berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam fuba ratus lima

puluh ribu rupiah) per bulannya;



61

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbulkihwa
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pdsahuduf d
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasaly8b (2) Kompilasi
Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adilatiap isteri-
isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon mniakga
keberatannya karena tidak merasa menandatangatipgrnyataan tidak
keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menkemubukti P.15
berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas namadrlesn, selanjutnya
Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Tieomgang tertera
di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata taadgah Termohon
berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tekagdma Termohon telah
mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang bebeeda
sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanj@rhadap
keberatannya itu, maka berdasarkan pengakuan tersedjelis hakim
menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalakti Bul adalah benar
tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telamimarikan
persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukanapaligan untuk itu
maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permamdtemohon telah
memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturanepetah Nomor 9
tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukurantslyaitu adanya
persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupecara lisan didepan

persidangan ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para sedksikti
bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasukitavayang
memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasakita yang
dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai i&tedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavardi
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohoRamohon telah
memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan ¢ RaraRemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58pgdast Hukum Islam,
dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruidakg-Undang No.1
tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara duangoryang
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaitbibkemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih siewrang. Oleh karena itu
permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yeshgak
yaitu agar harta yang diperoleh selama menikahrafamohon dengan
Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yangder
a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkezamatan
Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg texletak di
kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, kalang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradiendhrPemohon

dan Termohon;
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Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersamabtdrdéajelis
Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat targ)ddeéi 2013 yang
hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan BemdbBngan hasil
pemeriksaan setempat, dimana dalam permohonannyah®a hanya
menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpangkrdhéi)
sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkam &wdet P.11
berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 052& (Merk Daihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ndaror rangka
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan haeiheriksaan
setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalarasgaumah Pemohon
dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon memizensektang
mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikogupgn
rumah vyang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamat
Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabwhrdangga yang
berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pesaank setempat,
Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebutrthessinya
merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termatemgakuinya,
maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebughrudan seluruh
perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohohetarohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.phesertifikat
N0.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksetempat terdapat 3

bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, baag rumah dan
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bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan @phieetiga bangunan
tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersamartarhadap status
Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyathkhwa hanya

selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sghirfgemohon hanya
mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan haenguKoperasi

tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asseasiopdak termasuk
dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon pedrda
harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000(e@tpat puluh juta )
atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemanksetempat,
Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan terseioiana
menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawanjajamun bukti
tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siarhingga pemohon
tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, aledapt pada sidang
tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Depositeelbeit telah
Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di ataskipun
Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupaaxabdabungan
Deposito di Bank BTN Sawojajar sebesar Rp.40.0@)-0@mpat puluh
juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemdadmatirisbaik dalam
persidangan maupun saat pemeriksaan setempatsaewa pasal 174
HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Depositeetaut merupakan

harta bersama Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavardi

atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersanmaolf@n dan

Termohon adalah sebagai berikut :

a.

Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 4650101511163, mamor
rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangaastnama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4636111967,
dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J65838Gf, nomor

rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama

Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arorangka
MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nonamgka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mdbkihatsu atas
nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307, dan noarmka
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” besedinya yang

terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Maglro
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Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan saitifilo. 2932

dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang Vv

h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 180kddngunan
rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utaergad

sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BEJdwojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengguga
Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya
mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri bBerapnanggung
rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.00Q-0@0juh ratus lima
puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakisikp yang

membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dtwes lima puluh
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juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Huk®pm150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalgmn yang diderita oleh
Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000tu (salyard seratus
lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-UnNang
Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agamadutdnn yang
diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukamrmasuk
kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu lotalak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlakukumal-
hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Peagigiagn sama sekali
tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permahoijia
poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat seraykebendaan, adapun
mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dgngb¢mRekonpensi
merupakan harta / benda milik kedua belah piteak lsbkan harta salah
satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom RegajgRekonpensi
tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat
Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tggah4 April 2013
telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karenaidak perlu

dipertimbangkan lagi;
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Dalam Konpens dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngndadang
No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengdarlg Undang No.
3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepadanmoRon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan  ketentuan-ketentuan peraturan  pengada

undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan
MENGADILI:

Dalam eksepsi

* Menolak eksepsi Termohpn

Dalam Konpens :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk nieaxh
lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIBiNti ABD.
SOMAD;

c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohonhasklmgai
berikut :

1) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangasthama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637,ndenor

rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001,
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3)

4)

5)

6)

7
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Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL
46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550
tahun 2001,

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583f#)
nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arom
rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan norangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mddaihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ,ndamor
rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beseisinya
yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelumaha
Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang denga
sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo

Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati

Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
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Sebelah Timur : Gang VvV
8) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 158 M
bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usahitahna

dengan sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengarsHadias:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank B&Mojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

* Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpens :

« Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kenpeargugat
Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta sefsmbilan puluh
satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamisgtai 11 Juli

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadiah Hyriyah, oleh

kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, DrMUNASIK,

M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagHliakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu giadm sidang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARS.H.
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sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kéasaohon dan Kuasa

Termohon.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota

Malang dalam Memutuskan Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah &akim
Pengadilan Agama Malang bapak Munasik, bahwa dasd&um yang
digunakan pada putusan perkara No. 2198/Pdt.G/P@1&Ng adalah pasal
94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan hartaanal perkawinan
poligami.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim selainpada pasal 94
Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim juga mengguaakdasar hukum
kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan méyeksn menetapkan harta
bersama dalam perkara perizinan poligami ada ymj&y:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai keknatakum. Sehingga
hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujudirtga Undang-undang
no 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindkeagm hawa.

2. Melaksanakan ketentuan KHI Pasal 94 ayat (1) yaegjetaskan bahwa
harta bersama dalam perkawinan poligami masingfgat@rpisah dan

berdiri sendiri.
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3. Majelis Hakim menggunakan buku Il dari Mahkamah Agusebagai
landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur @m@nzinan poligami

harus disertai adanya penetapan harta ber§ama.

12 \Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan AgataaMalang bapak Munasik
tanggal 13/02/2014.



BAB IV
ANALISIS
A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapkan Harta Bersama
dalam Izin Poligami.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembagias tyang tetap
antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mangekan peristiwvanya
sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas nostgkir,
mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengstatir artinya hakim
harus menilai apakah peristiwa atau fakta-faktagydikemukakan oleh para
pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hamigpat dilakukan dalam
pembuktian:

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yargebkara
harus menjelaskan tentang duduk perkaranya deeggndan singkat. Dengan
menggambarkan duduk perkara maka hakim mengkansiail-dalil gugat
atau pristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalanmt ima bahwa hakim
melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang mast&knty benar tidaknya
peristiwa yang diajukan padanya.

Perkara poligami dan harta bersama adalah perkarg kasuistik,
karena itu Pengadilan Agama Malang tidak selayaknganeriksa dari satu
sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendakmgkim memeriksa dari

kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari sigitsaja. Misalnya hanya

1 Muki Arto, Praktek Perdata,him.135.
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memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetsgoius diperiksa secara
keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusangealg
Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligamirkggaa No:

2198/2012), dapat diketahui faktor-faktor yang dilan pertimbangan sebagai

berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-UndaragpwB suami
(pemohon) mengajukan permohonan poligami dengarsamlaistri
(termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal dini akui oleh
termohon. Dengan demikian permohonan pemohon teéahenuhi alasan
untuk berpoligami sebagai mana maksud dari passiad (2) huruf (a),
pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 T&alf#4 jo pasal 58
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. M@hon telah memberi
pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu,gaebmana bukti
tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.

3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adiatp istri dan
anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyatadakibeadil (bukti
P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.

4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami kepehligap istri-istri
dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksinpendipersidangan
menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang matemgan
penghasilan Rp. 36.550.000,00 perbulan yang dipérkengan bukti-

bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.
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5. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap pénkawanatara

6.

pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula lgalarantara termohon

dengan calon istri, sebagai mana ketentuan pasad&ng-undang No 1

Tahun 1974.

Adanya permohonan penetapan harta bersama. Halahi sesuai dengan

ketentuan yang dimaksud dalam buku Il dan Majeligkir telah

menetapkan harta bersama antara pemohon dan terreebagai berikut:

a)

b)

f)

9)

h)

Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangtas nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637,ndenor
rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasmhama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL
46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550
tahun 2001,

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583f#)
nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arom
rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan norangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mddaihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ndamor
rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beseisinya
yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelumaha
Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang denga
sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 158 M
bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usahitahna
dengan sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengarsHadias:
Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar

Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
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Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BaMWojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Meskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajplegetapan
harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:

a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkgoamatan

Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasm@tealetak di

kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kaiang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradainahr

Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setenip&) dan di
lapangan termasuk harta bersama antara pemohotewaohon, dan hal ini
diakui oleh pemohon dan termohon. Sehingga Maeldtikim menetapkan
harta bersama pemohon dan termohon seperti dalaan @urtusan yang telah
disebutkan diatas.

Dengan adanya penetapan harta bersama ini memiouta istri
terdahulu (termohon) memepunyai kepastian dan kakuhAukum, sehingga
harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh kpilatn kecuali dengan
persetujuan bersama antara suami (pemohon) datergihulu (termohon).

Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan Hastaama
antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termpHmersamaan dengan
pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukamgybaik dan sesuai

dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pad4layat (1) sebagai

hukum terapan di Pengadilan Agama.
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Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligperkéra No.
2198/2012) tetap berada pada kedua belah pihakofp@mdan termohon) dan
menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri Kestige,dan keempat tidak
mempunyai hak atas harta tersebut.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut demgamberi izin
berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus mpkata harta bersama
berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menwuoyysun telah sesuai
dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undarigTédun 1974 jo pasal 1
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakitelah pula menerapkan
tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedeparkepastian hukum,

kemudian keadilan dan kemanfaatan.

. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim
dalam Penetapan Harta Ber sama Perkara | zin Poligami

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada ramsismng
suami istri untuk memiliki harta benda secara pmesggan, yang tidak dapat
diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima peiabe warisan dan
sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak mesggusepenuhnya harta yang
diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang megma pemberian,
warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertasyami berhak

menguasainya sepenuhnya harta benda yang dite@mianyHarta bawaan
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yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinaga menjadi hak
masing-masing.

Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengegas
bahwa harta benda yang diperoleh suami selama vp@ka berlangsung
sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya tesbatas nafkah yang
diberikan suami.

Dalam waktu yang sama, Al-qur'an dan hadis jugakticthenegaskan
bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam per&awsecara langsung
istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikiansatah ini termasuk yang
tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-quraaupun dalam hadis.
Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selperkawinan
berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, akrmasuk dalam area
jtihad yaitu, wewenang manusia untuk menentukanggag bersumber
kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawipenting
untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukara hart jika terjadi
kematian salah satu, suami atau istri, mana yamgpakan harta peninggalan
yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Deamnkpula, apabila terjadi
perceraian, harus ada kejelasan mana yang merg&distti dan mana yang
menjadi hak suami. Agar suami istri dapat menerg@suai haknya masing-

masing.

2 Ahamad AzharHukum Perkawinan Islam, ed.1 cet ke-9 (Yogyakarta: Ull Press,1999),
hal.65.
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Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang yaegkut hak
istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminyaagebmana ditentukan baik
dalam al-qur'an maupun dalam hadis, pada dasamman Islam menentukan
bahwa harta milik istri selama dalam perkawinanladderupa harta yang
berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecali apabila suami
memberikan sesuatu kepada istri berupa harta bgadg menurut adat
kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mgahit, alat-alat rias, dan
sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri.apan harta benda yang
menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi nstik iseperti perabot rumah
tangga: meja kursi, almari, tempat tidur, dan sele@, tetap menajdi milik
suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekergneukupkan kebutuhan
keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tanggaalgsedari hasil
bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda gyatiperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama dengan mempeahatiesar kecilnya
saham masing-masing dalam wujudnya harta bendarbarigu. Apabila suami
istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunykiylaag sama kuat pula.
Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suahihlbesar. Demikian
pula sebaliknya, apabila justru saham istri yarghldesar, bagian istri lebih
besar. Ketentuan tersebut, menurut hemat penyasoat, sederhana dan juga
realistis serta mempunyai dasar dari isyarat-isydepat dipahamkan dari
ayat-ayat Al-qur'an dan hadis. Dengan demikianeketan undang-undang no.

1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 itu dapat dipandgatpeedengan Syari’ah Islam
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dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah taagglah suami istri
bersama-sama atau salah satu pihak. Hukum Islamgenah Syirkah
(persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istnigyldersama-sama bekerja itu
juga dapat dipandang sebabaita syirkah antara suami dan istti.

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dadmaktek
perkawinan poligami diatur begitu simpel dan umusghingga dapat
menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pas&dMpilasi Hukum Islam
mengatur sebagai berikut:

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yangpoeyai istri lebih
dari seorang, masing-masing terpisah dan berdidige

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorangisgeng mempunyai
istri lebih dari seorang sebagai mana tersebutdalat (1), dihitung pada
saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedugakstu keempat.

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan si@peH. karena itu,
Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua &tahk Agung
Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telanemeberlakukan
Buku 1l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Astrasi Pengadilan
yang isinya antara lain mengenai masalah hartaatversdalam perkawinan
poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, an@irasebagai berikdt:

a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami kegde#an
Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajuka
permohonan penetapan harta bersama dengan istalusetya
bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apahilmi tidak
mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belumerdi¢ dapat

mengajukan gugatan rekonvensi penetapan hartaneerggabila istri
terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi,anpemohonan

3 Ibid .him.67.

4 Mahkamah Agung RIBuku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama,(2008), him.130-134.
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izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapegrima (iet Ont
Vanklijk Verklaard).

b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinaradesgi pertama
harus dipisahkan dengan harta bersama perolehayamestri kedua
dan sterusnya.

c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian,kamaara
penghitungan harta bersama adalah, untuk istrapertyz dari harta
bersama dengan suami yang diperoleh selama peikawiitambah
1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami deisgarpertama dan
kedua, ditambah %4 dari harta bersama yang dipesalami bersama
istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, diteh 1/5 dari harta
bersama yang diperoleh suami bersama istri keerkgiaga kedua dan
istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dpdéakawinan
poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk ghiglari terjadinya
penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Giebab itu, Mahkamah
Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegasdrateda bersama suami
dengan istri terdahulu ketika suami akan melakugarkawinan poligami.
Untuk hal itu, ajaran agama Islampun sangat merdgieradanya pembukuan
yang rapi dan akuntaBeyang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta
bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampbteata bersama istri
pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikianiskrakpertama dalam

harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkahn Bengadilan Agama.

® Al-bagarah (2):282



82

Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya samesaenganut
tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilars &spastian dan asas
kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) giangksud adalah:

a. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertalala diketahui jumlah
dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengginterdahulu hanya
dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal iniss&i dengan ayat yang

menjelaskan tentang asas keadilan:

ol (Slamy iy Silly sl o gy 3,8 3 Gslaly oYy Sl ol 1 0
©0555

b. Asas kepastian: dengan dijelaskan harta denganpisttama, menjadi
jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-hakngas Aepastian ini

sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur’an:
Tl e bl Yoy Lol 3 Ene 3 5, Sllen 2l OIS Leg

c. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak naydaatialam
menetapkan bagian masing-masing istri apabila diergengketa di
kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari géagaberupa
penetapan harta bersama yang berkekuatan hukuninikasuai dengan

apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an:

8...&5@ bl wiy pp s I J6

® An-Nahl: 90.
" Al-Qasas: 59.

8 Al-Maidah: 119.



83

Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan aghvwwusan Majelis
Hakim terhadap menetapkan harta bersama dalamrpedda poligami

telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan
sebagal berikut:

1. Pertimbangan Mgelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin
suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami
serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal
35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilas Hukum
Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan
poligami antara istri peratama, kedua, ketiga dan keempat dapat
diantisipas dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini
dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

2. Bak hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui
keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan
hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam
perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang
putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum
yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal

ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:
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KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri

terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas
lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dadam masyarakat kita
Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi
pembicaraan bilaterjadi suatu perceraian atau sengketa.

2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai aasan-alasan
hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan
atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk
memperoleh kebenarannya.

3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota
Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiagp permohonan
poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung
fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenar-

benarnya sehinggatidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.
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Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan.
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Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-
negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu
kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat
kami kepada mereka.
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan
kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan)
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.
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Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar
memperoleh manfaat dari kebenarannya™
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TERJEMAHAN

Bab

Him

Ftn

Terjemahan

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mar
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada ba
dari apa yang mereka usahakan.

ek
gian

13

23

Dan tuhanmu tidak akan membinasakan ne

geri-

negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu

kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-
kami kepada mereka.

ayat

14

24

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) ber
adil dan berbuat kebijakan, memberi bant
kepada kerabat, dan dia melarang (melaku
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.
memberi pengajaran kepadamu agar kamu d
mengambil pelajaran.

aku
Jan
Kan)
Dia
apat

15

26

Allah berfirman, “inilah saat orang yangnbe
memperoleh manfaat dari kebenarannya”




PUTUSAN
Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

‘f e ’\N’ :“ o e
e s S N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan memgaelikara perdata
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkangam dalam perkara permohonan

izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawamstaywa
bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26 RT.02 R®.Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malargngydalam hal
ini dikuasakan kepada BARLIAN GANESI, SH., SUPRAPRTGH.
Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.nlk&aus Il Nomor
2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusushtggé 10 Desember

2012, yang selanjutnya diseliRemohon
MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26.0R RW.02
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Ktdkang, yang
dalam hal ini dikuasakan kepada H, MARIADI, SH. MAdvokad &
Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya padahaga Bantuan
Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono K@a Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Deseftii2, yang
selanjutnya disebutermohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;

- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara sd&si-saksinya di
persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonatamanggal 10

Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniterdangadilan Agama Malang di
bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud rapri@n permohonan izin
poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dadihg telah dilakukan perubahan

permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada&pgésebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padgalal7 September 1979
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorsédituAgama kecamatan
Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipkia Nikah Nomor
54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan TMermioertempat tinggal di
rumah bersama di JI. Madyopuro Nomor 26. RT.02 /.G/\VKelurahan Madyopuro
Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PemohonTdanohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun Sadgraggan sekarang belum
dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011oRem telah berkenalan
dengan seorang perempuan dan perkenalan itu serakiab dan bisa dibilang
sangat dekat serta timbul rasa sayang dan salingashi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon etemptian dimaksud,
Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusfad@angan Termohon dan
keluarganya dan pihak Termohon maupun keluargadsi keberatan, bahkan saat
ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah serimggivel dengan Termohon;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon jukaggoermohonan izin
poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaiEwVI YULIANI binti ABD.
SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah ganglamat Jalan
Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahdadyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya seb@g#on Isteri pemohon,dimana
pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dieatatfi hadapan Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamakadungkandang Kota
Malang;
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Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuldap isteri-isteri
Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinyan&@emohon bekerja sebagai
karyawan swasta dan mempunyai penghasilan ratasettap bulannya sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-Pemohon tersebut (surat

pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupuoncéteri Pemohon masing-

masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pearya¢alampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikgiasaaat ini memperoleh

harta sebagai berikut :

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

- Sebidang tanah vyang terletak di Kelurahan Madygpukecamatan
Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya t@letak di kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradandihr Pemohon dan
Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemoldak ada halangan untuk

melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam poauperaturan perundang-

undangan yang berlaku yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukadasa dan bukan
sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan sttorkedua Pemohon;

b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus jantiamdasia 38 tahun dan
tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Parpalon isteri kedua
Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahuamagdslam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RW/1 kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang3daga menikahkan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon istmghon menyatakan rela

atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah deradan isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar l@agatiynbul dalam perkara

ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atashBe mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakyjang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini berkenan memieispn sebagai berikut:
Primer :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ueklutubnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posith 8tas adalah harta
bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénilagi (poligami)
dengan calon isteri kedua Pemohon berndaVI YULIANI binti ABD.

SOMAD;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;
Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang tetetagkan, Pemohon dan
Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua IMafelah diupayakan agar
Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poliggmikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dikak mediasi, untuk hal
ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama BRFAH ZUHRIAH, M.H.,
untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam dapga tertanggal 26
Desember 2012, mediator telah melaksanakan madgisk mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi upaya mediator terseblak tberhasil, maka pemeriksaan
terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacaleat Permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebatmohon
memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut
A. EKSEPSI :

. EROR IN PERSONAL SUBYECT (SALAH SUBYEK ATAS

PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Eror in Subydzapseermohonan

yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohdnlah

Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohajwanpoligami
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1.2.

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya, siapi beda
identitas.

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohawjukan ke
Termohon adalah salah subyek (eror in personal estiby Sebab
Termohon adalah seseorang wanita yang ber-idergéhagai berikut :
Hj. SIAMI, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 19601{&Run,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit&endidikan SD klas 2 Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Targggalamat dan
bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RN/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malar@dangkan
Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligai dalam
perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial tau bernama :
HJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahunAgama Islam, jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal. dRajja Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang,
Kota Malang. atawBoleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam
Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita agg
bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI B inti
TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960t8Bun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dyta@puro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau Qatétj. SIAMI
alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TAS ELIM.
Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960¢&2un, Agama Islam,
jenis kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertamggal di JI. Raya
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang at&lYAMI alias SIAMI alias Hj.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanitaar§d Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
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di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dytapuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dadabarkan akta
nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 19%t8yydikeluarkan
KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-lanepir) dan
demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) sigami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga  Nomor
3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dandd tangani
sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) tatadmpunyai satu
anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2nbgir). Dan atau
ada Hj. Siami — Hj. Siami alias Hj. Siyami — Hj. Syami lainnya,
sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siamur 52 tahun, agama
Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, KotdaiMj yang
tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dateb®at tinggal di
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kiaiang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oletnm®hon dalam
perkara inibukanlah Termohon, karena Termohon bukan orang yang
identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohopatigami pemohon,
dengan demikian maka permohonan pemohon adalak jedas atau
kabur, karena permohonan poligami pemohon tidasjdan kabur maka
permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelasufkaatau tidak
dapat diterima;

1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemokepada
Termohon telah salah subye&rdr in persona subyect) dan atau tidak
jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siap&nagilya yang
dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poliganmny®leh sebab
itu, karenapermohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon

harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditdak;
[I. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengasr&egan calon isteri

kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan kgtarasebagai berikut:
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2.1.

2.2.

Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permaidemohon mengenai ijin
untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyeknmronan ijin berpoligami
Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yalah) harus ditolak
karena salah sasaran.

Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yaag berpoligami dan yang mau
dipoligami serta siapa yang mengijinkan untuk begami, hal ini juga kabur

maka harus ditolak;

lll. ABSCURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

3.1.

3.2.

3.3.

Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidas jdan obyeknya juga tidak
jelas maka permohonan ijin Pelogami harus ditolateika subyek dan obyek
dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamabalseseharusnya yang
dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SWAalias SIAMI alias
HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/101iJa960/52 tahun,
Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SRrg& Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertertipggal di Jl.
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang;

Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyaas &hlami alias Hj. Siyami
Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/Ehgal 17 September
1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkand&uktj bertanda T-1)
dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasidw®) siyami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomdr.78031009/21124/0341
sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias $imag telah mempunyai
satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukérmatT-2);

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Peanddtitujukan ke Termohon
adalah salah subyek (eror in personal subyect)absebermohon adalah
seseorang wanita yang ber-identitas sebagai beriktt].SIAMI Binti
TASELIM, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin WaniemdRrlikan
SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IbudRuTangga, beralamat
dan bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26RRY 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota MalaBgdangkan yang

dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Peshon boleh jadi
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adalah seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIMI alias Hij.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/fumur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Waniemdilikan SD, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan lIbu Rumah Tangga, dpeatl dan bertempat
tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 KelurahaWadyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai damabarkan akta nikah
Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yahgludirkan KUA
Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 teriigndpn demikian pula
pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami ali@srbalias Hj. Siyami) ini
sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/08ddagaimana yang
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohonirfi@salias H. Lasimo)
telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyot®rébukti bertanda T-
2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah ekubyang dimaksud oleh
Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleen&apermohonan
pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, makengieman pemohon
haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas sitlak;

3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalesepsi ini maka jelas
Termohon tidak ada hubungan hokum dengan PemoleirabSpermohonan
Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidaks,jebleh karena itu
permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan rditoisk dan atau

permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima kar&abur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalasei$ tersebut di atas mohon
dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkaradalah mengajukan
permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yangimsal dan bernama :
HJ. SIAMI Binti TASELIM umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah
Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Régdyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandgota Malang;
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3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah ersubgect (salah subyek),
sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dirdaigin pemohon dalam
perkara ini, karena Termohon adalah seorang yangaivan Hj. SIAMI yang
MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT — namaH;.
SIAMI Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960#Run, Agama
Islam, Jenis kelamin WanitBendidikan SD klas 2 Tempat/Tanggal lahir/umur
: Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, J&elamin Wanita, Pendidikan
SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumalggeanberalamat dan
bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02Ke&lurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikelah jelas dan
terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salbyek hukumnya
jika ditujukan kepada Termohorsebab yang dimaksud Pemohon adalah
wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias
SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Warit@ndidikan SMA,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tanbgaalamat dan
bertempat tinggal dil. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02Kelurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang;

Dari identitas tersebut telah Nampak jelas damang perbedaan antara
TermohonHj. SIAMI seorang wanita yang berpendidikan SD hany sampai
klas 2 dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Ko&laMy. Sedangkan
yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penkiay@ang sebenarnya
adalah seorangvanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias
SIYAMI alias SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaandu Rumah Tangga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau
boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dmm demikian maka
permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyeiumnya, karena tidak
jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadirkalet karena itu harus
dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);

4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohanadiekabur, hal ini

disebabkanboleh jadi seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

Hal 9 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



sehingga adadj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI
lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohomlalam perkara ini
adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorangvanita yang
bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti T ASELIM,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkanddota Malang, sesuai
dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tdnfjgaSeptember 1979
yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bub#rtanda T-1
terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alaslLasimo) dan siyami
alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan beatlgan Kartu Keluarga Nomor
35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuatddamdatangani sendiri
oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempusgtu anak kandung
bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlgpapin atauHj. SIAMI ,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandsoty Malang;

Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemalateam perkara ini
adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak je@s kabur tentang Siapakah
yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligamiassid@pa yang dimintai ijin
poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabukan@ermohonan pemohon
harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapatidiger

. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohogadetidak ada masalah
apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konfhkagga, bahkan selalu rukun
dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih rsehah dengan Suami
Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon uogugoligami haruslah
ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salahraas

Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termoherkenalan dengan
seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMA YANG
JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atawb@ntu bernama
DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tiak akan pernah
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10.

11.

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami demgBEWI YULIANI
ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipgami, kecuali
dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawatiea Oleh karena itu
bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami olehqgiem;

Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkaakamPemohon
mendalilkan  mempunyai  penghasilan  perbulannya hdalsebesar
Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hahi adalah tidak
benar, oleh karena itu dalil yang demikian hartslak;

Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalati-nyh
“iiviivnntermohon mau dimadu,.............. " dan point 11 petmonan
mendalilkan “......... Keluarga Pemohon dan Termohon daaloi© istri
Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apaighikah dengan calon
istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dwmus ditolak karena
Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaingang dimaksud
Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat pernyataan apapun
tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudava Yuliani, maka
dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah dipla

Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satbyuriayang lalu karena
bekerja dirumah Pemohon dan Termohon dengan tugasbaemtu jualan dan
menjaga took alat-alat listrik di Jalan raya Madyapdan setelah ada gelagat
antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmaitear®ewi Yuliani oleh
Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekarja@mi keutuhan rumah
tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedataDgwi Yuliani
dirumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantibukes pekerjaan
dirumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalamaketonisan rumah tangga
Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;

Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonanoRen haruslah ditolak,
karena tidak benar dan atau setidak-tidaknya kaPenaohonan pemohon tidak
jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatala@ndapat diterima;
Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah denganohen, Pemohon dan
Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemqhseperti 5 Unit mobil
angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumahpsdhot rumah tangga, hal

ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan digimnobil yang mana ? tanah
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dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?......yang benar

adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selgmeanikahan sampai saat

ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah nanlil mengangkat seorang
anak laki-laki dan juga telah memiliki :

11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomaogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,1€6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan morangka
MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangk
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di lblamn Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namas$imbo;

11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jusaretena H.Lasimo di
bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. lasidisini Suami
Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau BjJAMI yang
berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI a8 SIYAMI yang
berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN HjlY8MI Doktor
atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon addkhjelas dan
kabur maka permohonan dalam perkara ini harus tikga tidak jelas
atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dabur maka

permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapaindé dan ditolak;
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C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Pergag dalam Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam guglatnpensi ini;

2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpeesgan Tergugat
Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalaék tishempunyai
hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan yadaugatan ini
Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpesrsisa dirugikan;

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat DalakoRpensi /Termohon
dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulabmdéhon dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanyanoBRenan ijin
Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalamoRednsi, Penggugat
Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan éndhggung Rasa malu
atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensigdg@at dalam
Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang serit@l750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikislggejiwaan) dan sakit
pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorakgldgsdan dokter yang
membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dues lima puluh juta
rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konstitakum Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugiamg diderita oleh
Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpedaiah sebesar
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima pyjutdn rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggdgkm Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama maengtau
meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang badtgérak maupun tak
bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi #f&m dalam Konpensi
tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :

4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan noraogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangashama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,16&6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
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4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583&6) nomor
rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan aronangka
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomargka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di le&lam Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namasimbo;

4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jut rema H.Lasimo
di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalRekonpensi /
Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalaskoripensi
/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayangu paksa
(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rumathari keterlambatan.
Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara,

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tewmobdalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, makachemn dalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepadgadilan Agama
Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk makss, mengadili dan
selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untukdetya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihahti@ds subyek dan
permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelds kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakarr/eaisaurlibel dan atau
tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah wdiak glan kabur maka
Permohonan Pemohon ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak déipeima,;
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2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang diddaatPemohon tentang ijin
Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohonatiam surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergeoatht 11.1, 11.2, 11.3,
11.4,11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termpho

4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau atelkdn niat
poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kemkalTermohon;

5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam ngeksi/ Termohon
dalam Konpensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon daanpensi untuk
membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-( satamh#eratus lima puluh juta
rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Termd&lam Konpensi secara

tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukuap.tdika perlu dengan
bantuan alat Kepolisian negara;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalampdhsi untuk
membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (s&tu rypiah) kepada
Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensradoaai dan kontan
pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak pmtbgrkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadgplobengketa point 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 45, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatanoRaénsi Penggugat dalam
Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi oleh Pengaditmma Malang adalah
sah dan berharga;

5. Menghukum Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalarkorfpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkayra in

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebutol@n telah
menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 2tei2013 selanjutnya atas replik
tersebut Termohon telah menyampaikan duplik setatalis tertanggal 28 Maret
2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam beaita persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan cabiari i kedua

Pemohon, dan di dalam persidangan telah membekitanangan sebagai berikut :
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Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tadeimgt jasmani dan rohani;
Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akarkah dengan Pemohon;
dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dalsarsama suka, bukan atas
paksaan orang lain;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam statusjdad tidak terikat perkawinan
dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak adartgan untuk menikah dengan
Pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, b&emaohon telah beristerikan
Termohon dan Termohon telah menyetujui rencanaapenan Pemohon dengan
calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon perrahimta kepada calon isteri
kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akaedia hidup rukun dengan
Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji talah mengganggu gugat harta
bersama Pemohon dan Termohon.

Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemditek ada hubungan

keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yangkdiajoleh Termohon,

berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan padaahdggpril 2013 Majelis Hakim

telah menolak permohonan sita tersebut sebagairtexhzang dalam berita acara

persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyan®emohon telah

mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggblocp2mber 2012 (P.1)

Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Noper20&2 (P.2)

Surat pernyataan tidak keberatan menjadi IsterlIKnggal 12 Nopember 2012
(P.3)

Surat keterangan penghasilan,Nomor : 474/2/69/3537B009/2012 tanggal 12
Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluradadyopuro ,Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang (P.4)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, taad) 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&woga Malang (P.5)

Hal 16 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



6. Foto Copy Sertipikat N0.2788 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)

7. Foto Copy Sertipikat N0.2787 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)

8. Foto Copy Sertipikat N0.2932 atas nama Haji Lasiyang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hakabhhgdgoktober 2009 (P.8)

9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES1I3U658225; (Bukti
bertanda P-9)

10.Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasthama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damono rangka
LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)

11.Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, p¢d 0526 CG, Merk
Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Me@08RK77 tahun 2005 (P.11)

12.Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (P.12)

13.Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkan
LSCAA10D61A023875; (P.13)

14.Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY EI5L4109J602675;
(P.14)

15.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. LaBiomor 3573031707590003
dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nogtt3035007600007 serta
Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nom8573035307740002
yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandaricp}

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohmmyatakan keberatannya
dengan alasan tidak merasa menandatangani surayafean bersedia dimadu,
selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berofmakiopi Kartu Tanda Penduduk
milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda &ngdermohon yang berbeda,
selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tdadgan yang tertera dalam Surat
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Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda paeatds perbedaan tersebut kuasa
Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda taregamohon memang berbeda-
beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengmr&egan dua orang saksi.
masing-masing bernama :

1. NURSIDI bin ASMAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjamtpat
tinggal di JI. Kedungkandang Gg.VlIl RT.06 RW.03litahan Kedungkandang,
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawahpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohom&kaaksi adalah adik
Pemohon.

* Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangyang menikah pada
tahun 1979;

* Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadg@ama, yaitu untuk
mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempbamama DEWI
YULIANI;

* Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah &arermohon tidak dapat
memberikan keturunan namun saksi pernah tahu Kaemohon pernah hamil
namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon kegagiau tidak;

« Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawamoRen, sehingga
Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan nangebelumnya
dengan calon isteri Pemohon tersebut;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksigwna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;

« Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi Tako sehingga

Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.

2. SUNYOTO bin TARI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swastgyaem
tinggal di JI. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Maplyro, Kecamatan
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Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpahbeagkan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

» Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karésa adalah tetangga
Pemohon;

* Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adelat steri yang sah;

 Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadigma, yaitu untuk
mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWLIANI;

« Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Temmdidak dapat
memberikan keturunan dan saksi tidak pernah meliaahohon hamil;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksidna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kgdya

« Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawamoRen sehingga
Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteioliren tersebut;

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.

 Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyakpuonyai toko dan
2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.

 Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal rembah dan sampai

sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi terqgbhak Pemohon dan
Termohon menyatakan kebenarannya,;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengayudukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tga$ 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&oga Malang (T.1)

2. Kartu Keluarga N0.35.73031009/21124/0341, yang ldé&&an oleh Camat
Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875; (T-3).
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4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasiama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, m@amor rangka
LSCAA10D51A024550; (T-4)

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (T-5)

6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675; (T.6)

7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersémmohon menyatakan

kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan aikiak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama aanPamohon dan
Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaatempat, yang hasilnya
sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damnono rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomanghka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangksy &SL4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES13U658225 tahun
2003;
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Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui olehgk Pemohon dan Termohon bahwa

barang tersebut ada namun sedang beroperasi kariad kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukur&h M3, bangunan rumah dan
Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertiNika787 dan No. 2788, dengan
batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank ESEM/ojajar (empat puluh
juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, taburigesebut dipegang oleh H;.
SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yangdadklamnya, berdasarkan
keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan hasaabaTermohon, sehingga
tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan ketam@mecara tertulis
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingmpoligami, sedangkan
Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yadg pakoknya tetap keberatan
dimadu;
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Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaanrdalam putusan ini,
ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dddarita acara pemeriksaan perkara

ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan olf@m adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangangdtliian Agama
Malang, dan telah diajukan sesuai dendatentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka secara formil daperdia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mmagiean Pemohon dan
Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengeadiator ditunjuk Majelis,
ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak jugg@rhasil, maka perintah
pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimde (Peraturan MARI Nomor 1
Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dpdtikaranya, Termohon
telah mengajukan eksepsi mengemlaor Inpersona Subyect (salah subyek atas
permohonan terhadap Termohon) dimana menurut TenmoRemohon telah salah
subyek karena identitas Termohon yang benar addjalSIAMI Tempat/Tanggal
lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agaméarts jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SD klas 2 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Ruraafga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Raya Madymmi26 RT/RW 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malangjasgkan Wanita yang
dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalakanpeini adalah seorang
wanita yang ber-insial atau bernam&lJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertdinggal di JI. Raya Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang, Kota Malang;
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Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona TBammohon tersebut
Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Remsama sekali tidak salah
dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertusna Termohon HJ.
SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 bpa foto copy Kutipan Akta
Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM)P.15 (tertulis nama
Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama TermohorA®Il);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakara akentik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-deksebut Pemohon dan Termohon
tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersetmagjelis berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang beri§ntalAMI binti TASELIM-
Pendidikan SD klas 2)adalah aliasHJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA)
aliasSIYAMI, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebus datalak

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari TermdbatangEror In
Obyek dimana menurut Termohon karena eror in subyek nodk@k permohonan
Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini kpifiarmohon yang
dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dls jsebagaimana
pertimbangan majelis tersebut di atas, maka olebnkamya eksepsi a quo Termohon
dalam hal Eror In Obyek juga harus di tglak

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemda¥bscurlibel
(Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyelen&aberdasarkan Kartu
Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniarasgp anak bernama Setyo
Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah téwoanseorang anak
bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIM&D &IAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohaelat (halaman 4)
yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan deraygabgn Termohon pada point
B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telgladiekontradiksi pernyataan
Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsim®hon membantah dengan

menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemalam Termohon telah
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dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, tekajpi dalam pokok perkara angka
11 Termohon menyatakassama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak
kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan aiémtik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap buktieliats Termohon sendiri
meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yangdsedan saling bertentangan,
oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam halulliizel (Permohonan Pemohon

Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan aktamihomor : 54A/62/1979,
tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kdé8amatan Kedungkandang
Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara ¢tem dan Termohon terikat
dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dyskrkaranya pada
pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dgainkan untuk menikah
lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWIIAXI binti ABD.
SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perk@widengan Termohon
ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Temnu@mgan alasan sebagaimana
terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yangnm, yakni
permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimgleain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utamaRen mengajukan izin
poligami adalah karena antara Pemohon dan Termbélum dikaruniai keturunan di
mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebutpfion dalam jawabannya
point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sangadiisi antara Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi tetemgangkat seorang anak laki-
laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyanPemohon telah
mengajukan dua orang saksi di persidangan sedanbiamohon menyatakan tidak
akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah neekén kesempatan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohonketemangan dua
orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara PemdaornTermohon memang belum
dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a PeraReamerintah No. 9 Tahun
1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompildskum Islam bahwa di antara
alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat manjan kewajibannya sebagai isteri,
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dhpambuhkan dan tidak dapat
melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohonktidapat melahirkan
keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakapatl dimasukkan ke dalam
ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. @Ma875 jo pasal 57 huruf ¢ dan
58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahweenstidak dapat melahirkan
keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adimdlah memenuhi alasan
berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukthwlba permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruérattPan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilagktin Islam, bahwa suami yang
akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapajamé kehidupan isteri-isteri dan
anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tdrseternyata Pemohon
berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enaaljota ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Re&tpbukti bahwa permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruérdti?an Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukunarisl bahwa suami harus mampu
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anakny

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon mekga keberatannya
karena tidak merasa menandatangani surat pernytatidnkeberatan dimadu, yang
selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 beropadopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mesidan dengan tanda tangan
Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termofamgy ternyata tanda tangan
Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbéglsabut Kuasa Termohon telah
mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang bebeedasedangkan Termohon

tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannyu, maka berdasarkan

Hal 25 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwadadangan yang tertera di dalam
bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yam@rtb Termohon telah
memberikan persetujuannya kepada Pemohon untukkunkela poligami dan untuk itu
maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permaindPemohon telah memenuhi
ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintahdy 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetojutari isteri baik secara tertulis
maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para taksikti bahwa calon
isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yamgemehi persyaratan untuk kawin
dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawleh Pemohon sebagai isteri
kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavami atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon te¢éathenuhi ketentuan pasal 41
huruf a, b dan ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 TaBih jo pasal 55 ayat (2) pasal 57
dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuté fxetentuan pasal 8 huruf e
Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinaraiify antara dua orang yang
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan dari isteri, dalam
hal seorang suami beristeri lebih dari seorangh @erena itu permohonan Pemohon
tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yadgak yaitu agar
harta yang diperoleh selama menikah antara Pemdlogan Termohon ditetapkan
sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpuk®camatan

Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg t@letak di kelurahan

Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradangihr Pemohon dan

Termohon,;
Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersamabtartéajelis Hakim telah

melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 284§ hasilnya terdapat perbedaan

antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaet@mpat, dimana dalam
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permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unitakasmd Angkutan Penumpang
(Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon miehian bukti surat P.11 berupa
Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mdbaihatsu atas nama Lasimo,H,
dengan Nomor mesin KO03307, dan nomor rangka MHKEFR5K000985 tahun
2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempanhdhaersebut ada dilokasi (di
dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemotaupun Termohon
membenarkan tentang mobil tersebut sebagai hartarbe,;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikngupan rumah yang
terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedundkag, Kota Malang beserta
semua perabot rumah tangga yang berada di rumaebtgr berdasarkan hasil
pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakawabeumah tersebut beserta
isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihakdfeon mengakuinya, maka
berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumahsearuh perabotnya tidak
termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.phesertifikat N0.2788 dan
No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempupiar 3 bangunan berupa Garasi
Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangukaperasi Serba Usaha Tri
Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Rempotengakui sebagai harta
bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usdbtama, Pemohon menyatakan
bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasthets sehingga Pemohon hanya
mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan h@gu<operasi tersebut sebagai
harta bersama, sedangkan asset koperasi tidaladekndari bagian harta bersama
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohonptdrderta bersama
berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat putah atas nama H.Lasimo, dan
berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohonbenarkan tentang adanya
tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupaside di Bank BTN Sawojajar,
namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh TermdhprSiami sehingga pemohon
tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, aktapt pada sidang tanggal 16 Mei
2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut tetamdhon berikan kepada adik
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimiskipun Pemohon tidak

bisa melampirkan alat bukti berupa Dana TabunggpoBito di Bank BTN Sawojajar
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sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiahinun berdasarkan pengakuan
Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun paateriksaan setempat,
berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim m@hkata Dana Deposito tersebut
merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamarndi atas maka
Majelis Hakim menetapkan harta bersama PemohonTdéamohon adalah sebagai
berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasinama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damonorangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001,

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY &I5L4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES)3658225 tahun
2003;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V
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8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 130 kdngunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengatifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank EBEM/Ojajar (empat puluh

juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggRgkonpensi
sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoRaggajukan gugatan
mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa yang dinilai uang sejumlah
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rtapjagangguan psikologis dan sakit
pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.2500000- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rpa®.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah), sehingga total kerugian yang dideoigh Penggugat Rekonpensi senilai
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima piutdn rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-UnNarg Tahun 1989
tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yhaglkan oleh Penggugat
Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan @Emgégama, oleh karena itu
harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlatukural-hak kebendaan
yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sarkali skdak terkait dengan
tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permahg@mrapoligami, dimana
di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan,uadapengenai Harta bersama
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi nikenuearta / benda milik kedua
belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, kégbna itu tuntutan dwangsom

Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan hardalgito
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Peng@redainpensi, Majelis
Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013htenenolak permohonan sita
tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbamglagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngadadang No. 7 tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 2006, biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon KonpensiigiatgRekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan pengadadangan yang

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam eksepsi

* Menolak eksepsi Termohpn

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk nikah lagi dengan
seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABIDISAD;

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohorhastddagai berikut :

a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaasitnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, wamor rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675 tahun 2009;
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e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuktaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mebkaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak
di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro c#matan
Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No22&3nhgan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengamank150 M2, bangunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengeifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BId&vojajar (empat

puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

* Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kenpeargugat Rekonpensi

sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Senyhilah satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamigygad 11 Juli 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadlan 1434 Hijrigtgh, kami Dra. Hj. SRIYANI,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. d&ra. Hj. RUSMULYANI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan marmeagkan pada hari itu juga
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dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu™#RITA EKA WIDYASARI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri olébhasa Pemohon dan Kuasa

Termohon.
Hakim Anggota Hakim Ketua
Drs. MUNASIK, M.H. Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI
Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000
2. Biaya Proses Rp.50.000
3. Biaya Panggilan Rp.525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat Rp75.000
5. Redaksi Rp. 5.000
6. Materai Rp. 6.000

Jumlah  Rp. 1.191.000,-
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Malang, 13 Februari 2014
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(Drs. Munasik, M.H.)
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ABSTRAK

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa
hal, sdah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebaga konsekuensi
usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan
yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji
adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan seria (poligami),
mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta
kekayaan antaraistri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebaga peraturan
pel aksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur Iebih lanjut
tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur.
Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu
dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah,
(Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama
dadam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Maang No:
2198/2012/PA.Mlg. (1I) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA .Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),
penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan
metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian
ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan
(Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama
Malang. Dalam menganadisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun
menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mgelis Hakim yang memberi izin
suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi
Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat
dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan
hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir
tiga asas hukum yang ideal dengan mengutumakan asas kepastian, asas keadilan
dan asas kemanfaatan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyasu skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#@gdan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

05936/U/1987.

. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomts8/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

N Ba’ b be

= Ta t te

= Sa’ § es (dengan titik diatas)
c Jim j je

< Ha' h ha (dengan titik di bawah) ka
< Kha kh dan ha

’ Dal d de

. Zal 7 zet (dengan titik di atas)
’ Ra’ r er

J Zai z zet

< Sin S es

o Syin sy es dan ye
e Sad s es (dengan titik di bawah)

Xi



wa Dad d de (dengan titik di bawah)

b Ta' t te (dengan titik di bawah)

b za’ z zet (dengan titik di bawah)

d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain g ge

o Fa’ f ef

& Qaf q qi

4 Kaf k ka

J Lam I ‘el

a Mim m ‘em

O Nan n ‘en

3 Waw w w

o Ha’ h ha

s Hamzah ¢ apostrof

T Ya Y ye

1. Konsonan Rangkap Karena Syaddahditulisrangkap

Badaia ditulis Muta’addidah
Bl ditulis ‘iddah

Ta’'marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h
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4asa ditulis Hikmah

LEBEY ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Ayaimg sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat taga@ya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaadua itu terpisah,

maka ditulish

sl ¥idal < ditulis Karamah al-auliy?’

c. Bila ta’'marhitah hidup atau dengan harakath&dt, kasrah dadammah

ditulis tatau h

hdlisls ditulis Zakah al-fitri

V. Vokal Pendek

& fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
Rl dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif lals ditulis a : jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (s ditulis a :tansi
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3 || Kasrah + ya’ mati mS ditulis 7 > karim
4 | Dammah + wawu mati u=5_% ditulis i : furad
VI. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
A ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
Jss ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
A ditulis a’antum
< e ditulis u'iddat
Al S il ditulis la’'in syakartum

VIIl.Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti hurufQomariyyahlitulis dengan menggunakan

O1Al ditulis Al-Qur’an
Al ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hlifgf)nya.
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¢ Lol ditulis as-Samr’

) ditulis asy-Syams
IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
wag Al (s 93 ditulis Zawi al-furid
aaud dai ditulis Ahl as-Sunnah
X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesiatelalapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'adish mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sddatinkan oleh
penerbit, seperti judul bukal-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tegsdbatari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish &hilAhmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan ka#d, Anisalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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A.

BAB |

PENDAHUL UAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki keegadgan hidup
bermasyarakat zoon politicion.! Hal ini menandakan bahwa manusia
merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berglam berkumpul dengan
manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga @ikgt berpasang-pasangan,
memiliki kecenderungan berkeluarga dan membenttkiwean, dari generasi
ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yamglagerpisah
dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yand g@n bermitrd. Dengan
kata lain perkawinan merupakan suatu proses unteknbentuk sebuah
keluarga antara seorang laki-laki dengan seoramgnpmian yang didasari
rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurysi@lagaimana disebutkan
Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang na¢alghn pergaulan dan
membatasi hak dan kewajiban serta tolong menoloteya seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang bukan mahrarh8galangkan UU No 1 Tahun
1974 mendefiinisikan perkawinan dengan ikatan l&fatin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri afeigijuan membentuk

29.

! Soerjono Sukantd?engantar Penelitian HukunfJakarta: Balai Pustaka, 1989), him.

2 Khoiruddin Nasution, MA,Hukum Perkawinan 1(Yogyakarta: ACAdeMIA +

TAZZAFA, 2004), him.17

% H. Soelaiman RasyidFigh Islam,(Jakarta: Attahiriyah, 1997), him.374

1



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekabbarklan Ketuhanan Yang
Maha Esd.

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang metjagin
perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya belbehal, salah satu di
antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materiakTihpat dipungkiri
bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah hedttierpenting dalam
terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hasetert, suami istri
melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianyal 8&daU No 1 Tahun
1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawabg mulia dalam
kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istiandakehidupan
bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untukako&bn perbuatan
hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meledaksuami sebagai
kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatand&lehidupan rumah
tangga

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rtangha,
suami istri akan memiliki penghasilan bersama ydisgbut dengan harta
bersama atau harta syarikat antara keduanya. Meketentuan pasal 1 huruf
(f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkattatdharta yang diperoleh
baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selaadam ikatan perkawinan

berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar ataa siampa pufi.

* Undang-Undang No 1 Tahun 1974

® Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-NisalyartLaki-laki bertanggung atas
wanita.

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)



Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rincntéeg definisi
maupun aturan tentang harta bersama, akan tetzgiasglobal kemungkinan

terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaiyang berbunyi ;

T ST & s Ll VpniST 2 s Jol

Dalam kitab-kitab figh karangan ulama klasik, tidaktemukan
pembahasan tentang lembaga harta bersama. Haloleh hadi karena
kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada sesal yang
menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalastilah sosiologis
masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”’. Dalam yamakat patriarkhi laki-
laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tanggecaf etimologi
patriakhi berkaitan dengan sistem sosial diman& ggag menguasai rumah
tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumimebesu ekonomi. Oleh
karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedadukvanita (istri) dalam
masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tefalsi, termasuk
perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik Kika tarik ke
dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di madanesia memiliki corak
sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia lagrbagai corak dalam

hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan dnésth berlaku sistem

" An-Nisa’ (4): 32



kekerabatan parental, di mana garis laki-laki darempuan memiliki peran
yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah t&ngga
Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaandugrjan harta

bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari puHustisan pengadilan
agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangsryauilan agama
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48rT2009, sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesian§ean kewenangan
secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 U Nahun 1989 jo UU
no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengaditema bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanarperti tingkat
pertama antara orang-orang yang beragam Islamddingi Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadadg Ekonomi Syari’ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adgt@nlindungan harta
bersama dalam perkawinan serial (poligami), merajirtalam perkawinan
poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekagagara istri pertama
dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undaong1NTahun 1974
Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagaupangpelaksanaannya,
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatebih lanjut tentang
perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan puligBari latar belakang
yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin ménédintang putusan

pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan denganorN perkara

® Di Indonesia, ada beberapa daerah yang mengastaimsikekerabatan matrilinial,
seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti gatidlipal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak,
akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sikekmrabatan parental. Lihat buku Khoiruddin
Nasution,Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesiogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010
him. 83-85



2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukawligami dengan
menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusdrakyam mengabulkan
seorang suami melakukan poligami dan menetapkata Heersama. Oleh
karena itu, penyusun tertarik mengangkat juiEDUDUKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS

PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)

. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atgsatiaiketahui bahwa
tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentaaga bersama dalam
praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinaesds bisa terjadi
bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawp@igami, hal ini
sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tewsepenulis mencoba
merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalametmpkan harta
bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadigama Malang
Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positifiagap putusan

hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.MIg?



C. Tujuan Pendlitian dan kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitiangyhendak
dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersdaftam
poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pdsiti

b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkakubh Islam dan
Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranyaladdaebagai
berikut:

a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalamani hersama bagi
suami yang ber-istri lebih.

b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pahgan dalam
memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapdig&ososial
yang dinamis.

c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam ramgkavujudkan

penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Literatur yang membahas mengenai pembagian harsarba banyak
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para.aRkmun sejauh ini

pembahasan mengenai penetapan harta bersama adigamp masih sangat



jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membdiasa bersama: Skripsi
Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studiigoklarta Bersama
dalam UU No. 1 Tahun 1974)". Skripsi tersebut mehnalsa tentang
letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undangaecaiologis, filosofis,
dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap peisisi harta bersama
dalam undang-undang, dan relevansi posisi hartaaber dalam undang-
undang dengan dinamisasi Hukum Isfam.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adaldhnya posisi harta
bersama dalam undang-undang merupakan sebagal Saeagatuan yang
materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarak#fiagai suatu lembaga
hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuatukuimenegakkan
keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukuntardadukum Islam, posisi
harta bersama yang diatur dalam undang-undangtabuh 1974 merupakan
suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang taehgeta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuritiarta Bersama
Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam K¥ISkripsi tersebut
membahas tentang harta bersama dan nafkah dengaggumakan teori
holistik dan equal partner.Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan

menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

° Basas, "Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harerdama dalam UU No. 1 Tahun
1974)" Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunanlifaga Yogyakarta (1997).

10 Alamsyah,* Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewaj®aami Memberi
Nafkah dalam Kompilasi Hukum IslamSkripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2005).



Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonataind keluarga
sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan Keamapersama antara
suami istri yang mana diantara keduanya harus gs&omunikasi tentang
harta bersama dan kewajiban seorang suami dalanbenigan nafkah. Oleh
karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna mmeuhi unsur
keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitggung jawab suami
dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suamidatam perkawinan, dan
kompromi antara harta bersama dengan kewajiban iso@mberi nafkah
berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai femta yang dapat
digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putug®ngadilan
Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembdmgieta bersama karena
perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang epropenyelesaian
pembagian harta bersama dan pertimbangan hukumnoégdlis hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimt@amglakim dalam
Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Btudsan Pengadilan
Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripmisebut menjelaskan
tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhgapmbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagitmbersama?

1 Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agaiogyakarta tahun 1998-1999
tentang Pembagian Harta Bersama karena Percer8immpsitidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)



Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan ®ajehkim
terhadap menyelesaikan pembagian harta bersaman datakara verstek
dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugandaioses persidangan
dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidaldratirsebut dipandang
telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat ddakiimempedulikan hak-
haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan pi&ae ini, penyusun
menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusudatam bukunya
yang berjuduHukum Perkawinan Adatang menjelaskan bahwa setiap harta
yang diperoleh oleh suami maupun istri selama daleatan perkawinan
kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, mueslsiang istri tidak
bekerja (ibu rumah tangg®.

M. Yahya Harahap yang berjudierlawanan Terhadap Eksekusi
Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan StandamuhiukEksekusibeliau
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta b&radalah harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu behap& bergerak maupun

tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis mleajadi hak suami isttf.

2 Barokah Indah Sari, “Perimbangan Hakim dalam Rartugerstek atas pembagian
Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama BBkas619/Pdt.G/2006/PA.Bks)Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kada Yogyakarta (2009).

13 Hilman Hadikusumatiukum Perkawinan AdafJakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

4 yahya HarahappPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusamaditan
Agama dan Standar Hukum Eksek(#akarta: Citra Aditya, 1999).
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E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-samangesal
perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa’ (4yaa 3 memberikan
kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikabihledari seorang,
manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalamleimentasinya, nabi
Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkavpokgami. Sudah
barang tentu, praktik poligami yang dilakukan ndéin para sahabat didasari
oleh i'tikad baik dan tujuan yang tull.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yaerdaku di
Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat sesealapaf beristri lebih dari
seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam gasght (1) dan pasal 4
ayat (2)*° Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukian kiz
pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan malssan yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. itassebut yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyaagabisteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yidag tapat disembuhkan.
3. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undangagnd

pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terkdiulu memeriksa

syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undgaidy :

!5 praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sah&anyak dimotivasi oleh rasa
sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabigavéni para istri-istrinya, kebanyakan
janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuarambela Islam.

'8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kepeHaperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil texpasteri-isteri dan
anak-anak merekd.

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2)ulliselngan syarat
alternatif, karena untuk mengajukan permohonan lemgadilan tidak
mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disabutkhdang-undang,
dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah bednhak kepada suami
untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedamngjla@at kedua yang
ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat &tiivkdrena untuk dapat
diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhayarat tersebut harus
terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligaran decara
normatif memungkinkan adanya harta bersama daldmwpean poligami?
akan tetapi dalam beberapa kitab figh klasik tidedapatkan pembahasan
harta bersama. Hal ini karena kuatnya strukturasosiasyarakat Timur
Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak bempeluang bagi
perempuarin casu istriuntuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang membagakuan

secara tegas bahwa suami-istri masing-masing prhakiiliki kecakapan

" Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

18 Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adadmma bersama baik dalam
perkawinan monogami maupun poligami, karena ayaebeit menjelaskan setiap laki-laki dan
perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yakeyjarakan (pertasi yang dilakukan).
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berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandaegagai subyek hukum yang
sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan tenkattia pada lembaga
perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang semapsuami maupun
istri dapat melakukan perbuatan hukum atas hamg yaenjadi kekuasaan
masing-masing, seperti harta yang diperoleh dasiakisan, hibah dan lain-
lain. Sedangkan terhadap harta bersama suamiistaglalam melakukan
perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (sataniistri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan didiagaeberikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidalkdiepemisahan
harta bersama, kecuali apabila ditentuan dalanamien perkawnan’

2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari ngagmnsing istri
berdiri secara terpisdfi.

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagatuim yang
tertulis dalam peraturan perundang-undandaw (in booB. Sebagiamana
yang menjadi pandangan mazhab sosiological yudsoce, positivasi
hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku kistinggalan zaman
sejak hukum tersebut dinyatakan berldktntuk itu, hukum membutuhkan
pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika b#apan dengan suatu kasus.
Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkanusant nilai agar

hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuals kase layy dalam

!9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29
2 Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

%! pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 20@firig kekuasaan kehakiman.
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bentuklaw in action Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hagkim
dalam putusan pengadilan (yurisprudeffsi).

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu lesadilan, asas
kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas terSsbwlis gunakan
sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pelagaddgama Malang
Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan tecselet karena teori
tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hulglam. Asas keadilan
dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dgaran hukum Islam adalah
keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastiakuhy juga menjadi asas

dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan ol€juakn.

23 s . .
bl agde okt Von) Ll 3 Gy 3> ) Ellge EL, O Ly

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkakuman pada suatu
bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum meR&sulNya. Untuk lebih
jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tufjugtum yang
paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanarradefisafat hukum. Asas
keadilan juga merupakan asas yang digunakan dald&mmnh Islam, seperti

dijelaskan dalam al-Qur’an:

22 Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, sepettide interpretasi dan
metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakulakum Universitas Padjajaran dalam
blogny http://regafelix.wordpress.com/2012/06/0&bode-penemuan-hukum/  diakses pada
tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

23 Al-Qasas : 59.
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Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga $tgra hukum dan
kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah rkbseigan antara yang
patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungaaupun berupa
kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapattikhn sebagai
memberikan hak yang setara dengan kapasitas segeata@u pemberlakuan
kepada tiap orang secara proporsional, tetapi lpgg berarti memberi sama
banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jedabegdasarkan prinsip
keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah adayarsama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum manpaarapan
bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenamgdwge dari aparat
penegak hukum yang terkadang arogansi dalam mekgladugasnya sebagai
penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukasgarakat akan
tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut huKiampa ada kepastian
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harusridipt, tidak
mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilar@mugtiaak dilarang oleh
hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melpkmoramaan yang baik
dan jelas dalam suatu undang-undang dan akarpelals penerapanya

Asas kemanfaatan : Kemamfaatan hukum perlu dipkdmatkarena

semua orang mengharapkan adanya manfaat dalansaedan penegakan

24 An-Nahl: 90.
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hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melkarbikkeresahan
masyrakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bateadilan memang salah
satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang laim- seperti kemanfaatan
(utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalamemegakan hukum,
perbandingan antara manfaat dengan pengorbanars hmoporsionaf’®

Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukuiainseberazas
kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfahal ini disebutkan

dalam al-Qur’an:

26...‘*@5“ cddall wiy gy s & Js

F. Metode Penelitian
Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada dat&usder yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dataeprohari penelitian lapangan
yang mendukung data sekunder, sehingga permasatakak yang diteliti
dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapatralgie penyusun
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusupskni adalah
penelitian kepustakaatilrary research). Penelitian kepustakaahbgary
research vyaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkam

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catataapun laporan hasil

“http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubunganj@an-hukum-kepastian-
hukum.html diakses pada hari sabtu tanggal 28 desze2013

%6 Al-Maidah: 119.
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penelitian dari penelitian terdahuiliPenelitian ini dilaksanakan dengan
melakukan analisis terhadap produk badan Perafflatusan Pengadilan)
berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadigama Malang. Data
tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengara daing diperoleh
melalui penelitian lapanganfi€ld research berupa hasilinterview
Penelitian lapangarfi¢ld research digunakan untuk mengetahui sejauh
mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dignnpada kasus
penetapan harta bersama dalam perkara poligamemfjaeilan Agama
Malang.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunatpskini
adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengeara menetapkan
metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yaiggirdikan sebagai
dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan mabkalaéh bersama
dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitigiupayakan
memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagaddeneyang
berhubungan erat dengan harta bersama dalam pagligeemudian
dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaatunaeraperundang-
undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkéen atau
informasi mengenai penetapan harta bersama dalagampo serta akibat

hukum yang ditimbulkan.

2" M. Igbal HasanPokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Apfikeya (Jakarta::
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11.
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3. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelakigan
menjadi dua, yaitu:
a. Data primer
Data primer berupa dokumen putusan dari Pengaditema
Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mig.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dasil ha
interview dengan hakim. Dilakukan dengan carderview bebas
terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan erbph
pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagaiompad, tetapi
dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yalgesuaikan
dengan situasi pada saaterviewdilakukan?®
Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui ldailm
tentang pokok permasalahan, yaitu tentang hart@aber dalam
poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama umteiara harta
bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.
Selain dari wawancara, data sekunder juga dipeddehbuku-
buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahasatentharta

bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukudgngan

%8 Ronni Hanitijo SoemitroMetode Penyusunan Hukur@Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him. 73.
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peraturan perundang-undangan yang mengatur tehgmg bersama
dalam perkawinan poligami.
4. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdatetode
normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendakayang didasarkan
pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yufldgal analisig
yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukam peératuran
perundang-undangan yang berlaku.
5. Metode Analisis Data
Untuk menganalisa data dipergunakan metode deflaiplitis™
yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-datay ydiperoleh

sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat tér@gevegan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitiammetka dalam
penelitian ini akan disusun dalam lima bab yangnak@enjabarkan satu
persatu permasalahan secara mendalam dan sisteemting permasalahan
penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelini dapat disusun
sebagai berikut:

Bab pertamapendahuluan, bagian ini merupakan bagian yanggalin
umum pembahasannya karena hanya memuat dasartelatsarg penelitian.

Materi pada bagian ini meliputi latar belakang ntesgpokok masalah, tujuan

29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukun@Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.223.
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dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangkatikk, dan metode
penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan tdagetahui secara
global tentang penelitian ini, baik tentang masajah teori apa yang
digunakan maupun metode serta pendekatannya, gehiagph jalannya
penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua,Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta
bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal ustthhaersama, kedudukan
dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggwab harta
bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yantjpuatie pengertian
poligami, poligami dalam lintasan sejarah, sertaadehukum dan syarat-
syarat poligami.

Bab ketigaharta bersama dalam poligami, di dalam bab ini psay
akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agamand/dkxlebinh
dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kamgan Pengadilan
terhadap penetapan harta bersama dalam perkagamaliSelain itu di dalam
bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum mtimbangan hakim
terhadap penetapan harta bersama dalam poligangadeRerkara Nomor:
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empatAnalisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalakarf@er
Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang argalidasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan HartaaBarslalam Perkara

Poligami.
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Bab kelima,penutupan merupakan bab terakhir, pada bab insiberi

tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saraarsa



BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Harta Bersama

Islam adalah agama yang mengandung aqgidah dan namga
peraturan atau undang-undang. Unsur dari padalagidalah meng-Esakan
Tuhan dan menyembah kepadanya. Sedangkan dasamatiai undang-
undang adalah untuk kebahagiaan dan menjamin seetgaga hak-hak
seseorang, dan menjaga agar tidak saling berteaniadglam kemaslahatan
umum?

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukueanta
merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokd&pén harta dalam
perkawinan mempunyai peran penting dan strategsenk dengan harta
tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhamuigs.

Banyak istilah untuk menyebut harta dalam perkamirgeperti harta
perkawinan, harta bersama maupun harta benda dadgkawinan. Harta
perkawinan merupakan sebutan yang berasal damntahjan huwelijks
vermogensHarta benda merupkan terjemahan tarvelijk goderedan harta
bersama diambil dari istilah hukum adat sepertirthdbawaan” (Lampung:

sesan,Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), “harta pencarian” (Minangkabau:

! Muhammad Mahmud BablyKedudukan Harta Menurut Pandangan Isl@mat-1
(Jakarta: Kalam Mulia),him. 5.

21
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harta suarang,Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesgkdan “harta
peninggalan” (hadiah,hibah,dan lain-1&in)

Jika dilihat dengan cara susunan kata, harta bersaemupakan kata
majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta densama. Dua kata ini
dalam tema yang dimaksud adalah merupakan sattukeskata yang tidak
dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelajadisatu katd.

Pengertian harta sendiri di dalam hukum perdatmistli istilahkan
denganmal, jamaknyaamwal Para fugaha’ menjelaskan pengertian harta

sebagai berikut:

4 iradn s o 4 p LY 4 lea (S US 1L

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dagiaebut harta kecuali
telah memenuhi dua hal, yaitu:
1. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
2. Kemudian dapat diambil manfaatnya menurut cara yarjasa

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai ganbdi manfaatnya
selama nyata dan positif dipandang sebagai hagperts benda-benda yang
kita miliki, baik berupa tanah perkarangan, sawaimah, uang, dan lain

sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikudsai belum dapat

Hilman adikususmaHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,uruladat
dan Hukum Agamd&et. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlr24

*Hasan ShadilyEnsiklopedi IndonesiéJakarta: Ichtiar Baru, 1982), him.1263.

4 Zahri HamidHarta dan Milik dalam Hukum IslarfYogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985),
him.1
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dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwuyjadpenguasaan dan
pemanfaatan benda-benda tersebut.

Menurut B. Tear Haar dalam arti umum harta bersadsdah barang-
barang yang diperoleh suami istri selama perkawirari beberapa definisi
dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah karng diperoleh suami
istri baik bersama-samamaupun pribadi selama dakatan perkawinan.
Kedudukan harta bersama masih tergantung padakbeetkawinan yang
terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyaadikd, apakah masih
kuat dalam mempertahankan garis keturunanpatrineetrilineal, atau
bilateral parental.

Konsep perkawinan dalam masyarakat patrilineal addallengan
mengambil calon istri dari luar clan itu sendiepsrti kawin jujur di daerah
gayo dan batak. Dalam perkawinan ini, pihak kelaaigiri menyerahkan
perempuan sebagaiagisrelegius sehingga istri terlepas dari pertalian darah
keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminyaasetan dan tidak ada
pemisahan harta. Harta yang diperoleh istri daangrtuanya menjadi hak
milik dan dikuasai oleh suaminya. Dalam masyarak@ng masih
mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanifgrkawinan yang
berlaku adalah perkawinan semeda (tanpa uang .j#pgbila sudah terjadi
perkawinan suami masuk dalan kekerabatan istri dtamduk dalam
penguasaan pihak istri (Minangkabau diseburang sumandp Pada

masyarakat matrilineal harta atau “pusakoh” adatdlk suatu keluarga, dan

°B. Tear HaarAsas-Asas dan Susunan Hukum Adlit, bahasa Soebekti Poesponoto
(Jakarta: Pradya Pramita, 1960), him.193.
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dalam penguasaan istri. Dalam masyarakat yang $emiden parental atau
“Keorangtuaan; maka perkawinan yang terjadi “Perkawinan
Bebas'atau'Perkawinan Mandiri” karena hanya terikat pada hubungan
keluarga serumah tangga dibawah pimpinan ayah ldandan tidak terikat
dengan hubungan kekerabatan yang luas. Seteladit@ggrkawinan maka
kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas modmen tempat
kediaman sendiri. Harta bersama dalam perkawinaengd di bawah
penguasaan suami dan istri.

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa hatésiaasuami
dan istri itu terpisah, jadi masing-masing mempuhgk untuk menggunakan
atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, deggnggu oleh pihak
lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya grasasing sebelum
terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperafetsing-masing pihak
dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usabkanie misalnya;
menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainy

Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalaank@winan itu
dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilja sebelum adanya
perkawinan, baik diperoleh karena mendapatkan amam@$au usaha-usaha
lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.

2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehrglarsa berada dalam

hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karaeaha mereka
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bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diglerolkarena
hibah,warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada daldoanigan perkawinan
atas usaha mereka berdua atau salah satu pihakeka, dalam hal ini
disebut dengan harta pencahafian.

Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tah@m4
diistilahkan dengan harta bersama. Kata harta idisgersangkakan adanya
hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukunra afiiakum
kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaanggehkeduanya dapat
dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Harta besmsagbagaimana dalam
undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 adalah kakayaan yang
diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari siapat ditarik kesimpulan
bahwa antara suami istri di dalam perkawinan teatgpersatuan harta
kekayaar(. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peraw maka
harta dilebur menjadi satu. Artinya, dengan adapgmkawinan, maka
terbentuk dengan sendirinya harta antara suamistiatryang berwujud harta
bersama. Dengan demikian harta besama antara staminipun tidak
mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa meoglkan atas nama

siapa yang terdaftdrJadi harta bersamanéde eigondojn menjadi harta

®Wasman dan Wardah Nuroniyatiukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Posistifyogyakarta:Teras, 2011), him.213-214

" Huzairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19Jdkarta: Tinta
Mas, 1976), him.23

8yahya HarahapHukum Perkawinan Nasionglyledan: Zahir, 1975), him. 116-117
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dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyantilk atas benda yang

sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama disini adafaisus, yaitu pemilikan

yang terkaif’

Jadi dalam undang-undang perkawinan berlaku suaberkamaan
yang tidak hanya berlandaskan lahir sajatetapi jogtn. Artinya dalam
perkawinan semuanya menjadi bersama, bersatu sdfk berupa harta
melainkan juga berupa keturunan, tanpa ada suatl sirkah lagt® Hal ini
berlandaskan pada pasal 35,36 dan 37 undang-upéakawinan.

Adapun landasan—landasan dan ruang lingkup hartg d#eroleh
selama perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan (YurisprodemdA Nomor
803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971)

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah percerageny yibiayai dari
harta bersama (Yurisprodensi MA Nomor 803/K/SIPL3&rtanggal 5
Agustus 1971)

3. Harta yang dapat dibuktikanyang diperoleh selankapgnan

4. Penghasilan harta bersama (Yurisprudensi MA Norb@r/K/SIP/1974)

5. Segala penghasilan pribadi suami-istri (YurisprademA Nomor

454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971).

*Ibid,him.118
1% sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesidakarta: Ul pres, 1992), him. 41

! yahya HarahapKeduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Aga®et-1, (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1990), him.249.
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Sedangkan dalam Islam secara eksplisit al-Qur’daktimengatur
masalah harta bersama dalam perkawinan, yang aga hak milik pribadi
wanita dan mahar. Berarti dalam hukum Islam tidanemtukan atau tidak
pula melarang harta dalam perkawinan itu terpisah disatukar?

Ketentuan mengenai harta bersama dalam Islam semabih simpang
siur. Ada yang berpendapat bahwa harta bersamia sida kecuali melalui
syirkah. Syirkah ini mencerminkan bahwa suami-istenguasai dan berkuasa
penuh terhadap harta bersama, konsep ini melahdas bersama dalam
aturan Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan 87.

Pendapat ini melandaskan bahwa tidak ada hartaarbarsSelain
pembiayaan rumah tangga dan biaya pendidikan amealk-aeperti cincin,
giwang, mobil dan lain-lainnya yang diberikan sugmaida istrinya, maka
harta itu milik istri. Harta itu tidak boleh digamg gugat. Kekuasaan istri
terhadap harta tersebut adalah kokoh dan tetapmiSumlak boleh
mempergunakan harta tersebut dan bila suami mennpatgn harta tersebut
maka hal itu termasuka dalam perhitungan hutangrispada istrinya.

Dalam arti yang umum, harta bersama merupakan ¢pdrarang atau
kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan di maaaisstri itu hidup
berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hideparga. Dari
sinidapat disimpulkan bahwa harta bersama itu talsan baik oleh suami
dan ataupun istri selama perkawinan. Jadi hartengtupakan milik bersama

suami istri demi kesejahteraan perkawinan (kelyaygag mereka bangun.

113

Y2Abdurrauf, Al-Quran dan llmu Hukumget-l, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), him.
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Harta bersama selain yang berasal dari harta ygegoleh semasa
perkawinan, juga tidak menutup kemungkinan berakal harta pribadi
masing-masing suami istri. Harta pribadi suamii isit dapat berupa harta
bawaan, hibahan, warisan, sodagoh, dan lain‘feiarta bawaan masing-
masing suami istri merupakan harta yang dibawa oiaking-masing suami
istri pada permulaan perkawindhHarta yang dibawa oleh masing-masing
suami istri tersebut dengan kehendak masing-masiai istri diikutsertakan
dalam harta bersama. Jadi status harta yang semilika masing-masing
sauami istri berubah menjadi harta bersdma.

Demikian pula dengan harta hibah atau warisan.aHadrisan suami
atau istri dapat dijadikan harta bersama dalam gwérlan atas kehendak
masing-masing. Harta bersama jugadapat bersahdda pribadi yang berupa

hadiah, maupun shadaqah yang diberikan kepada sstami

B. Jenis-JenisHarta Bersama
Seperti dalam penjelasan sebelumnya, jika meletwesul harta yang
didapat dari suami istri maka sangat mungkin ad#etyia dari satu kelompok
harta. Dapat disimpulkan bahwa harta tersebut ddipatiakan dalam empat

sumber, yaitu:

13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kosigilakum Islam pasal 87.
4 yahya HarahapHukum Perkawinan NasionglMedan: Zahir, 1975), him.117

*Teer Haakzas-azas dan Susunan Hukum Adalh bahasa: soebekti Poesponoto),
(Jakarta: Pradnya Pramita, 1980), him.220.
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1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh ddehsseorang suami
atau istri

2. harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah

3. harta yang diperoleh pada saat perkawinan atam&grerkawinan

4. harta yang diperoleh selama perkawinan selain ldbah, khusus untuk
salah seorang dari suami istri dan selain darahasrisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam surnaea ini
dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu hataama yang dimiliki dan
dikuasai bersama dan harta masing-masing yangikiirddn dikuasai oleh
masing-masing suami istf.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dakataélan sebagai
harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagai dikamukakan pada
uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekordanidari segi hukum, yang
keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauaroekomenitik beratkan
pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukumtinéeratkan pada aturan
hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segkiim diatur dalm
undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan pasabagai berikut:
Pasal 35:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan miehgth benda
bersama

2) harat bawaan dari masing-masing suamidan istrhdaia benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waaidalah dibawah

¥|sma’il Muhammad SyahPencaharian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Suid
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hulglam, Disertasi dalam lImu Hukum
(Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984), him.148
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penguasaan masing-masing penerima para pihak titakentukan
lain
Pasal 36:
1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertirdak persetujuan
kedua belah pihak.
2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami danmstnpunyai

hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengeaga h
bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersdratur dalam
bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinaandglasal 85 s/d pasal
97.

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa “ adanya harta bersdatam
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanyaahanilik masing-
masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal @bpflasi Hukum
Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagai mana tersebut dalam paskht8S dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bendaktibergerak,

bergerak, dan surat-surat berharga.

Harta bersama yang tidak berwujud dapat beruparzakpun kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang janmoleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lain.

W

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, bahwey yhanggap
sebagai harta bersama adalah berupa benda mihk ssta yang mempunyai
nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu, mempunyaianikegunaan dan ada
aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupdableerwujud yang

meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, seddahbersama dapat
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berbentuk surat-surat berharga dan harta bersapeat tarupa benda tidak
berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan iddlah bahasa
belandaZzaak,barang adalah terjemahan dgmogdan hak adalah teriemahan
dari recht. Menurut pasal 499 KUHPerdata, pengertian bendgpuotebarang
dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkartaktdrwujud, pada
benda lekat suatu hak, setiap pemilik benda jugniligehak atas bendanya
itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yangirgkat dengan milik
sajal’

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-dépat berupa hak

dan kewajiban yang harus ditanggung suami istri.

C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama

Peraturan peraturan tentang harta bersama sepédaigasal 35 sampai
dengan pasal 37 undang-undang no 1 tahun 1974mnd&enpilasi Hukum
Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada gi&hiranyangkut mengenai
tanggung jawab masing-masing suami istri baik amaereka sendiri ataupun
pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperaédmsa perkawinan
dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian &eunya. Dengan adanya

lebih dari satu kelompok harta dalam satu kelutetzdn mengantarkan perihal

YAbd.Kadir Muhammadjukum Harta Kekayaar{Bandung: PT.Citra Aditya, 1994),
him.10
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tanggung jawab harta bersama dan harta pribaditerserhadap tagihan atau
tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, probelmatika tanggung jawab mbjika terdapat
lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluargltuk lebih
mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tunpiteak ketiga
terhadapa harta bersama atau yang biasa disebgardemutang dalam
perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahmlakna hutang dalam
kapasitas pribadi masing-masing suami istri atauputang selama dalam
perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang aetegelparan
yang dilakukan masing-masing suami atau istri atacara bersama-sama
untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama tettmasuk atas
pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikak dan lain-lairt®

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuaansuatau istri
semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribbading-masing suami
istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengelunarsehari-hari untuk
kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebundadmtuk hutang untuk
kepentinga keluarga maka beban hutang tersebut adiemjeban harta
bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini beaka dengan hutang-

hutang yang melekat pada milik pribadii.

¥wirjono Prodjodikoro,Hukum Perkawinan di IndonesigBandung: Sumur, 1981),
him.121.

°Ali Afandi, Hukum Perkawinan Indonesiélakarta: Bina Askar, 1986), him 172.
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Dengan demikian prihal tanggung jawab hutang pgitamasing-
masing suami istri dapat timbul antara lain bahwadaihg-hutang yang
membebani diri masing-masing sebelum perkawinatanguhutang untuk
keperluam atau kebutuhan rumah tangga yang dibeat masing-masing
suami istri.

Ditribusi tanggung jawab prihal beban dalam hubungatara suami
istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi bettas harta bersama. Hal
ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat 2 Kompilagkitn Islam:

“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukamtuk
kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bea8am

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalamvpieda dan harta
pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguagagrenuh ditangan istri.
Demikian pula dalam prihal hutang istri tidak bethgauh dengan beban
pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan baik sebelum atau
semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentikgararga, juga
menjadi beban pribadi istri. Artinya bahwa hutasiyi iterhadap pihak ketiga,
ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sangdstrana hal itu terlepas dari
harta pribadi suami atau harta bersama.

Berpijak pada 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahgegala
pertanggungjawaban tentang istri dapat berupa hpetacaharian yang
diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya.

Disamping digunakan untuk kepentingan pribadi i, ikarta pribadi

istri dapat pula dipergunakan untuk menutup belsbab hutang yang
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ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi al#frselain harta bersama,
dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilwesgan harta pribadi istri.

Penggunaan harta istri dalam “turut” menutup kekgam atas beban
hutang bersama bersifat komplemen. Artinya bahveditg tanggungan atas
beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dara temtsama sendiri bahakan
oleh harta suami maka baru harta pribadi istri fbiné untuk menutup
tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang terselambil
mengingat kedudukan suami sebagai kepala keld@r@ebagai kepala
keluarga maka suami wajib melindungi istri dan menian segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga suami dengan kenmampa’" Artinya
bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nalkaya rumah
tangga dan lain-lainny3.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabilanashn beban
hutang bersama yang ditutup dengan harta bersaoma lbakup, diambil dari
harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata [aioritas utama untuk
menutup kekurangan hutang bersama diambil dar paitvadi suamf®

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasareggpakan

semua harta yang diperoleh selama perkawinan sdaahglukan suami istri

2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasayatl3
“bid, Pasal 34 ayatl
“bid, Pasal 80 ayat 4 (a dan b)

% Katentuan ini tidak bertentangan dengan pasayatlaUndang-Undang Perkawinan.
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berimbang dalam suatu harta bersama suami istripueyai andil yang
sama”* Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditangaiadgersama
dan kalau tidak memadai dapat diambil dari haritaagi , berarti pihak ketiga
ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih bailkhkBa pasal 29 sub 4
undang-undang perkawinan menetapkan adanya perfjaduterhadap pihak

ketiga.

. Tinjauan Umum tentang Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengaruaiuj agar
terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-da wanita dibawah
naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubwamgdara mereka. Tidak
mungkin bagi seorang wanita untuk merasakan tidakhbkepada seorang
suami yang mendampinginya secara sah meskipun emiliki kedudukan
yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidakumgkin merasa tidak
membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggumentuknya
keluarga dan keluarga merupakan kompenen pertamaan d@embangunan
masyarakat dengan demikian, tujuan perkawinan bukebagai sarana
pelampiasan nafsu syahwat belaka, melainkan mentiljkan yang mulia.
Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayangesenangan, sarana

bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagasgebagi suami istri dari

K eputusan MA Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggald¥&mber 1974
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bahaya kekejia®> Dengan perkawinan itu lahirlah generasi yang akan
memperbanyak umat, memperkokoh kekuatan, serta ngieatkan
perekonomiannya. Dengan demikian, akan terjadipsikaling menolong
antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan depektingan hidup, suami
bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhdoatga dan istri
bertugas mengurusi rumah taangga serta mendidiaamek.

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejalaiadd yang lalu
sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam pargjuan untuk
dijadikan landasan dan modal utama guna membinailedn rumah tangga
yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Idealnyaarsgdaki-laki memang
hanya memiliki satu orang isfi. Namun selain asas monogami, dalam
perkawinan juga dikenal dengan apa yang dinamadgkgemi.

1. Pengertian Poligami

Kata poligami bersal dari bahasa Yunani, yaitu &atapoli yang
berarti banyak, dan katgamein yang berarti kawin. Secara bahasa
poligami berarti banyak kawin, yakni seorang laktlyang kawin dengan
beberapa orang wanita. Kata poligami digunakangssbdawan kata dari
poliandri, yang mempunyai arti seorang wanita yang kawingden
beberapa orang laki-laki.

Istilah lain di Indonesia untuk kata poligami adalpermaduan

atau madu, di Jawa dikenal dengan katdnyu,suami yang berpoligami

5 Rahmat HakimHukum Perkawinan IslanfBandung: Pustaka Setia,2000), him.15
*4bid, him.121
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disebut bermadu dan istri yang dipoligami disebatimataumaru dalam
bahasa jawa.

Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seornang kawin
dengan seorang wanita selayaknya monogami, kemudietelah
berkeluarga beberapa waktu , suami tersebut kaagndengan wanita
lain tanpa menceraikan istrinya, begitu seterusAyalai suami tersebut
kawin lagi, ia tidak menceraikan istri yang dimifiga. Seandainya salah
satu istri tersebut diceraikan, dan jumlah istmgadain masih lebih dari
satu, maka suami tersebut masih berpoligami, segitagdiceraikan
beberapa dan tinggal memiliki satu istri saja, makemi tersebut
dikatakan kembali monogami.

2. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan bedekalum
Islam datang. Dalam hal ini, seorang laki-laki dipgehkan menikah
dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti stdah berlaku sejak
dahulu pada masyarakat cina, india, mesir, arabigyeyahudi, sisilia,
rusia, jerman, dan lain-lainnya.

Dalam agama kristen tidak ada keterangan yang jeklarang
melakukan poligami dengan dua wanita atau lebihskipein merek
(orang-orang kristen) ingin agar poligami dibolemkeetapi para pemuka
agama kristen terdahulu memandang cukup dengan is@tudengan

alasan hal ini lebih dekat untuk menjaga aturanudgla dan

2" Musafir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi(Jakarta: Gema Insani
Press,1997), him.34.
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mempersatukannya, keaadan ini berkembang di kerajemnawi.

Penafsiran perkawinan tersebut diatas tidak meagbalmereka untuk
melakukan poligami sampai akhirnya perkawinan y&eigh dari satu
wanita menjadi terlarang seperti yang kita ketaetiarang®

Dikalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-lakhbk menikahi
sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maugyarat. Di dalam
Sunan Turmudzi disebutkan bahwa Ghailan bin SalaeshTsagafi
ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh istrigufal bin Mu’awiyah
memiliki lima orang istri , dan Tsabit bin Qais miékn delapan orang
istri sebelum masuk Islam.

Dari uraian tentang sejarah diatas, dapat ditagirkpulan, bahwa
ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa dijmia sebelum agama
Islam lahir, karena sejarah poligami sama tuanymale sejarah manusia.
Sejak zaman dahulu kala sampai diutusnya Nabi Muofean SAW,
hampir seluruh bangsa di duniamelakukanpoligamhingga dapat
dikatakan bahwa poligami adalah hal yang biasaaderjserta telah
menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik poligaamydk
terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dapelsdaban tinggi.
Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakatg/éerbelakang karena

mereka telah terbiasa memiliki seorang istrofiogam)i.*

% Ali Hasan,Masail Fighiyah Al-Hadisah(Jakarta: Rajawali Press,1996), him.20.

“Musafir Aj-Jahrani, Poligami dari berbagai persepsi(Jakarta: Gema Insani
Press,1997), him.37.
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Poligami adalah satu diantara sejumlah tradisi lighi yang
pertama diperangi oleh Islam secara berangsur-andgsahulu, pada
umumnya orang-orang arab suka sekali melakukamaouli tanpa batas
hal itu merupakan satuhal yang lumrah. Setelahmistiatang, maka
keadaan tersebut dihadapin dengan sebagai sudtasgang telah ada
dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang $ielstkai dengan rasa
keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketenketentuan yang
menghilangkan akibat buruk poligami.

Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemsaan.
Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh bérdmgan dengan wanita
lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih @anipat orang. Sedangkan
poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalahalsosielindungi
wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantaskarke posisi

seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormayan

E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama
Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligkam menjadi
persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapatkieatkan pada
kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilkko pembukuan yang rapi
dan akuntabel’ Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepaimminya

untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulerireg tidak

%0 Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Kalscet ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).him.149.
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diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersamadigsi oleh
kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah didaam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2)labaPasal tersebut
telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawpoligami harus
terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhmoydauk menghindari
terjadinya percampuran harta bersama yang dapakibat sengketa jika

terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan §tesia perceraian.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Pertimbangan atagonsideranssuatu putusan hakim adalah bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakinengambil suatu
keputusan tertentU’ln order that a trial should be fair, if it is ecessary,
notonly correct decision sholud be reached, bub @&t it should be seen to
be based on reason; and that only can be seereijutige himself states his
reasons” kata Sir Alfred Denning* Pasal-Pasal baik dari sumber hukum
tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkamlabn menghadapi suatu
perkara, hakim dianggap tahu akan semua hufusncuria novit).Jadi soal
menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukaradignhak para pihak

berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukurh Hzdgm ialah®?

%1 Sudikno Mertokusumo,Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak
1942 (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973), him.29

%2 Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata IndonesiéYogyakarta: Liberty,1982),
him.161.
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perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, gautwdesa, yurisprudensi,
dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan meruppkaduk hukum
utamadalam sistem huku@ivil Law yang dikeluarkan oleh badan berwenang
di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesoeanat Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimaal Pds/at (1) “Hakim
dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, daemahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyatakdenurut
Prof.DR.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Huth.

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandumgureunsur
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secapogional (radbruch,
1946:30). Suatu putusan hakim harus adil, tetapishpula bermanfaat bagi
yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, danmiarjekepastian
hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakarciptanya
keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Untukgusahakan adanya
keseimbangan antara tiga unsur secara proposiaiamdsuatu putusan

tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni attskendir®*

#3Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam RiakHukum Acara
diPeradilan Agama”,Makalah , (disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Aguhg R
tanggall0 s/d 14 oktober 2010, di Balikpapan, Kafitan Timur), him.4.

*sudikno MertokususmoTeori Hukum,(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011),
him.23.



BAB I11
DATA PERKARA POLIGAM| DAN HARTA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan leanbag
peradilan terdiri dari:
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Semula ada tiga macam nama untuk badan-badan RBaeradi
Agama, yaitu:
a. Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura
b. Kerapatan Qadhi untuk kalimantan Selatan
c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah untuk daetenr Dawa
Madura
Sedang tingkat banding ada Mahkamah Islam Ting§ulakarta.
Kemudian dengan keputusan Mentri Agama Nomor 6 ndf80 nama-

nama tersebut diseragamkan yaitu Pengadilan Agrbagae peradilan

! pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970.

42
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tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebbgdan peradilan
tingkat bandind.

Pada saat dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor hdnra970,
Pengadilan Agama belum dapat disejajarkan dengagapdan lainnya,
karena pelaksanaan putusan Pengadilan Agama masiheniakan
pengakuan dari Pengadilan Negeri. Baru setelah meyap Undang-
Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahu891%engadilan
Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain, yaiaktlagi memerlukan
pengakuan dari Pengadilan Negeri dan untuk melaksanputusan telah
tersedia juru sita.

Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama kota malang terletak di Jalan iRdeanji
Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecmatan BlinghiKota Malang,
dengan kedudukan antara 705’-802’ LS dan 126’-B7’ Batas wilayah
kota malang, adalah sebelah utara Kecamatan Smgima Kecamatan
Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan KecanTatapang, sebelah
selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatasdfiakban sebelah
barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama kota malang terletak ketinggiahsénpai 667
meter diatas permukaan laut, sehingga berhawarddag sejuk. Sebagai

aset negara Pengadilan Agama kota malang menergbatn seluas

him.124

2 Sudikno MertokusumoMengenal Hukum, cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991),

% |bid, him.128



44

1.448m dengan luas bangunan 844m yang terbagi dakamgunan-
bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tymggag pendaftaran
perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama kota Malangilaim
pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pauoggal 25
September 1985 berteptan dengan tanggal 10 MuhatdG6 H, dan
selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan.bdian terkahir
dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamghng RI
Nomor: 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desenddaurt 2004 revisi |
Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. PengadiAgama kota
malang mendapatkan damahabilitasi gedung yang digunakan untuk
merehabilitas bangunan induk menjadi menjadi dua lantai yang
dipergunakan untuk ruang ketua, ruang hakim, rupagitera, ruang
panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraaniudangy keseketariatan.
. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Mentri Agama Nomor 73 Tah8@31
tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetdgava Pengadilan
Agama kota malang termasuk Pengadilan Agama kelasyditu kelas
dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilaggi Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas Baggadilan
Agama adalah:
a. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama

b. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditanganig@dag Agama
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c. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilam&g

a. Kewenangan Absolut

Wewnang absolut atau dalam bahasa belanda diagtbttie
van rechtsmacht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian
kekuasaan anatar badan-badan Peradlilabengan kata lain,
kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyapgkubagian
kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini batsif
mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadkuasaan
yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kearggan mutlak
baginya untuk memeriksa dan memutus perkafBanpa bisa
diintervensi oleh lingkungan Pengadilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkagkatirpertama
anatara orang-oraag yang beragama Islam dibidangawiman,
kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, aball, dan ekonomi

syari'ah’

4 Retno wulan sutantio dan Iskandar oerip kartawsindiukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, Cet.VIIl, (Bandung: Mandar Maju, 1997), him.11

> Mahkamah Agung RIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
buku ke-2, (edisi 2009), him, 81

® M.Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7
Tahun 1989, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him.102

" Mahkamah Agung RIPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
buku ke-2, (edisi 2009), him.68.
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Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganupasasalitas
kelslamarf seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelakuudsaian
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragasiam
mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimakkaldm
Undang-Undang ini®. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara
harus sama-sama beragama Islam atau pada sadli tasfaungan
hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dakdnmi
Pengadilan Agama kota Malang mempunyai kewenanigsolt yang
sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, ystkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, aball, dan ekonomi
syari’‘ah. Dalam hal ini termasuk juga tentang péunem kewajiban
memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekiais atau
penentuan suatu kewajiban bagi bekas i8tg§ang mana masalah

tersebut juga masih dalam lingkup perkawinan.

8 Mahfud MD, Kompetensi dan Sruktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan
Agama Kompilas Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (yogyakarta:Ull Press, 1993),
him.40

° Lihat pasal 3 undang-undang No. 3 Tahun 2006 ngrp@rubahan undang-undang No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

19| jhat pasal 41 sub ¢ undang-undang No 1 Tahun 1974
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b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama kota malang membawahi 5 kecamatan,
yaitu:
1) Kecamatan Kedungkandang
2) Kecamatan Klojen
3) Kecamatan Blimbing
4) Kecamatan Lowokmaru
5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadigama
kota malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesti@angan keputusan
Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahdiakdn
Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) meggiun
wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kotatlB Sehingga,

Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kdtang.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.
1) Visi
Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan
bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum ungeramin
keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hufamg mampu

memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.
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2) Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala
hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayseraerminan
perkara secara cepat dan tepat sebagai bentulapalaprima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya
sehingga tercapai persidangan yang sederhana, dapabiaya
ringan.

Memutuskan perkara denga tepat dan benar sehingga
tercapai putusan/menetapan yang memenuhi rasaldwad@an
dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

. m SESUAI SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996
Bt oo sk 1T D M ASMS UL ‘, e L MRTAOLDSHL M
B 20w B s wsmorn s | :
3, H. SYAMSUL ARIFIN, SH. 5 brassssnnsnisssnnnnnnensn .:
4. Drs MUNASIG, WA, . |
= PAIIITEM/SEKRETARIS
0 SR R £ E HMRLHOASH
B 6.0 i RUSMULYAN [
HIANIDON i H MALAMA HSH SIS
(o] e oo ]
DATILATUR RACHMACH, SH. Ore. i, UMROH FATHAWATI WASDULLA SHMH. i fcg  ANDIRISANURAGUSTINLSH.
' T —T—
[T & LIRS Sk [0 L | L & L SIRIVNASE
2 2 2 2 ‘ 2 2
i i i 3 3 3
4 4 4 4 ‘ & 4
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
PANITERA PENGGANTI | JURUSITA PENGGANTI KETERANGAN :
&1 Dra SUADYA £ BYNTABAWDWSWLSK £ L ESYIODROMTLSH —— Garis Komando
£ 2MKHORIDI S 1 I . m
& LNRCUIGSHSH . Garis Koordinasi
[ & MUSTIVAH, S 8
£ SERHuONSH [}

M http://www.pa-malangkota.go.id diakses tangga03/2014
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B. Data Perkaraizin Poligami
Menurut dan hasil penelitian, perkara poligami yalifgutuskan pada
tahun 2011-2012 sejumlah 19 perkara. Tahun 20118gu#usan sedangkan
pada Tahun 2012 ada 11 putusan. Dalam penelitigpanyusun mengambil
10 sampel, 7 perkara tahun 2011 dan 3 perkaradntda012. Adapun sampel

perkara poligami pada tahun 2011 dan 2012 adalah:

Perkara Tahun 2011 Keterangan
0034/Pdt.G/2011 Dikabulkan
0407/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1636/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1729/Pdt.G/2011 Dicoret
1757/Pdt.G/2011 Dikabulkan
1894/Pdt.G/2011 Dikabulkan
2012/Pdt.G/2011 Dikabulkan
Perkara Tahun 2012 Keterangan
0715/Pdt.G/2012 Dikabulkan
1048/Pdt.G/2012 Dicabut
2198/Pdt.G/2012 Dikabulkan

Dari sepuluh sampel perkara poligami, hanya adangmerkara yang
mencantumkan harta bersama, yaitu perkara Nomor:
1. 1636/Pdt.G/2011

2. 1757/Pdt.G/2011
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3. 1894/Pdt.G/2011
4. 2012/Pdt.G/2011
5. 0715/Pdt.G/2012
6. 2198/Pdt.G/2012

Sedangkan perkara poligami yang tidak mencanturhkata bersama

ada 2, yaitu perkara nomor:

1. 0034/Pdt.G/2011

2. 0407/Pdt.G/2011

. Deskripsi Kasus dalam Perkara Poligami No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yanggbeditangani oleh
Pengadilan Agama kota malang, yang terdaftar dengamor registrasi
2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranyagabberikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadiblah
sebagai berikut yaitu: Dra.Hj. SRIYANI, MH sebagaakim ketua, dan
Drs.MUNASIK,M.H. sebagai hakim anggota I, serta BijdRUSMULYANI
sebagai hakim anggota Il.

1. Identitas
Perkara izin poligami ini terjadi antara sang sudan istri dengan
identitas sebagai berikut:
a. H. LASIMO bin ASWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan,
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. MadyopiNo.26 RT.02
RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandeota

Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BARLIBANESI,
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SH., SUPRAPTO, SH. Advokad & Konsultan Hukum yamrgatamat
di JI. Ikan Paus Ill Nomor 2 Kota Malang, berdasariSurat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selagjuitigebut
Pemohon
b. Hj. SIAMI binti TASELIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JI. Madyopiio.26 RT.02
RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandota
Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada H, NMR, SH.
MH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kanya pada
Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jlyjéma
Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasaiséh
tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya uliepmohon

2. Posita (Fakta Hukum)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padgakl7
September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Penciialh Mantor Urusan
Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengandapat
Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 3§ptember 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termo
bertempat tinggal di rumah bersama di JI. MadyofNoaor 26. RT.02 /
RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandakkgta

Malang;
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Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohoifietamohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istarmun sampai
dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011o0Remtelah
berkenalan dengan seorang perempuan dan perketnalemakin akrab
dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasangp dan saling
mengasihi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan
Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukaia seidah
bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganyailak jpermohon
maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saatalon isteri kedua
Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon jukaga
permohonan izin poligami atau menikah lagi dengeremppuan yaitu
DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madydpgre/ Nomor : 16,
RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kgitandang, Kota
Malang, selanjutnya sebag@elon Isteri pemohon, dimana pernikahan
tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di lead®ggawai pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedunglkenry Kota
Malang;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutudham

isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak seharinya, karena
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Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memppeyghasilan
rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.080& puluh lima juta
rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteris
Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), klaik Termohon
maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersddiadu oleh
Pemohon (surat pernyataan terlampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikapasa
saat ini memperoleh harta sebagai berikut :

a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkezamatan
Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg texletak di
kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, kaiang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradendhrPemohon
dan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemoldek fda
halangan untuk melakukan perkawinan baik menurudriay Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berl&ku ya
a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukadasa dan

bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon deatgamisteri kedua

Pemohon;
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b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus jantemdasia 38
tahun dan tidak terikat pertunangan dengan lakikk;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Pamelon isteri
kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur &b takgama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dinJdMadyopuro
RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungaagdKota
Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan caten isedua
Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon istemghon
menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemotemikah dengan
calon isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar laiagatiynbul

dalam perkara ini;

. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atashBa mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malanilaglis Hakim
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara erkéman member
putusan sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon uelutubnya;
b. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam podgiliaagas adalah

harta bersama Pemohon dan Termohon;
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c. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk nadnilagi
(poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bean@&EWI
YULIANI binti ABD. SOMAD,;

d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;

4. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Ramoh
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangggdlilan
Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengamtkete peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka secara fdapdlt diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mmiadean
Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melaluiiasiedengan
mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. maun usaha
itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 18R telah
dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MABMdF 1 Tahun

2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk
perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mangEror
Inpersona Subyect (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon)
dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah klkarena identitas

Termohon yang benar adaladtj. SIAMI Tempat/Tanggal lahir/lumur :
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Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenidaken Wanita,
Pendidikan SD klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal. dRal)a Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan ugggkandang,
Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemopada
Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah sgonramita yang ber-
insial atau bernama HJ.SIAMI Binti TASELIM, umur 52 tahun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralanmbeidempat tinggal
di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dyiapuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in personaTaamohon
tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahiak fPemohon
sama sekali tidak salah dalam menentukan subyekndaérmohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulsma
Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkanenban T.1
berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis naff@rmohon SIYAMI
binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj.A8MI), T.2 (tertulis
nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakara akentik
yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangehingga

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 16%), Hlan
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terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohtdak
membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersemaielis
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseoraggogenamaHj.
SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2) adalah alias HJ.
SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA) alias SIYAMI, oleh
karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut hatokki

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termtdrttang
Eror In Obyek dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka
obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligagai salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini kpiha
Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohaahsughta dan
jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebuata, maka oleh
karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Er@biyek juga harus di
tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan P&moh
Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena ssilddyek, karena
berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohlah tikaruniai
seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah téwoarseorang
anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari IMA&S dan

SIAMI;
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Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohoselat
(halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dih@amgdengan
jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkagkall (halaman
9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohomdsge pada satu point
(dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatéiedowa
berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohlah tikaruniai
seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetagindabkok perkara
angka 11 Termohon menyatakadama pernikahan sampai saat ini
belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat
seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan aktémtik
yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165, Hhamun
terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukadengan membuat
2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangeh, karenanya
eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Peoman Pemohon

Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan aktamikomor :
54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikedumaoleh KUA
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan EBrbukti bahwa

antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawiaag sah;



59

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk
perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepadalisvibfakim
agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengarrasep perempuan
bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar haryang
diperoleh selama perkawinan dengan Termohon dketegebagai harta
bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebhagaterurai
dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon vyang
pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hak
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utantaoRen
mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemalan Termohon
belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alap@mmohonan
Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya paiteélah mengakui
kebenarannya bahwa sampai saat ini antara PemoaionTdrmohon
belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengang&orang anak laki-
laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyann
Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di pegadasedangkan
Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan sakskipun Majelis

telah memberikan kesempatan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan
keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahtesa Pemohon dan
Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 @éjathuruf a
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan bégpoli adalah isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai jstegndapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan tatak dapat
melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohonktidapat
melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut ligaitakim dapat
dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Perat8smerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 57 huruf ¢ dan 58 ayat (1) fraukiompilasi Hukum
Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturun@leh karena itu
permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasgrolgami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukthwia
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pdsahuduf ¢
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasalya8 @) huruf b
Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan bégpaii harus
berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan-isteri dan anak-anak
mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, tErnyBemohon
berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam fuba ratus lima

puluh ribu rupiah) per bulannya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbulkihwa
permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pdsahuduf d
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasaly8b (2) Kompilasi
Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adilatiap isteri-
isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon mniakga
keberatannya karena tidak merasa menandatangatipgrnyataan tidak
keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menkemubukti P.15
berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas namadrlesn, selanjutnya
Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Tieomgang tertera
di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata taadgah Termohon
berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tekagdma Termohon telah
mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang bebeeda
sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanj@rhadap
keberatannya itu, maka berdasarkan pengakuan tersedjelis hakim
menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalakti Bul adalah benar
tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telamimarikan
persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukanapaligan untuk itu
maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permamdtemohon telah
memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturanepetah Nomor 9
tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukurantslyaitu adanya
persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupecara lisan didepan

persidangan ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para sedksikti
bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasukitavayang
memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasakita yang
dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai i&tedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavardi
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohoRamohon telah
memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan ¢ RaraRemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58pgdast Hukum Islam,
dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruidakg-Undang No.1
tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara duangoryang
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaitbibkemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih siewrang. Oleh karena itu
permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yeshgak
yaitu agar harta yang diperoleh selama menikahrafamohon dengan
Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yangder
a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkezamatan
Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg texletak di
kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, kalang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradiendhrPemohon

dan Termohon;
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Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersamabtdrdéajelis
Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat targ)ddeéi 2013 yang
hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan BemdbBngan hasil
pemeriksaan setempat, dimana dalam permohonannyah®a hanya
menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpangkrdhéi)
sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkam &wdet P.11
berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 052& (Merk Daihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ndaror rangka
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan haeiheriksaan
setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalarasgaumah Pemohon
dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon memizensektang
mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikogupgn
rumah vyang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamat
Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabwhrdangga yang
berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pesaank setempat,
Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebutrthessinya
merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termatemgakuinya,
maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebughrudan seluruh
perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohohetarohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.phesertifikat
N0.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksetempat terdapat 3

bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, baag rumah dan
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bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan @phieetiga bangunan
tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersamartarhadap status
Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyathkhwa hanya

selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sghirfgemohon hanya
mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan haenguKoperasi

tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asseasiopdak termasuk
dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon pedrda
harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000(e@tpat puluh juta )
atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemanksetempat,
Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan terseioiana
menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawanjajamun bukti
tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siarhingga pemohon
tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, aledapt pada sidang
tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Depositeelbeit telah
Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di ataskipun
Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupaaxabdabungan
Deposito di Bank BTN Sawojajar sebesar Rp.40.0@)-0@mpat puluh
juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemdadmatirisbaik dalam
persidangan maupun saat pemeriksaan setempatsaewa pasal 174
HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Depositeetaut merupakan

harta bersama Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavardi

atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersanmaolf@n dan

Termohon adalah sebagai berikut :

a.

Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 4650101511163, mamor
rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangaastnama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4636111967,
dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J65838Gf, nomor

rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama

Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arorangka
MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nonamgka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mdbkihatsu atas
nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307, dan noarmka
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” besedinya yang

terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Maglro
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Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan saitifilo. 2932

dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang Vv

h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 180kddngunan
rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utaergad

sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BEJdwojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengguga
Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya
mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri bBerapnanggung
rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.00Q-0@0juh ratus lima
puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakisikp yang

membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dtwes lima puluh



67

juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Huk®pm150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga totalgmn yang diderita oleh
Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000tu (salyard seratus
lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-UnNang
Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agamadutdnn yang
diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukamrmasuk
kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu lotalak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlakukumal-
hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Peagigiagn sama sekali
tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permahoijia
poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat seraykebendaan, adapun
mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dgngb¢mRekonpensi
merupakan harta / benda milik kedua belah piteak lsbkan harta salah
satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom RegajgRekonpensi
tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat
Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tggah4 April 2013
telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karenaidak perlu

dipertimbangkan lagi;
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Dalam Konpens dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngndadang
No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengdarlg Undang No.
3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepadanmoRon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan  ketentuan-ketentuan peraturan  pengada

undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan
MENGADILI:

Dalam eksepsi

* Menolak eksepsi Termohpn

Dalam Konpens :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk nieaxh
lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIBiNti ABD.
SOMAD;

c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohonhasklmgai
berikut :

1) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangasthama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637,ndenor

rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001,
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3)

4)

5)

6)

7
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Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL
46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550
tahun 2001,

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583f#)
nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arom
rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan norangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mddaihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ,ndamor
rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beseisinya
yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelumaha
Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang denga
sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo

Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati

Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
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Sebelah Timur : Gang VvV
8) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 158 M
bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usahitahna

dengan sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengarsHadias:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank B&Mojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

* Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpens :

« Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kenpeargugat
Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta sefsmbilan puluh
satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamisgtai 11 Juli

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadiah Hyriyah, oleh

kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, DrMUNASIK,

M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagHliakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu giadm sidang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARS.H.
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sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kéasaohon dan Kuasa

Termohon.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota

Malang dalam Memutuskan Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah &akim
Pengadilan Agama Malang bapak Munasik, bahwa dasd&um yang
digunakan pada putusan perkara No. 2198/Pdt.G/P@1&Ng adalah pasal
94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan hartaanal perkawinan
poligami.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim selainpada pasal 94
Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim juga mengguaakdasar hukum
kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan méyeksn menetapkan harta
bersama dalam perkara perizinan poligami ada ymj&y:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai keknatakum. Sehingga
hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujudirtga Undang-undang
no 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindkeagm hawa.

2. Melaksanakan ketentuan KHI Pasal 94 ayat (1) yaegjetaskan bahwa
harta bersama dalam perkawinan poligami masingfgat@rpisah dan

berdiri sendiri.
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3. Majelis Hakim menggunakan buku Il dari Mahkamah Agusebagai
landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur @m@nzinan poligami

harus disertai adanya penetapan harta ber§ama.

12 \Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan AgataaMalang bapak Munasik
tanggal 13/02/2014.



BAB IV
ANALISIS
A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapkan Harta Bersama
dalam Izin Poligami.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembagias tyang tetap
antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mangekan peristiwvanya
sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas nostgkir,
mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengstatir artinya hakim
harus menilai apakah peristiwa atau fakta-faktagydikemukakan oleh para
pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hamigpat dilakukan dalam
pembuktian:

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yargebkara
harus menjelaskan tentang duduk perkaranya deeggndan singkat. Dengan
menggambarkan duduk perkara maka hakim mengkansiail-dalil gugat
atau pristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalanmt ima bahwa hakim
melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang mast&knty benar tidaknya
peristiwa yang diajukan padanya.

Perkara poligami dan harta bersama adalah perkarg kasuistik,
karena itu Pengadilan Agama Malang tidak selayaknganeriksa dari satu
sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendakmgkim memeriksa dari

kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari sigitsaja. Misalnya hanya

1 Muki Arto, Praktek Perdata,him.135.
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memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetsgoius diperiksa secara
keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusangealg
Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligamirkggaa No:

2198/2012), dapat diketahui faktor-faktor yang dilan pertimbangan sebagai

berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-UndaragpwB suami
(pemohon) mengajukan permohonan poligami dengarsamlaistri
(termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal dini akui oleh
termohon. Dengan demikian permohonan pemohon teéahenuhi alasan
untuk berpoligami sebagai mana maksud dari passiad (2) huruf (a),
pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 T&alf#4 jo pasal 58
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. M@hon telah memberi
pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu,gaebmana bukti
tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.

3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adiatp istri dan
anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyatadakibeadil (bukti
P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.

4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami kepehligap istri-istri
dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksinpendipersidangan
menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang matemgan
penghasilan Rp. 36.550.000,00 perbulan yang dipérkengan bukti-

bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.
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5. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap pénkawanatara

6.

pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula lgalarantara termohon

dengan calon istri, sebagai mana ketentuan pasad&ng-undang No 1

Tahun 1974.

Adanya permohonan penetapan harta bersama. Halahi sesuai dengan

ketentuan yang dimaksud dalam buku Il dan Majeligkir telah

menetapkan harta bersama antara pemohon dan terreebagai berikut:

a)

b)

f)

9)

h)

Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangtas nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637,ndenor
rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasmhama
Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL
46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550
tahun 2001,

Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583f#)
nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;

Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan arom
rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan norangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mddaihatsu
atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO03307 ndamor
rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beseisinya
yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelumaha
Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang denga
sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 158 M
bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usahitahna
dengan sertifikat N0.2787 dan No. 2788, dengarsHadias:
Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar

Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
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Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BaMWojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Meskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajplegetapan
harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:

a. 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpkgoamatan

Kedungkandang Kota Malang;

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasm@tealetak di

kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kaiang;

d. Beserta semua perabot rumah tangga yang beradainahr

Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setenip&) dan di
lapangan termasuk harta bersama antara pemohotewaohon, dan hal ini
diakui oleh pemohon dan termohon. Sehingga Maeldtikim menetapkan
harta bersama pemohon dan termohon seperti dalaan @urtusan yang telah
disebutkan diatas.

Dengan adanya penetapan harta bersama ini memiouta istri
terdahulu (termohon) memepunyai kepastian dan kakuhAukum, sehingga
harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh kpilatn kecuali dengan
persetujuan bersama antara suami (pemohon) datergihulu (termohon).

Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan Hastaama
antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termpHmersamaan dengan
pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukamgybaik dan sesuai

dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pad4layat (1) sebagai

hukum terapan di Pengadilan Agama.
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Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligperkéra No.
2198/2012) tetap berada pada kedua belah pihakofp@mdan termohon) dan
menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri Kestige,dan keempat tidak
mempunyai hak atas harta tersebut.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut demgamberi izin
berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus mpkata harta bersama
berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menwuoyysun telah sesuai
dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undarigTédun 1974 jo pasal 1
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakitelah pula menerapkan
tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedeparkepastian hukum,

kemudian keadilan dan kemanfaatan.

. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim
dalam Penetapan Harta Ber sama Perkara | zin Poligami

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada ramsismng
suami istri untuk memiliki harta benda secara pmesggan, yang tidak dapat
diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima peiabe warisan dan
sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak mesggusepenuhnya harta yang
diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang megma pemberian,
warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertasyami berhak

menguasainya sepenuhnya harta benda yang dite@mianyHarta bawaan
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yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinaga menjadi hak
masing-masing.

Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengegas
bahwa harta benda yang diperoleh suami selama vp@ka berlangsung
sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya tesbatas nafkah yang
diberikan suami.

Dalam waktu yang sama, Al-qur'an dan hadis jugakticthenegaskan
bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam per&awsecara langsung
istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikiansatah ini termasuk yang
tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-quraaupun dalam hadis.
Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selperkawinan
berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, akrmasuk dalam area
jtihad yaitu, wewenang manusia untuk menentukanggag bersumber
kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawipenting
untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukara hart jika terjadi
kematian salah satu, suami atau istri, mana yamgpakan harta peninggalan
yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Deamnkpula, apabila terjadi
perceraian, harus ada kejelasan mana yang merg&distti dan mana yang
menjadi hak suami. Agar suami istri dapat menerg@suai haknya masing-

masing.

2 Ahamad AzharHukum Perkawinan Islam, ed.1 cet ke-9 (Yogyakarta: Ull Press,1999),
hal.65.
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Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang yaegkut hak
istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminyaagebmana ditentukan baik
dalam al-qur'an maupun dalam hadis, pada dasamman Islam menentukan
bahwa harta milik istri selama dalam perkawinanladderupa harta yang
berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecali apabila suami
memberikan sesuatu kepada istri berupa harta bgadg menurut adat
kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mgahit, alat-alat rias, dan
sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri.apan harta benda yang
menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi nstik iseperti perabot rumah
tangga: meja kursi, almari, tempat tidur, dan sele@, tetap menajdi milik
suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekergneukupkan kebutuhan
keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tanggaalgsedari hasil
bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda gyatiperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama dengan mempeahatiesar kecilnya
saham masing-masing dalam wujudnya harta bendarbarigu. Apabila suami
istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunykiylaag sama kuat pula.
Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suahihlbesar. Demikian
pula sebaliknya, apabila justru saham istri yarghldesar, bagian istri lebih
besar. Ketentuan tersebut, menurut hemat penyasoat, sederhana dan juga
realistis serta mempunyai dasar dari isyarat-isydepat dipahamkan dari
ayat-ayat Al-qur'an dan hadis. Dengan demikianeketan undang-undang no.

1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 itu dapat dipandgatpeedengan Syari’ah Islam



80

dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah taagglah suami istri
bersama-sama atau salah satu pihak. Hukum Islamgenah Syirkah
(persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istnigyldersama-sama bekerja itu
juga dapat dipandang sebabaita syirkah antara suami dan istti.

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dadmaktek
perkawinan poligami diatur begitu simpel dan umusghingga dapat
menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pas&dMpilasi Hukum Islam
mengatur sebagai berikut:

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yangpoeyai istri lebih
dari seorang, masing-masing terpisah dan berdidige

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorangisgeng mempunyai
istri lebih dari seorang sebagai mana tersebutdalat (1), dihitung pada
saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedugakstu keempat.

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan si@peH. karena itu,
Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua &tahk Agung
Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telanemeberlakukan
Buku 1l tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Astrasi Pengadilan
yang isinya antara lain mengenai masalah hartaatversdalam perkawinan
poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, an@irasebagai berikdt:

a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami kegde#an
Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajuka
permohonan penetapan harta bersama dengan istalusetya
bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apahilmi tidak
mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belumerdi¢ dapat

mengajukan gugatan rekonvensi penetapan hartaneerggabila istri
terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi,anpemohonan

3 Ibid .him.67.

4 Mahkamah Agung RIBuku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama,(2008), him.130-134.
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izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapegrima (iet Ont
Vanklijk Verklaard).

b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinaradesgi pertama
harus dipisahkan dengan harta bersama perolehayamestri kedua
dan sterusnya.

c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian,kamaara
penghitungan harta bersama adalah, untuk istrapertyz dari harta
bersama dengan suami yang diperoleh selama peikawiitambah
1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami deisgarpertama dan
kedua, ditambah %4 dari harta bersama yang dipesalami bersama
istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, diteh 1/5 dari harta
bersama yang diperoleh suami bersama istri keerkgiaga kedua dan
istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dpdéakawinan
poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk ghiglari terjadinya
penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Giebab itu, Mahkamah
Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegasdrateda bersama suami
dengan istri terdahulu ketika suami akan melakugarkawinan poligami.
Untuk hal itu, ajaran agama Islampun sangat merdgieradanya pembukuan
yang rapi dan akuntaBeyang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta
bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampbteata bersama istri
pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikianiskrakpertama dalam

harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkahn Bengadilan Agama.

® Al-bagarah (2):282
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Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya samesaenganut
tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilars &spastian dan asas
kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) giangksud adalah:

a. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertalala diketahui jumlah
dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengginterdahulu hanya
dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal iniss&i dengan ayat yang

menjelaskan tentang asas keadilan:

ol (Slamy iy Silly sl o gy 3,8 3 Gslaly oYy Sl ol 1 0
©0555

b. Asas kepastian: dengan dijelaskan harta denganpisttama, menjadi
jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-hakngas Aepastian ini

sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur’an:
Tl e bl Yoy Lol 3 Ene 3 5, Sllen 2l OIS Leg

c. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak naydaatialam
menetapkan bagian masing-masing istri apabila diergengketa di
kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari géagaberupa
penetapan harta bersama yang berkekuatan hukuninikasuai dengan

apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an:

8...&5@ bl wiy pp s I J6

® An-Nahl: 90.
" Al-Qasas: 59.

8 Al-Maidah: 119.
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Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan aghvwwusan Majelis
Hakim terhadap menetapkan harta bersama dalamrpedda poligami

telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan
sebagal berikut:

1. Pertimbangan Mgelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin
suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami
serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal
35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilas Hukum
Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan
poligami antara istri peratama, kedua, ketiga dan keempat dapat
diantisipas dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini
dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

2. Bak hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui
keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan
hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam
perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang
putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum
yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal

ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:
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KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri

terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas
lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dadam masyarakat kita
Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi
pembicaraan bilaterjadi suatu perceraian atau sengketa.

2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai aasan-alasan
hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan
atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk
memperoleh kebenarannya.

3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota
Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiagp permohonan
poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung
fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenar-

benarnya sehinggatidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.
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Terjemahan

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian
dari apa yang mereka usahakan.

13

23

Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-
negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu
kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat
kami kepada mereka.

14

24

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan
kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan)
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran.

15

26

Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar
memperoleh manfaat dari kebenarannya™




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

JL Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1829 / 2013 Yogyakarta, 26 September 2013
Lamp -
Hal : Penerimaan Judul Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. : Helmy Ziaul Fuad

NIM.  :10350020

Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu alaikum wr.wb.

Dengan ini dibetitahukan bahwa kami dapat menerima Judul Skripsi yang saudara ajukan, yaitu:
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Oleh karena itu kami minta agar saudara segera berkonsultasi kepada pembimbing saudara , yaitu :

1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
2.

untuk penyusunan proposalnya.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu alaikum wr.we.

Tembusan :
1. Penasehat Akademik
2 .Ka.Jur.AS
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (i 0274) 512840

Nomor 7 UIﬁ}OZ/AS/PP.OOB/ 1829 /2013 Yogyakarta, 26 September 2013
::{E:arlnp _Penetapan Pembimbing
Kepada Yth.
@ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA/
2.

Assalamu‘alaikum wr.wb. !

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :

Narna : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Jurusan . Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Semester : VI

Judul

PANDANGAN - HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Maka Ketua Jurusan menetapkan saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi di maksud.

Jika saudara keberatan, harap memberitahukan kepada kami dalam waktu tiga hari terhitung sejak
tanggal surat ini.

Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu’alaikum wr,wb.

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. KaJur.AS



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNGKONQG NO. 7 TELP. (631) 5681797 FAX. (031) 5650426
E-MAIL ; ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

mor " W 13-A/0623/PB.00/1/2014 Surabaya, 6 Pebruari 2014 M.
at " Penting 5 Rabiul Akhir 1435 H
npiran © 1 {satu) lembar
1 :  Tzin Melakukan Penelitian

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Malang
MALANG

Assalamu’alaikom wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor :
UIN.02/DS.1/PP.00.9/178/2G14, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat
disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada Peneliti dari Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan Penelitian tentang
"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus perkara
No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)” vyang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari s/d 10
Maret 2614
Dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;

2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan
Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;

3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas,
membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas
arsip dari tempat arsip ;

4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang
dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;

5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktik diserahkan sepenuhnya kepada
Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.-
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Tembusan : sy
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan} ; A S TR

~

2. Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
@gg@ Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
) Yogyakarta 55281
No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 17812014 Yogyakarta, 4 Februari 2014
Hal . Permohonan izin Penelitian
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di Surabaya

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No ] N4 ma \ NIM \ JURUSAN / PRODI \
! |
' Al-Ahwal Asy-
1 Helmy Ziaul Fuad \ 10350020 \ Syakhsiyyah (AS) \
L

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ lbu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah ( Skripsi) yang berjudul
“ KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ( STUDI KASUS
PERKARA NO. 2198/12PA. MALANG) ”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu’alaikum wr.wb.

A, Dekan,
P - “Wakil Dek ang Akademik,

Y L1
. f:}: ;;i»,lD’(-::Hf’jKarﬁsi, MA.
- NIP219570207 198703 1003 §

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

JI Raden Panji Suroso No. I Telp. (0341)491812 Fax.(0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com

MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN
Nomor: W.13-A2/2811 /TL.01/V/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama
di bawah ini: '

Nama : HELMY ZIAUL FUAD
NiM 110350020

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Telah melaksanakan penelitian (recearch) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang

berjudul ” Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor :

1289/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014,
di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. A. INIRON AR, SH
108{7 198903 1002 /
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TERJEMAHAN

Bab

Him

Ftn

Terjemahan

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mar
usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada ba
dari apa yang mereka usahakan.

ek
gian

13

23

Dan tuhanmu tidak akan membinasakan ne

geri-

negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu

kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-
kami kepada mereka.

ayat

14

24

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) ber
adil dan berbuat kebijakan, memberi bant
kepada kerabat, dan dia melarang (melaku
berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.
memberi pengajaran kepadamu agar kamu d
mengambil pelajaran.

aku
Jan
Kan)
Dia
apat
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26

Allah berfirman, “inilah saat orang yangnbe
memperoleh manfaat dari kebenarannya”




PUTUSAN
Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

‘f e ’\N’ :“ o e
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan memgaelikara perdata
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkangam dalam perkara permohonan

izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawamstaywa
bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26 RT.02 R®.Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malargngydalam hal
ini dikuasakan kepada BARLIAN GANESI, SH., SUPRAPRTGH.
Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.nlk&aus Il Nomor
2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusushtggé 10 Desember

2012, yang selanjutnya diseliRemohon
MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di JI. Madyopuro, No.26.0R RW.02
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Ktdkang, yang
dalam hal ini dikuasakan kepada H, MARIADI, SH. MAdvokad &
Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya padahaga Bantuan
Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono K@a Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Deseftii2, yang
selanjutnya disebutermohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;

- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara sd&si-saksinya di
persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonatamanggal 10

Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniterdangadilan Agama Malang di
bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud rapri@n permohonan izin
poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dadihg telah dilakukan perubahan

permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada&pgésebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon padgalal7 September 1979
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorsédituAgama kecamatan
Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipkia Nikah Nomor
54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan TMermioertempat tinggal di
rumah bersama di JI. Madyopuro Nomor 26. RT.02 /.G/\VKelurahan Madyopuro
Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut PemohonTdanohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun Sadgraggan sekarang belum
dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011oRem telah berkenalan
dengan seorang perempuan dan perkenalan itu serakiab dan bisa dibilang
sangat dekat serta timbul rasa sayang dan salingashi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon etemptian dimaksud,
Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusfad@angan Termohon dan
keluarganya dan pihak Termohon maupun keluargadsi keberatan, bahkan saat
ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah serimggivel dengan Termohon;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon jukaggoermohonan izin
poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaiEwVI YULIANI binti ABD.
SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah ganglamat Jalan
Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahdadyopuro, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya seb@g#on Isteri pemohon,dimana
pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dieatatfi hadapan Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamakadungkandang Kota
Malang;
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Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuldap isteri-isteri
Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinyan&@emohon bekerja sebagai
karyawan swasta dan mempunyai penghasilan ratasettap bulannya sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-Pemohon tersebut (surat

pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupuoncéteri Pemohon masing-

masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pearya¢alampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikgiasaaat ini memperoleh

harta sebagai berikut :

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);

- Sebidang tanah vyang terletak di Kelurahan Madygpukecamatan
Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya t@letak di kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradandihr Pemohon dan
Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemoldak ada halangan untuk

melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam poauperaturan perundang-

undangan yang berlaku yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukadasa dan bukan
sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan sttorkedua Pemohon;

b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus jantiamdasia 38 tahun dan
tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Parpalon isteri kedua
Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahuamagdslam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RW/1 kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang3daga menikahkan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon istmghon menyatakan rela

atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah deradan isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar l@agatiynbul dalam perkara

ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atashBe mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakyjang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini berkenan memieispn sebagai berikut:
Primer :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ueklutubnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posith 8tas adalah harta
bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénilagi (poligami)
dengan calon isteri kedua Pemohon berndaVI YULIANI binti ABD.

SOMAD;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum;
Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang tetetagkan, Pemohon dan
Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua IMafelah diupayakan agar
Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poliggmikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dikak mediasi, untuk hal
ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama BRFAH ZUHRIAH, M.H.,
untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam dapga tertanggal 26
Desember 2012, mediator telah melaksanakan madgisk mendamaikan Pemohon
dan Termohon akan tetapi upaya mediator terseblak tberhasil, maka pemeriksaan
terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacaleat Permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebatmohon
memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut
A. EKSEPSI :

. EROR IN PERSONAL SUBYECT (SALAH SUBYEK ATAS

PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Eror in Subydzapseermohonan

yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohdnlah

Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohajwanpoligami
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1.2.

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya, siapi beda
identitas.

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohawjukan ke
Termohon adalah salah subyek (eror in personal estiby Sebab
Termohon adalah seseorang wanita yang ber-idergéhagai berikut :
Hj. SIAMI, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 19601{&Run,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit&endidikan SD klas 2 Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Targggalamat dan
bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RN/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malar@dangkan
Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligai dalam
perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial tau bernama :
HJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahunAgama Islam, jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal. dRajja Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang,
Kota Malang. atawBoleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam
Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita agg
bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI B inti
TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960t8Bun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
di JI. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dyta@puro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau Qatétj. SIAMI
alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TAS ELIM.
Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960¢&2un, Agama Islam,
jenis kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertamggal di JI. Raya
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang at&lYAMI alias SIAMI alias Hj.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanitaar§d Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralanmabeldempat tinggal
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di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan dytapuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dadabarkan akta
nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 19%t8yydikeluarkan
KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-lanepir) dan
demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) sigami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga  Nomor
3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dandd tangani
sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) tatadmpunyai satu
anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2nbgir). Dan atau
ada Hj. Siami — Hj. Siami alias Hj. Siyami — Hj. Syami lainnya,
sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siamur 52 tahun, agama
Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, KotdaiMj yang
tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dateb®at tinggal di
Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kiaiang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oletnm®hon dalam
perkara inibukanlah Termohon, karena Termohon bukan orang yang
identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohopatigami pemohon,
dengan demikian maka permohonan pemohon adalak jedas atau
kabur, karena permohonan poligami pemohon tidasjdan kabur maka
permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelasufkaatau tidak
dapat diterima;

1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemokepada
Termohon telah salah subye&rdr in persona subyect) dan atau tidak
jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siap&nagilya yang
dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poliganmny®leh sebab
itu, karenapermohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon

harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditdak;
[I. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengasr&egan calon isteri

kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan kgtarasebagai berikut:
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2.1.

2.2.

Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permaidemohon mengenai ijin
untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyeknmronan ijin berpoligami
Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yalah) harus ditolak
karena salah sasaran.

Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yaag berpoligami dan yang mau
dipoligami serta siapa yang mengijinkan untuk begami, hal ini juga kabur

maka harus ditolak;

lll. ABSCURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

3.1.

3.2.

3.3.

Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidas jdan obyeknya juga tidak
jelas maka permohonan ijin Pelogami harus ditolateika subyek dan obyek
dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamabalseseharusnya yang
dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SWAalias SIAMI alias
HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/101iJa960/52 tahun,
Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SRrg& Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertertipggal di Jl.
Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, &mtan
Kedungkandang, Kota Malang;

Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyaas &hlami alias Hj. Siyami
Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/Ehgal 17 September
1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkand&uktj bertanda T-1)
dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasidw®) siyami alias Siami
alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomdr.78031009/21124/0341
sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias $imag telah mempunyai
satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukérmatT-2);

Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Peanddtitujukan ke Termohon
adalah salah subyek (eror in personal subyect)absebermohon adalah
seseorang wanita yang ber-identitas sebagai beriktt].SIAMI Binti
TASELIM, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin WaniemdRrlikan
SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IbudRuTangga, beralamat
dan bertempat tinggal di JI. Raya Madyopuro V/26RRY 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota MalaBgdangkan yang

dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Peshon boleh jadi
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adalah seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIMI alias Hij.
SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/fumur : Malang/10 Juli
1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Waniemdilikan SD, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan lIbu Rumah Tangga, dpeatl dan bertempat
tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 KelurahaWadyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai damabarkan akta nikah
Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yahgludirkan KUA
Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 teriigndpn demikian pula
pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami ali@srbalias Hj. Siyami) ini
sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/08ddagaimana yang
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohonirfi@salias H. Lasimo)
telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyot®rébukti bertanda T-
2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah ekubyang dimaksud oleh
Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleen&apermohonan
pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, makengieman pemohon
haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas sitlak;

3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalesepsi ini maka jelas
Termohon tidak ada hubungan hokum dengan PemoleirabSpermohonan
Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidaks,jebleh karena itu
permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan rditoisk dan atau

permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima kar&abur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalasei$ tersebut di atas mohon
dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkaradalah mengajukan
permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yangimsal dan bernama :
HJ. SIAMI Binti TASELIM umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah
Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Régdyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandgota Malang;
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3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah ersubgect (salah subyek),
sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dirdaigin pemohon dalam
perkara ini, karena Termohon adalah seorang yangaivan Hj. SIAMI yang
MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT — namaH;.
SIAMI Tempat/Tanggal lahir/'umur : Malang/10 Juli 1960#Run, Agama
Islam, Jenis kelamin WanitBendidikan SD klas 2 Tempat/Tanggal lahir/umur
: Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, J&elamin Wanita, Pendidikan
SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumalggeanberalamat dan
bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02Ke&lurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikelah jelas dan
terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salbyek hukumnya
jika ditujukan kepada Termohorsebab yang dimaksud Pemohon adalah
wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias
SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Warit@ndidikan SMA,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu Rumah Tanbgaalamat dan
bertempat tinggal dil. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02Kelurahan Madyopuro,
Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang;

Dari identitas tersebut telah Nampak jelas damang perbedaan antara
TermohonHj. SIAMI seorang wanita yang berpendidikan SD hany sampai
klas 2 dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Ko&laMy. Sedangkan
yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penkiay@ang sebenarnya
adalah seorangvanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias
SIYAMI alias SIAMI , umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaandu Rumah Tangga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Madyopuro V26 RT/RW 02/02
Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau
boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dmm demikian maka
permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyeiumnya, karena tidak
jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadirkalet karena itu harus
dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);

4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohanadiekabur, hal ini

disebabkanboleh jadi seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak
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sehingga adadj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI
lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohomlalam perkara ini
adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorangvanita yang
bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti T ASELIM,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkanddota Malang, sesuai
dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tdnfjgaSeptember 1979
yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bub#rtanda T-1
terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alaslLasimo) dan siyami
alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan beatlgan Kartu Keluarga Nomor
35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuatddamdatangani sendiri
oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempusgtu anak kandung
bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlgpapin atauHj. SIAMI ,
Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960t&Run, Agama Islam, Jenis
kelamin Wanita,Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lbu
Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal Mallyopuro V/26 RT/RW
02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandsoty Malang;

Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemalateam perkara ini
adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak je@s kabur tentang Siapakah
yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligamiassid@pa yang dimintai ijin
poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabukan@ermohonan pemohon
harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapatidiger

. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohogadetidak ada masalah
apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konfhkagga, bahkan selalu rukun
dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih rsehah dengan Suami
Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon uogugoligami haruslah
ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salahraas

Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termoherkenalan dengan
seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMA YANG
JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atawb@ntu bernama
DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tiak akan pernah
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10.

11.

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami demgBEWI YULIANI
ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipgami, kecuali
dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawatiea Oleh karena itu
bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami olehqgiem;

Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkaakamPemohon
mendalilkan  mempunyai  penghasilan  perbulannya hdalsebesar
Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hahi adalah tidak
benar, oleh karena itu dalil yang demikian hartslak;

Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalati-nyh
“iiviivnntermohon mau dimadu,.............. " dan point 11 petmonan
mendalilkan “......... Keluarga Pemohon dan Termohon daaloi© istri
Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apaighikah dengan calon
istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dwmus ditolak karena
Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaingang dimaksud
Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat pernyataan apapun
tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudava Yuliani, maka
dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah dipla

Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satbyuriayang lalu karena
bekerja dirumah Pemohon dan Termohon dengan tugasbaemtu jualan dan
menjaga took alat-alat listrik di Jalan raya Madyapdan setelah ada gelagat
antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmaitear®ewi Yuliani oleh
Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekarja@mi keutuhan rumah
tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedataDgwi Yuliani
dirumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantibukes pekerjaan
dirumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalamaketonisan rumah tangga
Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;

Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonanoRen haruslah ditolak,
karena tidak benar dan atau setidak-tidaknya kaPenaohonan pemohon tidak
jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatala@ndapat diterima;
Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah denganohen, Pemohon dan
Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemqhseperti 5 Unit mobil
angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumahpsdhot rumah tangga, hal

ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan digimnobil yang mana ? tanah
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dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?......yang benar

adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selgmeanikahan sampai saat

ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah nanlil mengangkat seorang
anak laki-laki dan juga telah memiliki :

11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomaogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,1€6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan morangka
MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangk
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di lblamn Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namas$imbo;

11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jusaretena H.Lasimo di
bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. lasidisini Suami
Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau BjJAMI yang
berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI a8 SIYAMI yang
berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN HjlY8MI Doktor
atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon addkhjelas dan
kabur maka permohonan dalam perkara ini harus tikga tidak jelas
atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dabur maka

permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapaindé dan ditolak;
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C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Pergag dalam Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam guglatnpensi ini;

2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpeesgan Tergugat
Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalaék tishempunyai
hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan yadaugatan ini
Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpesrsisa dirugikan;

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat DalakoRpensi /Termohon
dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulabmdéhon dalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanyanoBRenan ijin
Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalamoRednsi, Penggugat
Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan éndhggung Rasa malu
atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensigdg@at dalam
Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang serit@l750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikislggejiwaan) dan sakit
pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorakgldgsdan dokter yang
membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dues lima puluh juta
rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konstitakum Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugiamg diderita oleh
Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpedaiah sebesar
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima pyjutdn rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggdgkm Rekonpensi /
Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama maengtau
meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang badtgérak maupun tak
bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi #f&m dalam Konpensi
tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :

4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastama Lasimo,
H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan noraogka
LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)

4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangashama Lasimo,
alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 4650101512,16&6n nomor
rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
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4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J6583&6) nomor
rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)

4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan aronangka
MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)

4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama
Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomargka
MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)

4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di le&lam Madyopuro,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas namasimbo;

4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh jut rema H.Lasimo
di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalRekonpensi /
Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalaskoripensi
/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayangu paksa
(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rumathari keterlambatan.
Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara,

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tewmobdalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, makachemn dalam Konpensi/
Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepadgadilan Agama
Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk makss, mengadili dan
selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untukdetya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihahti@ds subyek dan
permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelds kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakarr/eaisaurlibel dan atau
tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah wdiak glan kabur maka
Permohonan Pemohon ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak déipeima,;
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2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang diddaatPemohon tentang ijin
Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohonatiam surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergeoatht 11.1, 11.2, 11.3,
11.4,11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termpho

4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau atelkdn niat
poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kemkalTermohon;

5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam ngeksi/ Termohon
dalam Konpensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon daanpensi untuk
membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-( satamh#eratus lima puluh juta
rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Termd&lam Konpensi secara

tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukuap.tdika perlu dengan
bantuan alat Kepolisian negara;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Pemohon dalampdhsi untuk
membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (s&tu rypiah) kepada
Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensradoaai dan kontan
pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak pmtbgrkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadgplobengketa point 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 45, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatanoRaénsi Penggugat dalam
Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi oleh Pengaditmma Malang adalah
sah dan berharga;

5. Menghukum Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalarkorfpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkayra in

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebutol@n telah
menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 2tei2013 selanjutnya atas replik
tersebut Termohon telah menyampaikan duplik setatalis tertanggal 28 Maret
2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam beaita persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan cabiari i kedua

Pemohon, dan di dalam persidangan telah membekitanangan sebagai berikut :
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Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tadeimgt jasmani dan rohani;
Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akarkah dengan Pemohon;
dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dalsarsama suka, bukan atas
paksaan orang lain;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam statusjdad tidak terikat perkawinan
dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak adartgan untuk menikah dengan
Pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, b&emaohon telah beristerikan
Termohon dan Termohon telah menyetujui rencanaapenan Pemohon dengan
calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon perrahimta kepada calon isteri
kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akaedia hidup rukun dengan
Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji talah mengganggu gugat harta
bersama Pemohon dan Termohon.

Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemditek ada hubungan

keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yangkdiajoleh Termohon,

berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan padaahdggpril 2013 Majelis Hakim

telah menolak permohonan sita tersebut sebagairtexhzang dalam berita acara

persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyan®emohon telah

mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggblocp2mber 2012 (P.1)

Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Noper20&2 (P.2)

Surat pernyataan tidak keberatan menjadi IsterlIKnggal 12 Nopember 2012
(P.3)

Surat keterangan penghasilan,Nomor : 474/2/69/3537B009/2012 tanggal 12
Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keluradadyopuro ,Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang (P.4)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, taad) 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&woga Malang (P.5)
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6. Foto Copy Sertipikat N0.2788 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)

7. Foto Copy Sertipikat N0.2787 atas nama Lasimo, ydikgluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)

8. Foto Copy Sertipikat N0.2932 atas nama Haji Lasiyang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hakabhhgdgoktober 2009 (P.8)

9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES1I3U658225; (Bukti
bertanda P-9)

10.Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasthama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damono rangka
LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)

11.Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, p¢d 0526 CG, Merk
Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Me@08RK77 tahun 2005 (P.11)

12.Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (P.12)

13.Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkan
LSCAA10D61A023875; (P.13)

14.Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY EI5L4109J602675;
(P.14)

15.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. LaBiomor 3573031707590003
dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nogtt3035007600007 serta
Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nom8573035307740002
yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandaricp}

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohmmyatakan keberatannya
dengan alasan tidak merasa menandatangani surayafean bersedia dimadu,
selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berofmakiopi Kartu Tanda Penduduk
milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda &ngdermohon yang berbeda,
selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tdadgan yang tertera dalam Surat
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Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda paeatds perbedaan tersebut kuasa
Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda taregamohon memang berbeda-
beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengmr&egan dua orang saksi.
masing-masing bernama :

1. NURSIDI bin ASMAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjamtpat
tinggal di JI. Kedungkandang Gg.VlIl RT.06 RW.03litahan Kedungkandang,
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawahpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohom&kaaksi adalah adik
Pemohon.

* Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangyang menikah pada
tahun 1979;

* Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadg@ama, yaitu untuk
mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempbamama DEWI
YULIANI;

* Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah &arermohon tidak dapat
memberikan keturunan namun saksi pernah tahu Kaemohon pernah hamil
namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon kegagiau tidak;

« Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawamoRen, sehingga
Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan nangebelumnya
dengan calon isteri Pemohon tersebut;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksigwna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;

« Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi Tako sehingga

Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.

2. SUNYOTO bin TARI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swastgyaem
tinggal di JI. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Maplyro, Kecamatan
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Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpahbeagkan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

» Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karésa adalah tetangga
Pemohon;

* Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adelat steri yang sah;

 Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadigma, yaitu untuk
mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWLIANI;

« Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Temmdidak dapat
memberikan keturunan dan saksi tidak pernah meliaahohon hamil;

 Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calomn ksidna Pemohon tidak
ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang mbkgabtdak bolehnya
perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kgdya

« Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawamoRen sehingga
Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteioliren tersebut;

 Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yaag tidak terikat
dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.

 Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyakpuonyai toko dan
2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.

 Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal rembah dan sampai

sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi terqgbhak Pemohon dan
Termohon menyatakan kebenarannya,;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengayudukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tga$ 17 September 1979
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkand&oga Malang (T.1)

2. Kartu Keluarga N0.35.73031009/21124/0341, yang ldé&&an oleh Camat
Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875; (T-3).

Hal 19 dari 32 halaman Putusan No. 2198/Pdt.G/2012/PA Mlg



4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasiama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, m@amor rangka
LSCAA10D51A024550; (T-4)

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366; (T-5)

6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675; (T.6)

7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersémmohon menyatakan

kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan aikiak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama aanPamohon dan
Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaatempat, yang hasilnya
sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damnono rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomanghka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangksy &SL4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES13U658225 tahun
2003;
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Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui olehgk Pemohon dan Termohon bahwa

barang tersebut ada namun sedang beroperasi kariad kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukur&h M3, bangunan rumah dan
Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertiNika787 dan No. 2788, dengan
batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank ESEM/ojajar (empat puluh
juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, taburigesebut dipegang oleh H;.
SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yangdadklamnya, berdasarkan
keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan hasaabaTermohon, sehingga
tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan ketam@mecara tertulis
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingmpoligami, sedangkan
Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yadg pakoknya tetap keberatan
dimadu;
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Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaanrdalam putusan ini,
ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dddarita acara pemeriksaan perkara

ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan olf@m adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangangdtliian Agama
Malang, dan telah diajukan sesuai dendatentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka secara formil daperdia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mmagiean Pemohon dan
Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengeadiator ditunjuk Majelis,
ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak jugg@rhasil, maka perintah
pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimde (Peraturan MARI Nomor 1
Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dpdtikaranya, Termohon
telah mengajukan eksepsi mengemlaor Inpersona Subyect (salah subyek atas
permohonan terhadap Termohon) dimana menurut TenmoRemohon telah salah
subyek karena identitas Termohon yang benar addjalSIAMI Tempat/Tanggal
lahir/lumur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agaméarts jenis kelamin Wanita,
Pendidikan SD klas 2 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Ruraafga,
beralamat dan bertempat tinggal di JI. Raya Madymmi26 RT/RW 02/02 Kelurahan
Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malangjasgkan Wanita yang
dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalakanpeini adalah seorang
wanita yang ber-insial atau bernam&lJ.SIAMI Binti TASELIM , umur 52 tahun,
Agama Islam, jenis kelamin Wanit®endidikan SMA, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertdinggal di JI. Raya Madyopuro
V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamtan Kegkandang, Kota Malang;
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Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona TBammohon tersebut
Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Remsama sekali tidak salah
dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertusna Termohon HJ.
SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 bpa foto copy Kutipan Akta
Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM)P.15 (tertulis nama
Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama TermohorA®Il);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakara akentik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-deksebut Pemohon dan Termohon
tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersetmagjelis berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang beri§ntalAMI binti TASELIM-
Pendidikan SD klas 2)adalah aliasHJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA)
aliasSIYAMI, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebus datalak

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari TermdbatangEror In
Obyek dimana menurut Termohon karena eror in subyek nodk@k permohonan
Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini kpifiarmohon yang
dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dls jsebagaimana
pertimbangan majelis tersebut di atas, maka olebnkamya eksepsi a quo Termohon
dalam hal Eror In Obyek juga harus di tglak

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemda¥bscurlibel
(Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyelen&aberdasarkan Kartu
Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniarasgp anak bernama Setyo
Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah téwoanseorang anak
bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIM&D &IAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohaelat (halaman 4)
yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan deraygabgn Termohon pada point
B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telgladiekontradiksi pernyataan
Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsim®hon membantah dengan

menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemalam Termohon telah
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dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, tekajpi dalam pokok perkara angka
11 Termohon menyatakassama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak
kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan aiémtik yang dibuat
berdasarkan peraturan perundang-undangan, selmmggaunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap buktieliats Termohon sendiri
meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yangdsedan saling bertentangan,
oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam halulliizel (Permohonan Pemohon

Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan aktamihomor : 54A/62/1979,
tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kdé8amatan Kedungkandang
Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara ¢tem dan Termohon terikat
dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dyskrkaranya pada
pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dgainkan untuk menikah
lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWIIAXI binti ABD.
SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perk@widengan Termohon
ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Temnu@mgan alasan sebagaimana
terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yangnm, yakni
permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimgleain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utamaRen mengajukan izin
poligami adalah karena antara Pemohon dan Termbélum dikaruniai keturunan di
mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebutpfion dalam jawabannya
point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sangadiisi antara Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi tetemgangkat seorang anak laki-
laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohoyanPemohon telah
mengajukan dua orang saksi di persidangan sedanbiamohon menyatakan tidak
akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah neekén kesempatan untuk itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohonketemangan dua
orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara PemdaornTermohon memang belum
dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a PeraReamerintah No. 9 Tahun
1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompildskum Islam bahwa di antara
alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat manjan kewajibannya sebagai isteri,
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dhpambuhkan dan tidak dapat
melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohonktidapat melahirkan
keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakapatl dimasukkan ke dalam
ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. @Ma875 jo pasal 57 huruf ¢ dan
58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahweenstidak dapat melahirkan
keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon adimdlah memenuhi alasan
berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukthwlba permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruérattPan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilagktin Islam, bahwa suami yang
akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapajamé kehidupan isteri-isteri dan
anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tdrseternyata Pemohon
berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enaaljota ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Re&tpbukti bahwa permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruérdti?an Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukunarisl bahwa suami harus mampu
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anakny

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon mekga keberatannya
karena tidak merasa menandatangani surat pernytatidnkeberatan dimadu, yang
selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 beropadopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mesidan dengan tanda tangan
Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termofamgy ternyata tanda tangan
Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbéglsabut Kuasa Termohon telah
mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang bebeedasedangkan Termohon

tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannyu, maka berdasarkan
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pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwadadangan yang tertera di dalam
bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yam@rtb Termohon telah
memberikan persetujuannya kepada Pemohon untukkunkela poligami dan untuk itu
maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permaindPemohon telah memenuhi
ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintahdy 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetojutari isteri baik secara tertulis
maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para taksikti bahwa calon
isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yamgemehi persyaratan untuk kawin
dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawleh Pemohon sebagai isteri
kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigavami atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon te¢éathenuhi ketentuan pasal 41
huruf a, b dan ¢ Peraturan Pemerintah No. 9 TaBih jo pasal 55 ayat (2) pasal 57
dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuté fxetentuan pasal 8 huruf e
Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinaraiify antara dua orang yang
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan dari isteri, dalam
hal seorang suami beristeri lebih dari seorangh @erena itu permohonan Pemohon
tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yadgak yaitu agar
harta yang diperoleh selama menikah antara Pemdlogan Termohon ditetapkan
sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkotan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madygpuk®camatan

Kedungkandang Kota Malang;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnyg t@letak di kelurahan

Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;

- Beserta semua perabot rumah tangga yang beradangihr Pemohon dan

Termohon,;
Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersamabtartéajelis Hakim telah

melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 284§ hasilnya terdapat perbedaan

antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaet@mpat, dimana dalam
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permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unitakasmd Angkutan Penumpang
(Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon miehian bukti surat P.11 berupa
Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mdbaihatsu atas nama Lasimo,H,
dengan Nomor mesin KO03307, dan nomor rangka MHKEFR5K000985 tahun
2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempanhdhaersebut ada dilokasi (di
dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemotaupun Termohon
membenarkan tentang mobil tersebut sebagai hartarbe,;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikngupan rumah yang
terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedundkag, Kota Malang beserta
semua perabot rumah tangga yang berada di rumaebtgr berdasarkan hasil
pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakawabeumah tersebut beserta
isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihakdfeon mengakuinya, maka
berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumahsearuh perabotnya tidak
termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.phesertifikat N0.2788 dan
No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempupiar 3 bangunan berupa Garasi
Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangukaperasi Serba Usaha Tri
Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Rempotengakui sebagai harta
bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usdbtama, Pemohon menyatakan
bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasthets sehingga Pemohon hanya
mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan h@gu<operasi tersebut sebagai
harta bersama, sedangkan asset koperasi tidaladekndari bagian harta bersama
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohonptdrderta bersama
berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat putah atas nama H.Lasimo, dan
berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohonbenarkan tentang adanya
tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupaside di Bank BTN Sawojajar,
namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh TermdhprSiami sehingga pemohon
tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, aktapt pada sidang tanggal 16 Mei
2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut tetamdhon berikan kepada adik
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimiskipun Pemohon tidak

bisa melampirkan alat bukti berupa Dana TabunggpoBito di Bank BTN Sawojajar
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sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiahinun berdasarkan pengakuan
Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun paateriksaan setempat,
berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim m@hkata Dana Deposito tersebut
merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigamarndi atas maka
Majelis Hakim menetapkan harta bersama PemohonTdéamohon adalah sebagai
berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaastnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangasinama Lasimo, alias H.
Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, damonorangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001,

3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangktY &I5L4109J602675
tahun 2009;

5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzukaa nama Lasimo, dengan
Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYES)3658225 tahun
2003;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mefhaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin KO003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak di
JI. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Keatan Kedungkandang
Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan bbtdas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V
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8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 130 kdngunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengatifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank EBEM/Ojajar (empat puluh

juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggRgkonpensi
sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoRaggajukan gugatan
mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa yang dinilai uang sejumlah
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rtapjagangguan psikologis dan sakit
pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.2500000- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rpa®.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah), sehingga total kerugian yang dideoigh Penggugat Rekonpensi senilai
Rp.1.150.000.000,- (satu milyard seratus lima piutdn rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-UnNarg Tahun 1989
tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yhaglkan oleh Penggugat
Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan @Emgégama, oleh karena itu
harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlatukural-hak kebendaan
yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sarkali skdak terkait dengan
tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permahg@mrapoligami, dimana
di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan,uadapengenai Harta bersama
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi nikenuearta / benda milik kedua
belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, kégbna itu tuntutan dwangsom

Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan hardalgito
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Peng@redainpensi, Majelis
Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013htenenolak permohonan sita
tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbamglagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) ngadadang No. 7 tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang tahun 2006, biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon KonpensiigiatgRekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan pengadadangan yang

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam eksepsi

* Menolak eksepsi Termohpn

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk nikah lagi dengan
seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABIDISAD;

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohorhastddagai berikut :

a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Cangaasitnama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor gkaan
LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Cangastama Lasimo, alias
H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, wamor rangka
LSCAA10D51A024550 tahun 2001;

c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomangka
MHYESL4103J658366 tahun 2003;

d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzukiaa nama Lasimo, H.
dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka
MHYESL4109J602675 tahun 2009;
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e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuktaa nama Lasimo,
dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka
MHYESL4103J658225 tahun 2003;

f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Mebkaihatsu atas nama
Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor gkan
MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;

g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” bdseisinya yang terletak
di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro c#matan
Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No22&3nhgan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah lbu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengamank150 M2, bangunan rumah dan
bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengeifike¢ N0.2787 dan No.
2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BId&vojajar (empat

puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

* Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kenpeargugat Rekonpensi

sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Senyhilah satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamigygad 11 Juli 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadlan 1434 Hijrigtgh, kami Dra. Hj. SRIYANI,
M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. d&ra. Hj. RUSMULYANI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan marmeagkan pada hari itu juga
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dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu™#RITA EKA WIDYASARI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri olébhasa Pemohon dan Kuasa

Termohon.
Hakim Anggota Hakim Ketua
Drs. MUNASIK, M.H. Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI
Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000
2. Biaya Proses Rp.50.000
3. Biaya Panggilan Rp.525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat Rp75.000
5. Redaksi Rp. 5.000
6. Materai Rp. 6.000

Jumlah  Rp. 1.191.000,-
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini kami Drs. Munasik, M.H., menerangkan bahwa:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

Pekerjaan : Mahasiswa

NM : 10350020

Nama Sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Sekolah : J1. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut teiah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama
Malang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Februari 2014

Tertanda e

(Drs. Munasik, M.H.)
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